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DI SAMPUL MAJALAH:
Panorama cakrawala
Tokyo ini menyampaikan
bagaimana pergeseran
populasi, seperti
peningkatan urbanisasi,
mengubah tantangan tata
kelola dan keamanan.
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Pembaca yang Terhormat,

elamat datang di edisi Indo-Pacific Defense
FORUM tentang dinamika populasi.

Seiring meningkatnya kepentingan
ekonomi, politik, dan sosial Indo-Pasifik,
perubahan demografi dan masyarakat yang
terkait akan makin membentuk lanskap
keamanan kawasan ini. Edisi FORUM kali ini
mengkaji beberapa keprihatinan mulai dari
perubahan demografi hingga meningkatnya
permintaan energi dan pangan yang dapat
memengaruhi perdamaian dan kemakmuran
di Indo-Pasifik. Tekanan dinamis ini akan
mengubah peran militer, pasukan keamanan, dan
tenaga profesional Indo-Pasifik, serta cara mereka beroperasi di masa mendatang.

Kerja sama di antara sekutu dan mitra akan sangat penting untuk mengelola
lonjakan yang dihasilkan dalam persaingan sumber daya, ketegangan sipil,
kesenjangan penyakit dan ekonomi, serta tantangan baru lainnya.

Fitur pembukaan mengeksplorasi bagaimana militer mempersiapkan cakrawala
medan pertempuran baru: kebangkitan megakota. Dengan sebagian besar
proyeksi pertumbuhan kota dunia terjadi di Indo-Pasifik, migrasi drastis dari
daerah pedesaan meningkatkan tantangan bagi negara untuk menyeimbangkan
pembangunan dan stabilitas berkelanjutan. Tren ini juga mengubah bagaimana
militer akan melindungi pusat populasi masif tersebut.

Artikel utama lainnya menelusuri bagaimana tingkat kesuburan yang
merosot dan rentang usia hidup yang lebih panjang menciptakan negara menua
dengan populasi lansia yang lebih besar di seluruh dunia, terutama di Indo-
Pasifik. Menurunnya persentase warga negara usia kerja dan militer akan
menyebabkan perubahan dalam pendekatan keamanan dan mendorong militer
untuk mengadopsi teknologi baru dengan lebih cepat. Sebuah artikel pendamping
membahas bagaimana kesenjangan gender yang signifikan di Republik Rakyat
Tiongkok menyertakan berbagai keprihatinan masyarakat dan keamanan,
termasuk perdagangan wanita dan anak perempuan, ketidaksetaraan upah, serta
kejahatan seksual.

Dinamika populasi juga memengaruhi persaingan pangan dan sumber
daya. Sepasang artikel menggambarkan bagaimana negara-negara Indo-Pasifik
memanfaatkan solusi teknologi dan makin bekerja sama untuk meningkatkan
ketahanan pangan dan energi di tengah menjamurnya permintaan.

Untuk merampungkan edisi ini, serangkaian artikel mengeksplorasi bagaimana
pergeseran demografi dan peningkatan globalisasi dapat memperumit hasil
perawatan kesehatan dan keamanan. Kirsten Sayers, CEO RedR Australia,
sebuah lembaga tanggap kemanusiaan internasional, memerinci bagaimana
pandemi COVID-19 telah mengubah cara negara menanggapi dan memandang
masalah kesehatan publik. Sebuah artikel yang ditulis oleh sekelompok penasihat
internasional yang tergabung dalam program Wanita, Perdamaian, dan Keamanan
Perserikatan Bangsa-Bangsa menjelaskan bagaimana inisiatif ini membekali
sektor pertahanan dan keamanan agar lebih terlibat dengan populasi mereka
dan memberikan solusi inklusif. Artikel lain mengungkapkan bagaimana
kemitraan di antara lembaga pemerintah Amerika Serikat dan entitas Indo-Pasifik
memberdayakan masyarakat selama pandemi.

Saya berharap artikel-artikel ini menggugah pembicaraan regional tentang
dinamika populasi. Saya menyambut baik komentar Anda. Silakan hubungi staf
FORUM di ipdf@ipdefenseforum.com untuk menyampaikan pendapat Anda.

Salam,

S eddo

P. S. DAVIDSON
Laksamana Angkatan Laut A.S.
Komandan, Komando Indo-Pasifik A.S.
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DR. OSCAR ALMEN adalah seorang peneliti senior di Lembaga
Penelitian Pertahanan Swedia (FOI). Sebelumnya ia menjabat
sebagai guru besar madya ilmu politik di Universitas Uppsala,
Swedia. Ia menyelesaikan gelar doktor pada tahun 2005 tentang
kongres rakyat daerah Tiongkok. Minat penelitiannya mencakup
politik Tiongkok, partisipasi politik, dan politik keamanan.
Karyanya telah diterbitkan dalam jurnal tinjauan sejawat seperti
Fournal of Contemporary China dan Democratization, dan ia ikut menulis buku
pada tahun 2019 berjudul Greening China's Urban Governance.

Ditampilkan pada Halaman 24

KIRSTEN SAYERS adalah CEO RedR Australia. Ia memiliki
pengalaman dalam peran pemerintah, perusahaan, dan
penasihat yang berorientasi komersial internasional. Sayers
telah menempati jabatan diplomatik dan komersial senior di
Paris, Bangkok, dan Taipei, serta peran sektor publik dan swasta
senior di Australia. Ia telah menjabat sebagai kepala negosiator

: Australia dan pemimpin delegasi pertemuan Jaringan Pemimpin
Perempuan Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) dan Jaringan Titik
Fokus Gender APEC, dan ia berpartisipasi dalam delegasi Australia untuk
KTT CEO APEC. Ditampilkan pada Halaman 42
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WING COMMANDER JENNIFER ATKINSON bergabung dengan Angkatan
Udara Selandia Baru sebagai psikolog dan telah ditugaskan untuk mendukung
misi di Pasifik dan Timur Tengah. Dengan pengabdian lebih dari 20 tahun, ia
kini menjabat sebagai penasihat gender untuk Pasukan Pertahanan Selandia
Baru yang bertugas menerapkan Rencana Aksi Nasional Selandia Baru.

| Baru. Ia dikerahkan bersama Pasukan Pertahanan Selandia
Baru ke Timur Tengah dan Timor Leste dan untuk pengerahan
nonoperasional di Thailand dan Vietnam. Baru-baru ini, ia
menghabiskan dua tahun di Suva, Fiji, untuk membangun
Jaringan Gender Pertahanan Pasifik, yang menghubungkan anggota di Fiji,
Papua Nugini, Tonga, dan Vanuatu. Karya doktornya mengkaji kegunaan
Resolusi Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 1325 tentang Perempuan,
Perdamaian, dan Keamanan di Pasifik.

KATE MCMORROW adalah asisten direktur Direktorat
Gender, Perdamaian, dan Keamanan di Departemen Pertahanan
Australia. Ta memimpin keterlibatan internasional dan portofolio
kebijakan strategis, yang berkontribusi pada kemajuan kerja sama
dalam Resolusi Keamanan P.B.B. 1325. Perannya sebelumnya
y mencakup petugas kebijakan internasional di Departemen
s ¥ | Pertahanan untuk hubungan dengan India, Pakistan, dan
Papua Nugini. Ia memperoleh predikat first-class honors dalam hubungan
internasional, yang mengkhususkan diri dalam studi Indonesia, dan telah
belajar di Indonesia dan Korea Selatan.

B SHARON GOUVEIA FEIST adalah penasihat gender pertama di
Komando Indo-Pasifik A.S. (USINDOPACOM), yang bertugas

i scbagai penasihat utama mengenai perempuan, perdamaian, dan
keamanan di dalam Indo-Pasifik. Di bawah kepemimpinannya,
Kantor Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan

merancang pemrograman, mengarahkan implementasi, dan
mengarusutamakan perspektif gender di seluruh kebijakan,
perencanaan dan operasi untuk meningkatkan hasil keamanan. Ia sebelumnya
memimpin program Pemberantasan Perdagangan Manusia USINDOPACOM
selama lebih dari satu dekade dan telah bekerja sama dengan lembaga swadaya
masyarakat untuk membantu penyintas perdagangan manusia, khususnya wanita
dan anak perempuan, di Hawaii dan Asia Tenggara. Ditampilkan pada Halaman 52
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SASARAN PRO-DEMOKRASI

MENDAPATKAN DUKUNGAN

akin banyak orang di Hong Kong

mendukung sasaran gerakan
pro-demokrasi setelah Partai Komunis
Tiongkok (PKT) memberlakukan
undang-undang keamanan nasional untuk
kota itu, dengan dukungan sebesar 44%
untuk gerakan protes tersebut, demikian
yang ditunjukkan oleh survei yang
dilakukan untuk Reuters.

Para analis mengatakan bahwa
demonstrasi semakin sedikit dan lebih
kecil jumlahnya dibandingkan dengan
unjuk rasa massal yang mengguncang
kota yang diperintah oleh Tiongkok itu
pada paruh kedua tahun 2019, sebagian
besar karena pembatasan terkait virus
korona pada acara pertemuan massal dan
dampak dari undang-undang baru yang
bersifat menyeluruh itu.

Survei yang dilakukan oleh Hong
Kong Public Opinion Research
Institute (HKPORI) merupakan survei
pertama sejak undang-undang tersebut
diberlakukan di pusat kenangan global itu
pada 30 Juni 2020.

Survei itu menemukan bahwa hampir
60% orang menentang undang-undang
keamanan, naik dari sekitar 57% dalam
survei HKPORI pada Juni 2020, ketika
hanya sedikit detail yang diketahui.

Ivan Choy, dosen senior di Chinese
University of Hong Kong, mengatakan
bahwa sikap publik berubah setelah
undang-undang keamanan itu diterapkan.

Dia mengatakan bahwa “sekarang
ada lebih banyak kekhawatiran ketika
Anda meminta masyarakat keluar”
untuk melakukan unjuk rasa sembari
menambahkan bahwa penangkapan telah
memicu “lebih banyak kemarahan di
masyarakat.”

Pemerintah mengatakan undang-
undang itu diperlukan untuk mengatasi
kelemahan dalam keamanan nasional
yang diekspos oleh unjuk rasa itu dan
untuk memulihkan stabilitas di Hong
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Kong. Survei menemukan bahwa
dukungan publik untuk undang-undang
baru itu sedikit di atas 31%.

Para kritikus mengatakan bahwa
undang-undang itu semakin mengikis
kebebasan berskala luas yang dijanjikan
kepada bekas koloni Inggris itu saat
dikembalikan ke bawah pemerintahan
Tiongkok pada tahun 1997.

Jajak pendapat itu menunjukkan
peningkatan dukungan terhadap aspirasi
utama gerakan pro-demokrasi.

Dukungan atas permintaan
dibentuknya komisi penyelidikan
independen tentang cara kepolisian
menangani demonstrasi mengalami
peningkatan sekitar 4 persen menjadi 70%.

Kepolisian dan pemerintah
mengatakan bahwa pasukan minimum
digunakan untuk memulihkan keamanan
dan ketertiban, serta ada mekanisme
yang memadai untuk mencegah dan
menghukum ketidakdisiplinan. (Foto:
Petugas Kepolisian Hong Kong
dikerahkan pada September 2020
dalam menanggapi seruan online untuk
memprotes undang-undang keamanan
nasional dan penundaan pemilu legislatif.)

Dukungan terhadap hak pilih
universal, tuntutan utama lainnya, tetap
kuat dengan dukungan dari 63 % warga
Hong Kong, hampir sama dengan jajak
pendapat pada bulan Juni.

Dukungan terhadap amnesti bagi
pengunjuk rasa yang ditangkap naik 5
persen menjadi hampir 50%.

Penentangan terhadap tuntutan
gerakan pro-demokrasi turun tipis
menjadi 19% dari 21,5%.

Survei itu juga menunjukkan bahwa
dukungan bagi kemerdekaan Hong Kong,
yang merupakan wacana yang dibenci
oleh Beijing dan titik fokus undang-
undang baru, tetap sekitar 20% sementara
oposisi terhadap kemerdekaan berkisar
sedikit di bawah 60%. Reuters

MENINGKATKAN

ndonesia berencana

mengembangkan pertanian pangan

utama yang mencakup lebih dari
164.000 hektare di pulau Kalimantan
setelah peringatan tentang potensi
krisis pangan akibat wabah virus
korona, kata Kementerian Pertanian.

Proyek di provinsi Kalimantan

Tengah ini akan meningkatkan
hasil produksi dari sekitar 85.000
hektare lahan pertanian yang ada
dan menambahkan 79.000 hektare,
termasuk dari lahan gambut yang
sebelumnya telah dikeringkan,
demikian ungkap Kementerian
Pertanian.

Pemerintah akan
membudidayakan berbagai tanaman
pangan, termasuk bahan pokok,
kata Kuntoro Boga Andri, juru bicara
Kementerian Pertanian, dalam sebuah
pernyataan.

“Kita berbicara tentang
perkebunan pangan yang tidak hanya
akan memiliki beras dan jagung,’
ungkapnya, seraya menambahkan
bahwa perkebunan itu akan
mencakup buah dan sayur serta
peternakan hewan.

Pemerintah mengembangkan
pertanian pangan serupa di provinsi
Papua dan memiliki rencana untuk
mengembangkan lebih banyak lagi.
Reuters



MENGHADAP! PENGUNGSIAN

ertumbuhan penduduk yang pesat, kurangnya akses ke

makanan dan air serta meningkatnya paparan terhadap
bencana alam berarti lebih dari 1 miliar orang menghadapi
pengungsian per tahun 2050, demikian menurut sebuah analisis
ancaman ekologi global.

Dikompilasi oleh Institute for Economics and Peace (IEP),
sebuah wadah pemikir yang membuat indeks terorisme dan
perdamaian tahunan, Ecological Threat Register menggunakan
data dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan sumber lainnya untuk
menilai delapan ancaman ekologi dan memprediksi negara dan
wilayah mana yang paling berisiko.

Dengan perkiraan populasi dunia akan meningkat menjadi
hampir 10 miliar per tahun 2050, yang memperhebat perebutan
sumber daya dan memicu konflik, penelitian ini menunjukkan
sebanyak 1,2 miliar orang yang tinggal di daerah rawan di sub-
Sahara Afrika, Asia Tengah, dan Timur Tengah mungkin terpaksa
bermigrasi per tahun 2050.

VIALAQ = D)\ AU W

MALAYSIA TIDAK AKAN MENGEKSTRADISI

ORANG UIGHUR KE TIONGKOK

Tiongkok dan akan membiarkan mereka lewat menuju negara
ketiga yang aman apabila mereka merasa menghadapi risiko
keselamatan, kata seorang menteri.

Asia Tenggara telah menjadi titik transit yang lebih disukai
menuju Turki bagi muslim etnik Uighur yang melarikan diri dari apa
yang telah digambarkan pengungsi dan aktivis sebagai penindasan
dan interniran massal oleh pemerintah Tiongkok. (Foto: Pengungsi
dari wilayah Xinjiang Tiongkok menunggu di dalam penampungan
sementara di dekat perbatasan Thailand-Malaysia.)

Mohd Redzuan Md Yusof, menteri di Departemen Perdana
Menteri, mengatakan Malaysia menghormati hak negara berdaulat
untuk mengelola urusan internal mereka, meski mengakui bahwa
warga Uighur menghadapi penindasan di Tiongkok.

Komentar Mohd Redzuan, yang disampaikan dalam balasan
tertulis parlemen yang dipasang di situs web legislatif pada
September 2020, menandai pertama kalinya Malaysia mengambil
posisi yang jelas terhadap ekstradisi pengungsi Uighur.

M alaysia tidak akan mengekstradisi pengungsi etnik Uighur ke

Sebagai perbandingan, faktor ekologi dan konflik
menyebabkan pengungsian 30 juta orang pada tahun 2019,
demikian ungkap laporan itu.

“Ini akan memiliki dampak sosial dan politik yang sangat besar,
tidak hanya di negara berkembang; tetapi juga di negara maju,
karena pengungsian massal akan menyebabkan aliran pengungsi
yang lebih besar ke negara-negara yang paling maju,” kata Steve
Killelea, pendiri IEP.

Daftar ini mengelompokkan ancaman menjadi dua kategori
luas: kerawanan pangan, kelangkaan air, dan pertumbuhan
penduduk dalam satu kelompok; dan bencana alam termasuk
banjir, kekeringan, siklon, meningkatnya permukaan laut, dan
meningkatnya suhu dalam kelompok lainnya.

Hasilnya adalah analisis yang menilai berapa banyak ancaman
yang dihadapi masing-masing dari 150 negara dan kapasitas tiap
negara untuk menghadapinya.

Sementara beberapa negara, seperti India dan Tiongkok,
paling terancam oleh kelangkaan air dalam beberapa dekade
mendatang, negara lain seperti Pakistan, Iran, Mozambik, Kenya,
dan Madagaskar menghadapi kombinasi ancaman toksik, serta
menurunnya kemampuan untuk mengatasinya.

“Negara-negara ini secara umum stabil sekarang tetapi
memiliki paparan yang tinggi terhadap ancaman ekologi dan
‘perdamaian positif’ yang rendah dan memburuk, yang berarti
mereka berisiko lebih tinggi terhadap keruntuhan di masa depan,’
demikian temuan analisis 90 halaman itu.

Killelea mengatakan bahwa dunia memiliki 60% lebih sedikit
air tawar yang tersedia daripada 50 tahun yang lalu, sementara
permintaan pangan diprediksi meningkat sebesar 50% dalam 30
tahun ke depan, yang didorong sebagian besar oleh ekspansi kelas
menengah di Indo-Pasifik.

Faktor-faktor tersebut, dikombinasikan dengan bencana alam,
berarti negara yang stabil sekalipun rentan per tahun 2050.

IEP mengatakan pihaknya berharap daftar tersebut, yang
mungkin menjadi analisis tahunan, akan membentuk kebijakan
bantuan dan pembangunan. Reuters

2]

“Oleh karena itu, jika ada pengungsi Uighur yang melarikan diri
ke Malaysia untuk mendapatkan perlindungan, Malaysia memutuskan
untuk tidak mengekstradisi pengungsi Uighur meski ada permintaan
dari Republik Rakyat Tiongkok,” kata Mohd Redzuan.

“Mereka diperbolehkan bergerak menuju negara ketiga apabila
takut akan keselamatan mereka atau berpotensi menghadapi
penganiayaan, di mana mereka merasa tidak akan menerima
perlindungan dan keadilan di negara asal”

Pada Oktober 2018, otoritas Malaysia membebaskan 11 warga
Uighur dan mengirim mereka ke Turki, kendati ada permintaan dari
Tiongkok untuk mengembalikan mereka. Reuters
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rgensi menghadapi virus
korona yang mematikan
mendorong pemerintah
di seluruh dunia untuk
mengalihkan sumber daya menuju penanganan
pandemi global, tetapi Presiden Filipina Rodrigo
Duterte mengingatkan para pemimpin untuk
tidak melupakan ancaman terorisme yang sedang
berlangsung.

“Bahkan ketika kami berusaha keluar dari pandemi ini,
Filipina terus menghadapi ancaman keamanan,” kata Duterte
pada September 2020 dalam Pertemuan Virtual Proses Aqaba,
sebuah inisiatif raja Yordania untuk meningkatkan kerja sama
di antara pemimpin dunia. “Memang, COVID-19 belum
mengarantina teroris.”

Organisasi teroris lokal, termasuk Kelompok Abu
Sayyaf, Pejuang Kebebasan Islam Bangsamoro, dan Tentara
Rakyat Baru Partai Komunis Filipina, “makin berani” berkat
pandemi, kata Duterte. “Mereka mengeksploitasi situasi untuk
menggalakkan aktivitas keji mereka,” tambahnya.

“Kini, lebih dari sebelumnya, tekad kami makin kuat,” kata
Duterte. “Kami tidak akan lengah dalam pertarungan melawan
terorisme. Dan kami tidak akan membiarkan COVID-19
membuat rakyat kami bertekuk lutut.”

IPD FORUM

Pl Wzl

Tidak seperti COVID-19, ancaman
teroris bukanlah hal baru bagi pemerintah.
Namun, beberapa ahli berpendapat bahwa
terorisme tidak begitu diangkat dalam
percakapan dan prioritas saat meluasnya wabah virus corona.
Selain itu, fokus media pada pandemi global telah mengurangi
liputan berita tentang ancaman berkelanjutan dari organisasi
ekstremis kekerasan (VEO), demikian peringatan Direktorat
Eksekutif Komite Kontra-Terorisme (CTED) Dewan
Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam laporan Juni
2020. Pergeseran lain juga telah terjadi yang mungkin coba
dieksploitasi oleh VEO demi keuntungan mereka.

Misalnya, pandemi memaksa lebih dari 1 miliar siswa di
seluruh dunia untuk mengikuti kelas online karena risiko
yang terkait dengan virus membuat mereka tidak bisa
datang ke sekolah secara langsung, demikian menurut P.B.B.
Peningkatan jumlah kawula muda yang menggunakan internet
tanpa pengawasan, termasuk platform game, memberikan
kesempatan kepada kelompok teroris untuk memaparkan lebih
banyak orang pada ideologi radikal, demikian yang ditulis
laporan CTED, “meski hubungan antara aktivitas online dan
radikalisasi terhadap kekerasan tidak sepenuhnya dipahami.”

Ekstremis telah mengintegrasikan COVID-19 ke dalam
narasi dan propaganda mereka untuk mengeksploitasi peristiwa



saat ini dan memperkuat perpecahan dan kelemahan di antara
musuh mereka, demikian menurut laporan CTED yang
berjudul “Dampak pandemi COVID-19 terhadap terorisme,
kontraterorisme, dan melawan ekstremisme kekerasan.” Para
peneliti menyebut pandemi sebagai badai yang sempurna bagi
penyebaran misinformasi dan disinformasi.

“Meski beberapa negara telah memberikan tanggapan,
termasuk dengan menuntut individu yang menyebarkan mis/
disinformasi terkait COVID-19, sebagian besar tanggung jawab
untuk mengatasi situasi ini ada pada sektor swasta (seperti dalam
kontraterorisme),” demikian ungkap laporan CTED. “Namun,
terlepas dari tindakan banyak platform media sosial utama,
yang telah menghapus individu dan organisasi dari platform
media sosial mereka, mempromosikan suara yang otoritatif,
meningkatkan penggunaan mekanisme verifikasi, dan melarang
iklan menggunakan misinformasi untuk menjual produk medis,
tantangan yang signifikan tetap ada.”

Banyak individu akan mengalami ketidakpastian, isolasi,
dan ketidakstabilan politik yang berlarut-larut, sehingga
meningkatkan kemungkinan upaya berkelanjutan oleh pelaku
ekstremis kekerasan untuk mengeksploitasi kerentanan,
demikian menurut laporan CTED. Namun, lembaga ini
berjanji untuk terus memantau dampak COVID-19 terhadap
upaya terorisme dan kontraterorisme serta menawarkan

penilaian dan rekomendasi
saat pemerintah menghadapi
tantangan terbaru ini.
Duterte mendorong
negara-negara untuk
mengesampingkan perbedaan
guna menghadapi ancaman
baru dan berkelanjutan
karena virus korona. Ia
berjanji bahwa Filipina
akan meningkatkan kerja
sama dengan Perhimpunan
Bangsa-Bangsa Asia Tenggara

INSET: Presiden Filipina Rodrigo
Duterte berbicara kepada anggota
Gugus Tugas Antarlembaga
tentang Penyakit Menular yang
Berkembang di Manila.

THE ASSOCIATED PRESS

KIRI: Anggota unit antiterorisme
Penjaga Pantai Filipina
berpartisipasi dalam latihan
keamanan di Teluk Manila.
AFP/GETTY IMAGES

ATAS:Tentara Australia dan Fil
melakukan latihan antiteror di
Camp Aguinaldo di Manila. reuters

dan P.B.B., di antara yang lain, untuk menghadapi apa yang
disebutnya sebagai “tantangan monumental dalam keadaan

saat ini.”

“Pandemi COVID-19 memaksa kita untuk berpisah
dengan masa lalu. Berkeras pada cara lama yang telah
melanggengkan ketidaksetaraan di dalam dan di antara
bangsa-bangsa adalah hal yang sungguh tidak dapat

dipertahankan,” kata Duterte. “Mari kita ambil kesempatan
bersejarah ini untuk membangun tatanan baru — yang lebih
aman, adil, dan manusiawi — di mana tidak ada ruang bagi
kebiadaban teroris dan kekuatan ekstremis.”
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Menyusuri jalanan yang gelap akibat debu serta asap dan melalui gang
sempit berbayang, pasukan bergerak dalam tim, merebut kembali kota
yang dikepung pintu demi pintu, atap demi atap. Di pinggiran kota, rotor
MV-22 Osprey menerbangkan tanah dan puing ketika kontingen pembebas lain
menyerbu dari helikopter dan memasuki pertempuran melawan pasukan musuh.

Dengan kebebasan yang sekali lagi diperoleh untuk
kota fiktif hasil konversi kontainer pengiriman di pantai
timur laut Australia ini, misi penyerangan kota pun
merampungkan Latihan Carabaroo.

Selama lebih dari tiga minggu, hampir 400 Prajurit
dan Marinir dari Australia, Filipina, dan Amerika Serikat
terlibat dalam pelatihan operasi perkotaan di Area
Pelatihan Teluk Shoalwater yang luas di Queensland
milik Pasukan Pertahanan Australia. Dalam merebut
kembali permukiman simulasi, pasukan memanfaatkan
keterampilan dan taktik yang dipertajam selama latihan
trilateral pertengahan tahun 2019.

“Inti dari Carabaroo adalah belajar dari satu sama
lain, membangun kepercayaan satu sama lain, memahami
budaya yang berbeda-beda dan nilai bersama satu sama
lain dan kemudian menyatukannya dalam skenario
pertempuran kelas atas, mungkin yang paling kompleks
dalam pertempuran kota,” kata Brigadir Angkatan
Darat Australia Andrew Hocking, komandan Brigade
ke-7, dalam sebuah artikel di situs web Departemen
Pertahanan Australia.

Di seluruh Indo-Pasifik dan sekitarnya, pasukan
berlatih skenario serupa saat perencana militer bersiap
menghadapi realitas medan pertempuran baru yang
didorong oleh dinamika populasi: kebangkitan megakota.

Per tahun 2050, lebih dari dua dari setiap tiga orang
di seluruh dunia akan tinggal di daerah perkotaan —
kenaikan sekitar 20% dibanding proporsi penduduk
kota pada tahun 2021. Dalam dekade berikutnya, jumlah
megakota dengan 10 juta penduduk atau lebih akan
melonjak sepertiganya, dari 33 menjadi 43 kota.

Sebagian besar proyeksi pertumbuhan kota — yang
disebut Dewan Intelijen Nasional A.S. sebagai “pergeseran
tektonik” — akan terjadi di Indo-Pasifik, kawasan yang
sudah menggembung dengan banyak metropolis di dunia,
termasuk Tokyo, New Delhi, Shanghai, Mumbai, Beijing,
dan Dhaka.

Revolusi demografi ini menempatkan beban yang
sangat besar pada negara untuk memastikan pembangunan
yang berkelanjutan sekaligus menjaga stabilitas masyarakat.
Ini juga mengubah sifat pertempuran kota.

“Kota adalah alat paling ampuh yang dimiliki umat
manusia untuk pembangunan sosial dan ekonomi,”
tulis Antonio Sampaio, research fellow untuk konflik,
keamanan, dan pembangunan di International Institute for
Strategic Studies, dalam artikel Juli 2018 untuk Bloomberg

Seorang Tentara Angkatan Darat Australia berpartisipasi dalam
Latihan Carabaroo 2019. Latihan serupa telah digelar di seluruh
Indo-Pasifik seiring meningkatnya urbanisasi membentuk ulang

pertempuran. KOPTU DESTINY DEMPSEY/PASUKAN MARINIR A.S.

CityLab. “Tingkat urbanisasi yang tinggi dikaitkan dengan
banyak hasil positif termasuk pendapatan yang lebih tinggi
dan angka kematian bayi yang lebih rendah. Hubungan
positif ini terancam oleh tantangan bersama dari urbanisasi
dan destabilisasi yang cepat di beberapa wilayah yang
paling terdampak konflik di dunia,” tulis Sampaio. “Jika
donor bantuan, organisasi internasional, dan angkatan
bersenjata tidak memprioritaskan kota yang berkembang
pesat dan bekerja sama untuk menstabilkannya,
ketegangan yang perlahan membara dapat meningkat
menjadi konflik kekerasan.”

Apabila gesekan tersebut memicu pertempuran,
kepadatan, kompleksitas, dan kesalingterkaitan antar
pusat populasi terbesar di dunia akan menghadirkan
bauran yang mudah terbakar. “Tantangan megakota tidak
seperti [apa pun] yang harus kita hadapi dalam sejarah,”
demikian menurut Dr. Russell Glenn, direktur rencana
dan kebijakan di Training and Doctrine Command
(TRADOC) Angkatan Darat A.S.

KONFIGURASI ULANG SEISMIK

Dalam banyak hal, pembaruan fokus pada konflik
perkotaan dapat dipandang sebagai kembali ke masa lalu.
Dari kampanye Napoleon hingga Perang Dunia I, studi
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militer menekankan pertempuran di medan terbuka
yang bebas dari warga sipil, demikian menurut
tinjauan pertempuran kota yang diterbitkan Oxford
University Press.

Namun, untuk sebagian besar sejarah, pertempuran
kota — sering dalam bentuk operasi pengepungan — telah
menjadi sarana utama untuk melancarkan perang. Perang
perkotaan mulai menegaskan kembali dominasinya selama
Perang Dunia II. Pada Januari 1944, saat pasukan Sekutu
mempersiapkan pendaratan D-Day dan pembebasan akhir
Eropa yang diduduki Nazi, Departemen Perang A.S.
menerbitkan doktrin pertempuran kota resmi pertamanya,
Basic Field Manual (FM) 31-50: Serangan pada Posisi yang
Dibentengi dan Pertempuran di Kota.

Berbagai faktor telah memicu munculnya kembali
kepentingan strategis pertempuran kota. Di antaranya,
tinjauan Oxford University Press 2017 mencatat:
“Pencarian oleh tentara yang kurang kuat akan
keuntungan asimetris di tengah penduduk dan lanskap
perkotaan, peningkatan penekanan pada perang
revolusioner (pemberontakan), dan pergeseran demografi
populasi global yang drastis dari pedesaan menuju geografi
perkotaan.”

Konfigurasi ulang seismik populasi dunia yang
diprediksi untuk tahun-tahun mendatang — didefinisikan
sebagai “megatren” oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa —
berjanji untuk membentuk kembali pemikiran militer di
setiap tingkat mulai dari peralatan dan pelatihan hingga
taktik dan strategi. Pembaruan Strategis Pertahanan
Australia 2020, yang diungkapkan pada Juli 2020,
mencatat bahwa pertumbuhan penduduk dan urbanisasi
memperburuk ancaman terhadap stabilitas politik, seperti
kelangkaan pangan dan air serta pandemi.

Militer Australia “harus memiliki kemampuan untuk
memiliki keberadaan darat yang gigih, beroperasi di
medan yang kompleks, dan mengalahkan lawan melalui
pertempuran jarak dekat,” demikian yang diungkapkan
Rencana Struktur Pasukan 2020 yang menyertai
Pembangunan Strategis Pertahanan 2020 tersebut.

Mengingat sifat medan pertempuran modern,
Departemen Pertahanan Australia mengumumkan akan
mendirikan “kantor penelitian lingkungan perkotaan
yang diperebutkan” untuk mengoordinasi pembangunan
dan implementasi cepat “peralatan tempur yang terus
berkembang.” Selain itu, Rencana Struktur Pasukan
menyoroti peran vital intelijen geospasial, atau GEOIN'T]
dalam menciptakan model 3D wilayah perkotaan untuk
membantu pengerahan senjata panduan presisi.

KEMUNGKINAN YANG MEMBAYANGI

Dalam beberapa dekade terakhir, pelajaran yang diperoleh

dari keterlibatan militer di palagan mulai dari Mogadishu,

Somalia, hingga Baghdad, Irak, dan Grozny, Chechnya,

telah menginformasikan perencanaan pertempuran kota.
Laporan 2017 oleh Rand Corp., “Reimagining the

Character of Urban Operations for the U.S. Army:

How the Past Can Inform the Present and Future”

Menteri Pertahanan Australia Linda Reynolds mengumumkan
peluncuran Pembaruan Strategis Pertahanan dan Rencana Struktur
Pasukan 2020 pada Juli 2020. Rencana tersebut menyerukan
pembentukan kantor penelitian lingkungan perkotaan yang
diperebutkan. reuters

€¢¢jika donor bantuan,
organisasi internasional, dan
angkatan bersenjata tidak
memprioritaskan kota yang
berkembang pesat dan bekerja
sama untuk menstabilkannya,
ketegangan yang perlahan
membara dapat meningkat
menjadi konflik kekerasan.”

~ Antonio Sampaio, research fellow untuk konflik, k n, dan pemb

unan,

International Institute for Strategic Studies

(Memikirkan Kembali Karakter Operasi Perkotaan
untuk Angkatan Darat A.S.: Bagaimana Masa Lalu
Dapat Menginformasikan Masa Kini dan Masa Depan),
mengumpulkan beberapa temuan utama dari analisis
konflik tersebut, termasuk:
® Peran pasukan darat lapis baja dalam
memungkinkan kebebasan bergerak dan
“menyusutkan masalah operasional dari area
perkotaan yang besar ke lingkungan sekitar.”
¢ Kebutuhan akan "bentuk intelijen inovatif, termasuk
sumber dan metode pengumpulan baru, khususnya
informasi sumber terbuka dari sumber nonmiliter.”
¢ Nilai pemimpin militer yang dapat berpikir
di luar metode dan norma operasional yang
telah ditetapkan untuk mengurangi “tantangan
pertempuran kota ke ruang lingkup yang dapat
dikelola.”
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“Lingkungan perkotaan menimbulkan tantangan
yang signifikan bagi pasukan darat dan secara tradisional
telah dihindari bila memungkinkan, tetapi peningkatan
urbanisasi penduduk dunia tampaknya memastikan
bahwa pertempuran kota merupakan masa depan
Angkatan Darat,” ungkap laporan yang disponsori
TRADOC itu.

Memang, kepala staf Angkatan Darat A.S. saat itu telah
berbicara tentang kemungkinan yang membayangi setahun
sebelumnya.

Medan pertempuran masa depan, kata Jenderal Mark
Milley kepada Asosiasi Angkatan Darat A.S. pada tahun
2016, “hampir dipastikan akan berada di wilayah perkotaan
yang padat, dan melawan musuh ambigu dan elusif yang
menggabungkan terorisme dan perang gerilya di samping
kemampuan konvensional yang dipadukan dengan
populasi sipil yang besar.”

Ini akan menjadi arena yang jauh dari medan
pertempuran desa yang secara historis Angkatan Darat
telah “dirancang, diawaki, dilatih, dan dibekali,” kata
Milley, yang pada Oktober 2019 ditunjuk sebagai ketua
Kepala Staf Gabungan, perwira militer peringkat tertinggi
diAS.

Laporan Rand selanjutnya, “The U.S. Army and
theBattle for Baghdad: Lessons Learned — And Sdill to Be
Learned" (Angkatan Darat A.S. dan Pertempuran untuk
Baghdad: Pelajaran yang Diperoleh — Dan Masih Akan
Dipelajari), memberikan dorongan terhadap pertimbangan
tersebut, yang mencatat bahwa konflik multifase
multitahun di Irak “memberikan segudang informasi
tentang bagaimana memikirkan kembali pertempuran kota
di masa depan.”

Laporan 2019 yang disponsori Angkatan Darat A.S.
menguraikan sejumlah rekomendasi, termasuk seruan
bagi para perencana dan pemimpin militer untuk terus
mempelajari “pertanyaan yang lebih luas tentang operasi
perkotaan dan megakota tetapi memahami bahwa, karena
setiap kota adalah entitas independen, studi harus berfokus
pada kasus-kasus tertentu di mana Angkatan Darat
mungkin terlibat dalam pertempuran kota dan jenis lawan
apa yang akan dihadapinya.”

HIMPITAN TANTANGAN

Di luar himpitan umat manusia, baik berjejal di
pemukiman kumuh atau gedung pencakar langit yang
mentereng, apa yang mungkin dijumpai tentara di
megakota dunia? Sistem transportasi — setingkat
jalan, di atas atau di bawahnya — mungkin efisien atau
kewalahan. Pemerintah kota dan otoritas sipil mungkin
memberikan stabilitas dan dukungan atau, sekadar, korupsi
dan kekacauan. Tentunya, puluhan juta ponsel cerdas
dan perangkat digital akan menciptakan hiruk pikuk
kebisingan elektronik yang dapat membanjiri jaringan
dan mengganggu komunikasi serta navigasi di medan
pertempuran.

Bagi lawan, “medan mega-perkotaan akan menjadi
ekualiser hebat,” tulis Alex Ward, asisten direktur Brent
Scowcroft Center on International Security di majalah The
National Interest.

Kenyataan di lapangan yang menyiksa ini menuntut
pasukan dibekali untuk ruang pertempuran yang unik.
Selain senjata ringan untuk meningkatkan ketangkasan,
Ward menulis, pasukan akan memerlukan sistem
komando, kontrol, dan komunikasi yang sulit dicegat,

sensor dan kamera pengawasan, serta

Seorang Prajurit Angkatan Bersenjata Filipina berpartisipasi dalam penyerangan
terhadap kota fiktif selama Latihan Carabaroo 2019. «KopTu DESTINY DEMPSEY/PASUKAN MARINIR A.S.

alat pencetakan dan visualisasi 3D.
Dengan banyaknya megakota yang
terletak di zona litoral, kemampuan
amfibi juga akan sangat penting untuk
keberhasilan militer.

Ward juga menyebutkan dalam
artikelnya pada tahun 2015 bahwa
sangat penting juga bagi pemimpin
kompi dan batalion untuk dilatih
membuat “keputusan kilat dalam
keadaan yang ambigu” sekaligus
menyeimbangkan dinamika regional
dan budaya suatu kota.

Di era informasi, kemenangan
di medan pertempuran juga
memerlukan kekuatan tempur
yang dapat mengungguli musuh
dalam ranah kognitif, demikian
menurut Kolonel Angkatan
Darat A.S. Todd Schmidt. “Kita
harus dapat mengumpulkan,
menguraikan, memproses, dan
memahami sejumlah besar data
dan informasi lebih cepat daripada



lawan,” tulis Schmidt dalam artikel April 2020 untuk
Modern War Institute at West Point. “Kemampuan ini
harus dipadukan dengan kemampuan teknologi canggih
— seperti komputasi yang didukung awan, robotika,
kecerdasan buatan, dan realitas virtual atau tertambah
— serta kemampuan untuk mengomunikasikan
pengetahuan yang kita peroleh dari data secara internal
dan eksternal lebih cepat daripada musuh.”

Aktor jahat seperti kelompok teroris, geng kriminal,
dan gerakan pemberontakan menambahkan “dimensi
lain yang signifikan pada pertempuran kota,” tulis
purnawirawan Pasukan Khusus Angkatan Darat India
Letjen Prakash Katoch dalam artikel November 2018
“Combat in Cities (Pertempuran di Kota)”, yang
diterbitkan di situs web jurnal Indian Defence Review.
Pasukan konvensional harus memerangi musuh
nonkonvensional yang dipersenjatai dengan bom rakitan
(IED) dan mampu menghindari penangkapan dengan
berbaur dengan penduduk sipil.

Mengingat neksus yang makin berkembang antara
urbanisasi dan keamanan ini, Katoch mengatakan bahwa
militer dari Eropa hingga Timur Tengah dan sekitarnya
telah membangun lingkungan pelatihan sintetis yang
meniru apartemen menjulang, toko, dan pasar, sekolah,
serta bangunan umum lainnya. Beberapa fasilitas operasi
militer di medan perkotaan ini, atau MOU'T, dibangun
dari sistem modular yang menyerupai Lego berukuran
besar dan dapat dikonfigurasi ulang dan disesuaikan
dengan cepat.

Perencanaan militer untuk konflik perkotaan makin
diperumit dengan peran kota sebagai “pusat gravitasi”
— sentra keuangan, pemerintahan, industri, komunikasi,
dan transportasi, demikian menurut “A Concept for
Future Military Operations on Urbanized Terrain
(Sebuah Konsep untuk Operasi Militer Masa Depan di
Medan Perkotaan)”, sebuah laporan 1997 oleh Komando
Pengembangan Tempur Pasukan Marinir A.S. Angkatan
bersenjata mungkin mendapati diri secara bersamaan
melakukan operasi tempur, fungsi pemeliharaan
perdamaian, dan bantuan kemanusiaan di berbagai
lingkungan — konsep militer yang dikenal sebagai “Perang
Tiga Blok”.

Hampir seperempat abad setelah laporan itu,
memastikan kesiapan bagi pertempuran kota tetap menjadi
target yang bergerak cepat. Laboratorium Pertempuran
Perang Pasukan Marinir A.S. pada tahun 2019 mulai
meminta informasi dari perusahaan pertahanan dan
lembaga akademik untuk pengembangan teknologi
persenjataan dan sistem lainnya untuk serangkaian
percobaan multitahun guna mempertajam kemampuan
pertempuran kota, demikian yang dilaporkan Military.com.

PETUNJUK UNTUK BERTINDAK

Pada akhir tahun 2017, sejumlah besar personel Pasukan
Pertahanan Australia bekerja sama dengan puluhan
peneliti, ilmuwan, dan teknolog dari Australia, Kanada,
Selandia Baru, Inggris, dan A.S. untuk Tantangan Strategis

Lingkungan Perkotaan yang Diperebutkan (CUE)
pertama. Sebagai bagian dari Program Kerja Sama Teknis
lima negara, tantangan 10 hari ini menampilkan skenario
pertempuran kota yang digelar di gedung rumah sakit
kosong di Adelaide, Australia.

Peserta menguji teknologi generasi berikutnya seperti
sensor berbasis udara dan darat yang terintegrasi dengan
sistem pengawasan perimeter dan overhead untuk
mengidentifikasi kendaraan dan bangunan yang diduduki
musuh dan untuk mendeteksi pergerakan di dalam dan di
sekitar bangunan.

“Tujuan kami adalah memberikan teknologi berguna
kepada pria dan wanita di garis depan yang menghasilkan
informasi berkaliber tinggi yang tepat waktu,” kata Dr.
Justin Fidock, pemimpin kelompok analitik ranah manusia
dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pertahanan,
bagian dari Departemen Pertahanan Australia, dalam
podcast 2018 tentang latihan tersebut. “Mereka harus
yakin bahwa mereka tahu apa yang akan mereka hadapi
saat masuk ke jalan atau ruangan di lingkungan perkotaan
yang diperebutkan.”

Dua tahun setelah acara perdana, Tantangan Strategis
CUE tahunan pindah ke New York City, sebuah
metropolis yang terdiri dari 8,5 juta penduduk di puncak
status megakota. Lebih dari 150 insinyur dan ilmuwan dari
lima negara anggota datang ke kota itu selama dua minggu
untuk menguji teknologi yang sedang berkembang.

Lower Manhattan berfungsi sebagai medan
pembuktian untuk pertempuran kota yang bising, hiruk
pikuk, dan dipadati orang, yang menawarkan “ngarai
perkotaan yang tercipta oleh gedung pencakar langit,
lorong kereta bawah tanah yang panjang, sempit, — dan
kadang gelap —, atap, serta ruang interior yang luas,”
demikian yang ditulis sebuah artikel pada November 2019
tentang tantangan CUE yang diterbitkan di situs web
Angkatan Darat A.S.

Empat puluh proyek yang diuji berfokus pada analitik,
perlindungan pasukan, pengintaian dan pengawasan,
komando dan kontrol, serta sistem kontra-pesawat tanpa
awak. Dalam sebuah eksperimen, insinyur dari Australia
dan A.S. bekerja sama untuk mengembangkan platform
robotik yang dapat menavigasi dan memetakan ruang
secara otonom — atau dipandu oleh gerakan tangan
dan tubuh Prajurit. Realitas tertambah memungkinkan
operator manusia untuk melihat apa yang dilihat robot.

“Tujuan utama dari CUE adalah untuk mendapatkan
wawasan yang lebih luas tentang sifat tantangan
perkotaan dan meningkatkan pemahaman kita tentang
keterbatasan teknologi yang mendukung konsep
operasional,” kata Mary J. Miller, wakil ketua, direktur
penelitian dan rekayasa pertahanan untuk penelitian
dan teknologi, Departemen Pertahanan A.S. dalam
artikel tahun 2019. “Pada akhirnya,” kata Miller, “kami
akan menggunakan informasi ini untuk menciptakan
kemampuan yang meningkatkan keberhasilan misi
sekaligus mengurangi risiko bagi pasukan militer kami
dalam operasi perkotaan.” O
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enurunnya tingkat kesuburan dan peningkatan
perawatan kesehatan menciptakan fenomena
penuaan global yang membebani program
tunjangan, memperlambat pertumbuhan
ekonomi, dan menimbulkan pertanyaan
keamanan. Penuaan masyarakat ini paling akut terjadi di
Indo-Pasifik, yang merupakan rumah bagi negara tertua
di dunia menurut persentil — Jepang — di mana 28%
penduduk berusia 65 tahun ke atas. Itu berarti untuk
setiap orang yang berusia antara 20 dan 64 tahun, ada satu
orang yang berusia di atas 65 tahun, atau kira-kira 35,2
juta orang yang berusia di atas 65 tahun di Jepang.
Para ahli memprediksi bahwa makin berkurangnya
jumlah warga usia kerja dan militer di kawasan ini
dapat membebani anggaran pemerintah dan mengubah
haluan militer ke arah teknologi untuk mengompensasi
penurunan jumlah anggota. Menghadapi penurunan
populasi yang paling tajam dalam beberapa dekade,
Republik Rakyat Tiongkok (RRT) memiliki lebih
dari 176 juta orang yang berusia 65 tahun ke atas atau
sekitar 12,6% dari populasinya, tetapi RRT memperluas
jangkauannya di Laut Cina Selatan, melakukan
militerisasi beting yang diklaim oleh tetangganya, dan
membangun landasan pacu dan instalasi senjata untuk
mempertahankannya. Tindakan semacam itu oleh negara
yang menghadapi penurunan produk domestik bruto
(PDB) dan bangkrutnya dana pensiun di masa mendatang
mungkin tampak kontraintuitif.
“Apa yang kami lihat adalah bahwa jika ancaman
yang dirasakan cukup tinggi, bahkan negara yang menua
sekalipun bersedia melakukan apa yang diperlukan untuk
berinvestasi dalam pertahanan,” kata Dr. Jennifer Sciubba,
profesor Stanley J. Buckman di bidang studi internasional
di Rhodes College di Memphis, Tennessee, dan global
fellow bersama Program Perubahan Lingkungan dan
Keamanan di Wilson Center di Washington, D.C.
Sciubba mengatakan kepada FORUM bahwa pola
penuaan di Indo-Pasifik, meski berbiaya tinggi, belum
mengurangi selera belanja pertahanan. Faktanya, para
pemimpin kawasan ini tampaknya lebih cenderung
berinvestasi dalam melindungi sumber daya dan wilayah
mereka seiring bertambahnya usia populasi mereka.
“Indo-Pasifik adalah wilayah yang tegang dengan
banyak kekuatan yang bersaing, meski kekuatan tersebut
mengalami penuaan populasi yang intens. Jepang adalah
negara tertua di dunia dalam hal usia median,” ungkapnya.

AKHIR LEDAKAN

Dunia dihuni oleh 703 juta orang di atas usia 65 tahun
pada tahun 2019, demikian menurut laporan Oktober
2019 oleh Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial
Perserikatan Bangsa-Bangsa. Asia Timur dan Asia
"Tenggara merupakan rumah bagi populasi terbesar di

dunia dalam kelompok usia tersebut — 261 juta orang —
diikuti oleh Eropa dan Amerika Utara.

Bagian Asia tersebut, yang mencakup negara
berpenduduk terbanyak di dunia, Tiongkok, akan
menyaksikan populasi lansia mereka tumbuh menjadi
573 juta per tahun 2050, demikian menurut laporan
P.B.B. tersebut. Peningkatan ini akan ditambah dengan
penurunan populasi terbesar Tiongkok dalam beberapa
dekade, yang mempersiapkan panggung bagi serangkaian
tantangan yang meningkat dengan cepat.

* Menyusutnya Tenaga Kerja: Peneliti pemerintah
di China Academy of Social Sciences memprediksi
bahwa populasi negara ini akan mencapai puncak
sejumlah lebih dari 1,4 miliar orang per tahun 2029
kemudian mengalami penurunan “tak terbendung”
yang dapat turun menjadi 1,36 miliar orang per tahun
2050, yang mengurangi tenaga kerja sebanyak 200
juta orang. “Dari sudut pandang teoritis, penurunan
populasi jangka panjang, terutama ketika disertai
populasi yang terus menua, akan menimbulkan
konsekuensi sosial dan ekonomi yang sangat tidak
menguntungkan,” kata akademi itu dalam laporan
2019. India diperkirakan akan melampaui Tiongkok
sebagai negara berpenduduk terbanyak di dunia saat
kontraksi Tiongkok dimulai.

Hilangnya Pensiun: Laporan April 2019 oleh wadah
pemikir yang sama mengatakan bahwa dana pensiun
negara RRT akan mengering per tahun 2035. Pensiun
sudah membebani anggaran pemerintah. Pembayaran
pensiun mencapai 1.406 triliun rupiah (640 miliar
yuan) pada tahun 2016, naik 140% dari lima tahun
sebelumnya. Para analis mengatakan bahwa angka ini
dapat naik setinggi 132.326 triliun (60 triliun yuan)
setiap tahun per 2050, yang menyumbang lebih dari
20% dari total pengeluaran pemerintah, demikian
menurut laporan September 2019 di majalah The
National Interest. Beban anggaran ini akan terjadi
kendati adanya komitmen RRT yang terbatas terhadap
pensiun dan perawatan kesehatan. Diperkirakan 900
juta warga negara Tiongkok — hampir dua pertiga
dari populasi — hidup dengan sedikit jaring pengaman
sosial.

Tanda-Tanda Keresahan: Ketidakstabilan keuangan
sistem pensiun mendorong kekhawatiran publik,
demikian menurut laporan Voice of America pada
April 2019. Di situs mikroblog Weibo, seorang
pekerja teknologi muda Tiongkok mengeluh bahwa
jam kerjanya yang panjang tidak akan menjaminnya
untuk mendapatkan cek pensiun. “Inti dari
[mendorong] kami bekerja dengan jadwal 996 [9 pagi
hingga 9 malam, enam hari seminggu] adalah supaya
kami dapat bekerja sampai mati sebelum kami pensiun
sehingga dapat dengan sempurna mengurangi
masalah bagi sistem pensiun negara yang kekurangan
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RASIO YANG MENINGKAT

Di banyak negara, rasio usia tua terhadap usia kerja akan menjadi hampir dua kali lipat dalam 40 tahun ke depan

Lansia (65 tahun ke atas) per 100 Orang Usia Kerja (20-64 tahun)
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dana. Bukan begitu?” tulisnya. Para veteran militer
juga angkat bicara. Militer Tiongkok telah memulai
program untuk merampingkan personel serta
meningkatkan teknologi, dan banyak tentara yang
dibebastugaskan turun ke jalan selama beberapa tahun
terakhir untuk memprotes kurangnya pekerjaan,
perawatan kesehatan, dan tunjangan lainnya. Partai
Komunis Tiongkok (PK'T) menggunakan pendekatan
keras untuk menekan perbedaan pendapat. The
Associated Press melaporkan bahwa pada April 2019,
pengadilan Tiongkok menjatuhkan hukuman penjara
hingga enam tahun pada 47 orang atas peran mereka
dalam unjuk rasa 2018, yang melibatkan ratusan
mantan tentara.

AMBISI BERTEMU REALITAS

Dilihat dari kejauhan, infrastruktur dan kampanye
belanja militer RRT yang masif menunjukkan tampilan
kekuatan yang meningkat. RRT telah menegaskan
kembali dominasinya atas batas luar domestik dan
meningkatkan tekanan militer terhadap negara tetangga.
Misalnya, RRT terlibat dalam bentrokan perbatasan
dengan India, melakukan militerisasi beting di Laut
Cina Selatan, menindak tegas kebebasan bicara di Hong
Kong, dan menekan Taiwan selama pemilihan presiden.
Pada saat yang bersamaan, Tiongkok menginvestasikan
miliaran dolar dalam teknologi yang sedang berkembang
dan telah memulai skema infrastruktur senilai 14.447,6
triliun rupiah (1 triliun dolar A.S.) yang dikenal sebagai
One Belt, One Road (OBOR) untuk menghubungkan
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Tiongkok dengan seluruh dunia melalui proyek kereta
api, bandara, pelabuhan, dan jalan raya.

Kombinasi ini membuat demografer dan ilmuwan sosial
mempertanyakan bagaimana RRT dapat melanjutkan
pesta belanja tersebut ketika populasi dan pertumbuhan
ekonominya bakal menurun. Satu cendekiawan mengatakan
jawabannya sederhana: Tidak bisa.

“Prediksi kekuatan Tiongkok di masa depan pada
akhirnya didasarkan pada perkalian pertumbuhan
ekonomi per kapita yang cepat dengan populasi yang
sangat besar sejumlah 1,4 miliar,” kata Salvatore Babones,
adjunct scholar di Centre for Independent Studies di
Sydney, Australia, dan guru besar madya di University of
Sydney. “Sekarang pertumbuhan ekonomi telah terhenti”
dan populasi diperkirakan akan menurun, “prediksi
tersebut harus ditinjau kembali,” ungkap Babones kepada
FORUM. “Tiongkok tidak akan menjadi negara adidaya
global. Seperti Rusia sebelumnya, Tiongkok hanya akan
menjadi “negara berpendapatan menengah lain yang
terhenti di jalan menuju pertumbuhan,” ungkapnya.

Dalam artikel Juli 2020 untuk majalah Foreign Policy,
Babones melukiskan gambaran yang jelas tentang
perhitungan keuangan yang akan segera terjadi. Bahkan
sebelum pandemi virus korona melanda, pertumbuhan
ekonomi RRT telah melambat dari laju dua digit pada awal
tahun 2000-an menjadi 6,1% pada tahun 2019, demikian
menurut angka pemerintah. Kenyataannya mungkin lebih
buruk: Brookings Institution melaporkan bahwa RRT
secara historis melebih-lebihkan perkiraan pertumbuhan
PDB sekitar 1,7 poin persentase setiap tahunnya.



Pendapatan pajak negara ini tumbuh hanya 3,8%
pada tahun 2019 dibandingkan 6,2% pada tahun 2018
dan 7,4% pada tahun 2017, tulis Babones. Namun,
pengeluarannya tumbuh sebesar 8,1% pada tahun
2019. “Sepanjang tahun 2010-an, Tiongkok berbelanja
seperti tiada hari esok, yakin bahwa esok akan selalu
membawa pertumbuhan ekonomi yang memadai untuk
menutupi kelebihan hari ini, dengan sedikit sisa untuk
melicinkan roda korupsi,” ungkap Babones kepada
FORUM. “Sekarang penerimaan pajak sudah melemah
dan Tiongkok menghadapi kendala anggaran yang lebih
parah. Lihatlah proyek yang tertunda, kapal perang
yang dibatalkan, dan tuntutan agar mitra internasional
membayar lebih banyak biaya pembangunan infrastruktur
yang disponsori Tiongkok. Faktanya adalah bahwa
Tiongkok harus membeli teman-temannya, dan kini
Tiongkok tak lagi mampu melakukannya sehingga teman-
teman pun mulai meninggalkannya.”

KOMPLIKASI COVID-19

Pandemi COVID-19 membuat sejumlah proyek
infrastruktur khas RRT nyaris terhenti, termasuk Koridor
Ekonomi Tiongkok-Pakistan, Zona Ekonomi Khusus
Sihanoukville Kamboja, dan pembangkit listrik Payra di
Bangladesh selatan, demikian menurut analisis Agustus
2020 yang diterbitkan oleh The Financial Express, surat
kabar berbahasa Inggris di India.

“Bahkan sebelum COVID-19 mengacaukan rantai
pasokan dan memberlakukan larangan perjalanan pada
pekerja Tiongkok, banyak proyek [OBOR] Tiongkok
terutama di Afrika sedang di bawah pengawasan. Negara-
negara Afrika telah meminta dana talangan senilai 100
miliar dolar dan bantuan utang untuk membantu mereka
mengatasi dampak pandemi yang dahsyat,” tulis analis
urusan global Syed Ali.

Proyek infrastruktur pasti akan dilanjutkan seiring
dicabutnya pembatasan sosial. Namun, perekonomian
Tiongkok yang berkontraksi dan diperlambat oleh
perubahan demografi kemungkinan akan menyebabkan
Beijing “memprioritaskan mitigasi dampak keuangan
dari virus korona dan menyelesaikan perang dagang
dengan Amerika Serikat daripada meluncurkan proyek
infrastruktur baru di luar negeri.” Meski proyek OBOR
mungkin tidak akan dilemarieskan, “proyek tersebut
pastinya akan terganggu oleh keterlambatan,” tulis Ali.

WARISAN SATU ANAK
Meski angka kelahiran di Tiongkok mulai menurun
sebelum penerapan kebijakan satu anak yang terkenal di
negara itu, program pengendalian populasi pemerintah
jelas membendung pertumbuhan Tiongkok. Kebijakan
ini diperkenalkan pada tahun 1979 dan baru secara
resmi berakhir pada tahun 2015. Untuk menegakkan
kepatuhan, pemerintah provinsi mengharuskan
penggunaan kontrasepsi dan mengamanatkan aborsi
dan sterilisasi.

Dengan meningkatnya populasi yang menua dan

melambatnya pertumbuhan ekonomi Tiongkok, negara
tetangga Indo-Pasifik sedang menyaksikan apa yang
akan dilakukan PK'T untuk melanjutkan pencarian
status negara adidaya seraya demografi menentangnya.
“Kekukuhan dan ketidakmampuan rezim itu telah
memisahkan Tiongkok dari komunitas internasional
yang terhormat lebih dari apa pun yang dilakukan

oleh sekutu Barat,” tulis Ross Babbage, fellow senior
nonresiden di Center for Strategic and Budgetary
Assessments di Washington, D.C., dan CEO Strategic
Forum di Canberra, Australia. Dalam artikel Agustus
2020 untuk surat kabar The Australian, ia menambahkan
bahwa negara komunis itu “mendapati diri memiliki
sedikit teman internasional, tidak ada sekutu tepercaya,
dan sekelompok negara Indo-Pasifik yang siap bekerja
sama lebih erat untuk menggagalkan ambisinya.”

Kebutuhan untuk mewaspadai RRT yang
ekspansionis tidak akan mereda hanya karena
Tiongkok menua. Sciubba menunjukkan bahwa
populasi penduduk usia kerja utama — yang berusia
20 hingga 64 tahun — telah mencapai puncak di
Tiongkok, Jerman, Jepang, Rusia, Korea Selatan, dan
A.S. “Ini adalah beberapa negara utama dari perspektif
keamanan nasional, dan semuanya mengalami
perubahan demografi yang serupa. Jadi, kita perlu
berhati-hati untuk tidak berasumsi bahwa mereka
tiba-tiba tidak memiliki sasaran untuk menunjukkan
kekuatan atau mengamankan perbatasan hanya karena
mereka menua. Kami tidak melihat hal itu akan
menghilang sejauh ini.”

Vietnam adalah salah satu contohnya. Populasi
negara Asia Tenggara ini diperkirakan akan mencapai
puncak 107,2 juta pada tahun 2044, satu dekade lebih
awal dari perkiraan P.B.B. pada tahun 2019, demikian
menurut studi Juli 2020 yang diterbitkan di jurnal
medis The Lancet. Namun, sebagian akibat perambahan
Tiongkok di zona ekonomi eksklusifnya, eksplorasi
minyak Tiongkok di perairannya, dan militerisasi
pulau-pulau di Laut Cina Selatan, Vietnam terus
membelanjakan lebih banyak untuk pertahanan.

Pemerintah Vietham memproyeksikan bahwa
belanja pertahanannya akan meningkat dari 79,5 triliun
rupiah (5,5 miliar dolar A.S.) pada tahun 2020 menjadi
114,2 triliun rupiah (7,9 miliar dolar A.S.) pada tahun
2024, yang memungkinkannya untuk membeli pesawat
tempur dan multiperan, kendaraan lapis baja, kapal,
pesawat patroli maritim, dan peralatan pengawasan.

Seiring meningkatnya belanja pertahanan kawasan
ini, masa depan rezim yang berkuasa di RRT tetap
menjadi pertanyaan. PK'T “mungkin merawak
rambang, mungkin bereformasi atau mungkin gagal,”
tulis Babbage. Akan tetapi, kemungkinan keempatlah
yang membuat sekutu dan mitra Indo-Pasifik tetap
waspada. “Juga ada risiko bahwa kepemimpinan rezim
mungkin mendayagunakan petualangan internasional
untuk mengalihkan perhatian publik dan meningkatkan
keamanan rezim itu." O
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Kesenjangan Gender di Tiongkok Terkait
dengan Perdagangan Manusia dan Penyiksaan
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esenjangan gender yang sangat besar di negara

terbesar di dunia itu berkontribusi terhadap masalah

keamanan di seluruh Indo-Pasifik ketika laki-laki

yang sangat membutuhkan pengantin perempuan

mengambil tindakan ekstrem untuk melestarikan
nama keluarga mereka. Para ahli memproyeksikan bahwa
banyak laki-laki di Republik Rakyat Tiongkok (RRT) tidak
akan pernah menikah, sementara itu yang lainnya mungkin
akan berusaha keras untuk mencari istri.

Ketimpangan gender ini berperan dalam banyak
penyakit sosial dan kriminal, mulai dari perdagangan
manusia terhadap perempuan dan anak perempuan
hingga ketidaksetaraan gaji dan kejahatan seksual.
Dengan penduduk sekitar 1,4 miliar jiwa, RRT memiliki
jumlah penduduk laki-laki 34 juta lebih banyak daripada
perempuan. Konsekuensi dari pengendalian penduduk
yang didukung oleh negara, seperti kebijakan satu anak
RRT yang terkenal dari tahun 1979 hingga 2015 dan
preferensi budaya untuk mendapatkan keturunan laki-
laki, berkontribusi pada perdagangan perempuan dan
anak perempuan di dalam negeri dan di negara-negara
tetangga, demikian ungkap para ahli.

Lembaga nirlaba Human Rights Watch menyoroti
masalah ini dalam laporan pada Maret 2019 yang berfokus
pada perdagangan perempuan muda dari Myanmar ke
Tiongkok. Di negara bagian Kachin dan Shan yang terletak
di bagian utara Myanmar dan berbatasan dengan Tiongkok,
konflik berkepanjangan telah menyebabkan 100.000
orang mengungsi. Para pelaku perdagangan manusia
menggunakan suasana yang kacau ini untuk mengeksploitasi
perempuan dan anak perempuan yang rentan dengan
menawarkan pekerjaan dan transportasi ke Tiongkok.

“Kemudian para pelaku menjual mereka, dengan
harga sekitar 43,4 juta rupiah (3.000 dolar A.S.) hingga
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187,9 juta rupiah (13.000 dolar A.S.), kepada keluarga di
Tiongkok yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan
pengantin bagi putra mereka,” demikian yang dilaporkan
Human Rights Watch. “Setelah dibeli, perempuan dan
anak perempuan itu biasanya dikurung di kamar dan
diperkosa berulang kali, dengan tujuan agar mereka cepat
hamil sehingga bisa memberikan bayi bagi keluarga itu.”
Setelah melahirkan, beberapa korban berhasil melarikan
diri tetapi terpaksa meninggalkan anak-anak mereka,
demikian ungkap laporan itu.

Human Rights Watch mengungkapkan pola
perdagangan manusia serupa dari Kamboja, Korea Utara,
dan Vietnam ke Tiongkok. Pada tahun 2026, penduduk
Tiongkok akan terdiri dari tiga laki-laki berusia 15 hingga
29 tahun untuk setiap perempuan dalam kelompok usia itu,
demikian yang dilaporkan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Daerah yang Hancur Dilanda Perang Menjadi Target
Dalam laporannya, berjudul ““Give Us a Baby and We’ll
Let You Go (Beri Kami Bayi dan Kami Akan Membiarkan
Anda Pergi),” Human Rights Watch mengilustrasikan
perspektif putus asa yang dialami masyarakat di Myanmar.
Pertempuran di antara pasukan pemerintah Myanmar dan
Organisasi Kemerdekaan Kachin (Kachin Independence
Organization - KIO) dimulai sejak kemerdekaan negara
itu pada tahun 1948. Berakhirnya gencatan senjata selama
17 tahun pada tahun 2011 mengakibatkan meningkatnya
permusuhan yang menyebabkan mengungsinya 100.000
warga Kachin dan minoritas etnis lainnya.

Kekacauan itu membuat banyak warga berjuang
untuk bertahan hidup, dan keputusan Myanmar untuk
memblokir bantuan kemanusiaan ke daerah-daerah yang
dikuasai KIO menambah beban tersebut. Meskipun sulit
menghitung jumlah perempuan dan anak perempuan
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putri remajanya dan
teman putrinya, yang
diyakini telah dijual
sebagai pengantin
anak. Dia menjelajahi
perbatasan Vietham
yang bermedan keras
di dekat Tiongkok
selama berminggu-
minggu setelah
mereka berdua
menghilang.
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yang diperdagangkan ke Tiongkok, Komisi Hak

Asasi Manusia Myanmar mengatakan data imigrasi
menunjukkan bahwa 226 perempuan diperdagangkan ke
Tiongkok pada tahun 2017. Departemen Kesejahteraan
Sosial Myanmar mengatakan pihaknya membantu

100 hingga 200 korban perdagangan perempuan yang
dipulangkan dari Tiongkok setiap tahun.

Human Rights Watch melaporkan bahwa angka-angka
ini hanya mewakili sebagian kecil dari jumlah keseluruhan
karena banyak kasus tidak pernah dilaporkan, perempuan
dan anak perempuan yang diperdagangkan mungkin
tidak akan pernah ditemukan, dan banyak korban yang
melarikan diri merahasiakan pengalaman mereka.

Titik Rawan Regional

Myanmar bukanlah satu-satunya negara tempat
perempuan berada dalam kondisi rentan. Kamboja,

Korea Utara, Pakistan, dan Vietnam juga melaporkan
adanya perempuan dan anak perempuan yang menghilang
ke Tiongkok. Sebuah laporan yang dibuat oleh The
Associated Press pada Desember 2019 mengungkapkan
bahwa Pakistan mencatat 629 anak perempuan dijual
sebagai istri kepada laki-laki Tiongkok sejak tahun 2018.

Di Kamboja, Kementerian Dalam Negeri melaporkan
pada Mei 2020 bahwa 111 perempuan Kamboja telah
kembali dari Tiongkok pada tahun 2019 setelah dijual
sebagai pengantin. Para perempuan itu sering kali dibujuk
ke sana dengan alasan palsu. Mereka dijanjikan pekerjaan
dengan gaji tinggi tetapi sering kali dinikahi dengan
paksa, demikian menurut Human Rights Watch.

Daerah rentan lainnya adalah perbatasan pegunungan
yang panjang di antara Vietnam dan Tiongkok. Medan
itu memudahkan para pelaku perdagangan manusia
untuk menculik anak perempuan Vietnam dari desa-
desa dan memindahkan mereka melintasi perbatasan,
demikian menurut laporan Channel NewsAsia (CNA)
pada Agustus 2019. “Ada banyak uang yang terlibat

Lau Thi My, yang tinggal di daerah pegunungan di Vietham dan
berbatasan dengan Tiongkok, ditipu oleh pelaku perdagangan
manusia yang menjanjikan pekerjaan kepadanya.
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dalam perdagangan manusia. Orang-orang yang menjual
anak perempuan dapat memperoleh puluhan ribu dolar
dari penjualan manusia,” ungkap Michael Brosowski,
pendiri Blue Dragon Children’s Foundation yang
berbasis di Hanoi, kepada CNA.

Lebih dari 3.000 warga Vietnam — kebanyakan
perempuan dan anak perempuan — diperdagangkan
di antara tahun 2012 dan 2017, demikian menurut
Kementerian Keamanan Publik Vietnam. CNA
melaporkan bahwa jumlah kasus yang tidak dilaporkan
diyakini jauh lebih tinggi.

Seorang remaja dari daerah Bac Ha, Vietnam,
mengatakan kepada kantor berita itu bahwa dia telah
ditipu dan dijual ke komplotan perdagangan manusia di
Tiongkok. Dia mengatakan bahwa dia tidak menyadari
apa yang sedang terjadi “sampai saya tiba di suatu distrik
dan melihat aksara Mandarin. Saat itulah saya menyadari
bahwa saya diperdagangkan. Saya ketakutan.”

Akan tetapi pola suram ini — sebagian didorong oleh
stigma yang melekat pada status tidak memiliki istri di
Tiongkok — tidak ditakdirkan untuk terus berlanjut
selama beberapa dekade. Sikap warga Tiongkok terhadap
ukuran keluarga telah berubah, jadi realistis untuk
memproyeksikan bahwa sikap terhadap pernikahan
mungkin juga berubah, demikian ungkap Dr. Jennifer
Sciubba, profesor Stanley J. Buckman di bidang studi
internasional di Rhodes College di Memphis, Tennessee,
kepada FORUM.

“Beberapa peneliti, menurut saya, telah menunjukkan
kita memiliki pandangan budaya yang terlalu statis dalam
mengasumsikan bahwa tekanan sosial bagi laki-laki untuk
menemukan istri ketika ada kekurangan jumlah perempuan
akan meluap menjadi semacam ketidakstabilan rumah
tangga, tetapi norma masyarakat berubah,” ungkap Sciubba.
“Tidak kalah masuk akal bahwa makna pernikahan di
Tiongkok akan berubah ketika norma tentang ukuran
keluarga berubah. Dan kami melihat preferensi itu turun
drastis hanya dalam hitungan dekade.”

Anak Perempuan Menghilang
Pemilihan jenis kelamin dapat diukur dengan
menggunakan rasio jenis kelamin pada saat lahir selama
periode tertentu. Rasio jenis kelamin normal secara
biologis saat lahir dapat berkisar dari 102 hingga 106
laki-laki per 100 perempuan, demikian menurut laporan
P.B.B., tetapi rasio setinggi 130 anak laki-laki per 100 anak
perempuan telah diamati di beberapa kawasan di dunia.

Preferensi budaya untuk keturunan laki-laki telah
menyebabkan pergeseran jangka panjang yang dramatis
khususnya dalam proporsi perempuan dan laki-laki di
RRT. Laporan itu mengatakan bahwa di banyak negara,
ketidakseimbangan ini mengakibatkan “himpitan
pernikahan” sehingga berkontribusi pada perdagangan
manusia dan pernikahan anak.

Sciubba mengatakan bahwa himpitan pernikahan
ini adalah gejala dari struktur masyarakat lebih besar
yang merendahkan nilai perempuan. “Dalam kasus



ini, perempuan jelas kurang dihargai dibandingkan
dengan laki-laki sehingga banyak keluarga bersedia
menggugurkan janin perempuan dan lebih suka
mendapatkan anak laki-laki,” ungkapnya.

Pandemi Memperparah Kesenjangan
Perdagangan manusia bukanlah satu-satunya dampak
yang terkait dengan kesenjangan gender di Tiongkok dan
kawasan ini. Kondisi genting yang dialami perempuan
dalam dunia kerja diperburuk oleh ketidakseimbangan yang
umum terjadi dan diperparah oleh pandemi virus korona.
Dengan kekurangan yang sudah dialaminya, wabah
COVID-19 dan perintah untuk tinggal di rumah di
banyak negara telah merugikan perempuan secara tidak
proporsional, demikian yang dilaporkan Bloomberg.
Banyak pekerja migran yang terpaksa mengungsi dari
kota ke kampung halaman di pedesaan adalah perempuan,
yang banyak berkecimpung dalam sektor jasa yang rentan.
“Penutupan akses menyeluruh dan norma pembatasan
jarak sosial besar kemungkinan akan berdampak
sangat besar pada perempuan,” ungkap Sanjay Mathur,
ekonom di Australia and New Zealand Banking Group,
demikian yang dilaporkan Bloomberg. “Hal yang patut
dikhawatirkan adalah dampak ekonominya akan dirasakan
di seluruh indikator ketenagakerjaan dan kesejahteraan
selama beberapa tahun mendatang.”

Akuntabilitas dan Pencegahan

"Terkait salah satu kejahatan paling keji terhadap
perempuan — perdagangan manusia — Departemen Luar
Negeri A.S. selama 20 tahun telah menerbitkan laporan
Perdagangan Manusia (ITrafficking in Persons - TIP)
untuk memberikan penilaian global tentang masalah
tersebut dan meminta pertanggungjawaban negara. Dalam
surat yang memperkenalkan laporan TIP 2020, Menteri
Luar Negeri A.S. saat itu Mike Pompeo menyatakan
bahwa para pelaku perdagangan manusia membuat
hampir 25 juta orang tidak mampu memperoleh “hak
dasar atas kebebasan, memaksa mereka untuk hidup dalam
kondisi perbudakan, dan bekerja keras guna memberikan
keuntungan bagi pengeksploitasi mereka.”

Pompeo mengatakan laporan TIP itu mempersenjatai
pemerintah dengan data untuk mengadili para pelaku
perdagangan manusia, membantu korban trauma, dan
mencegah kejahatan. Sehubungan dengan RRT, banyak
pekerjaan yang harus dilakukan, demikian ungkap
laporan itu.

Undang-Undang Perlindungan Korban Perdagangan
Manusia, yang memprakarsai dibentuknya kantor TTP
dan mengamanatkan diterbitkannya laporan tahunan
itu, menempatkan berbagai negara pada tiga tingkatan
berdasarkan upaya mereka untuk mencegah perdagangan
manusia. Dalam laporan tahun 2020, Myanmar, Korea
Utara, Papua Nugini, dan RRT dicantumkan dalam
Tingkat 3, peringkat terendah. Peringkat itu menempatkan
mereka dalam tataran yang setara dengan negara-negara
yang dilanda perang seperti Afganistan dan Suriah.

Warga negara Tiongkok yang diborgol menyembunyikan wajah
mereka ketika tiba di pengadilan Pakistan pada Mei 2019 untuk
menghadapi dakwaan bahwa mereka memaksa gadis-gadis dari
Pakistan untuk menjadi pelacur di Tiongkok.

Negara-negara di tingkat terbawah dilarang menerima
bantuan nonkemanusiaan dan bantuan asing dari
Amerika Serikat yang tidak terkait perdagangan karena
tidak memenuhi standar minimum untuk memberantas
perdagangan manusia.

Meskipun para pejabat Tiongkok mengambil langkah-
langkah untuk menuntut para pelaku perdagangan
manusia, dalam laporan itu RRT dikritik karena tidak
menghentikan pola kerja paksa yang meluas dan
penahanan massal terhadap 1 juta warga Uighur, Kazakh,
dan Muslim lainnya yang tinggal di wilayah Xinjiang.

India tetap berada dalam Tingkat 2, yang berarti
pemerintah negara itu belum memenuhi standar
minimum untuk memberantas perdagangan manusia
tetapi sedang membuat langkah-langkah untuk
meningkatkannya. Laporan itu memuji penuntutan yang
menarik perhatian banyak pihak di India terhadap pelaku
perdagangan manusia di tempat penampungan yang
didanai pemerintah di Bihar. Kasus itu menghasilkan
penjatuhan hukuman terhadap 19 orang, termasuk tiga
orang pejabat negara. Seorang mantan legislator yang
berpengaruh adalah satu dari 12 orang yang menerima
hukuman penjara seumur hidup.

Terkait kisah sukses di Indo-Pasifik, Australia, Selandia
Baru, Filipina, Singapura, Korea Selatan, Taiwan, dan A.S.
dicantumkan dalam Tingkat 1, yang berarti memenuhi
standar minimum berdasarkan undang-undang itu untuk
memberantas perdagangan manusia.

Para pejabat A.S. yang memerangi komplotan kriminal
ini tetap berkomitmen dalam membantu mitra di
Indo-Pasifik dan di seluruh dunia untuk menghentikan
kekejaman itu. “Saat mereka yang rentan menjadi lebih
rentan, kami tetap bertekad dalam mengupayakan
kebebasan bagi setiap korban perdagangan manusia dan
akuntabilitas bagi setiap pelaku perdagangan manusia,”
tulis John Cotton Richmond, duta besar keliling untuk
tugas khusus A.S., dalam laporan TTP 2020. O
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Aturan Otoriter Ekstrateritorial Beijing

DR. OSCAR ALMEN/BADAN PENELITIAN PERTAHANAN SWEDIA

ekhawatiran tentang berkembangnya pengaruh
internasional Tiongkok semakin mendalam
dalam beberapa tahun terakhir. Sebagian dari
kekhawatiran ini melibatkan kemampuan
Tiongkok untuk memobilisasi diaspora
Tiongkok di luar Republik Rakyat Tiongkok
(RRT). Partai Komunis Tiongkok (PKT)
berusaha untuk memperluas aturan otoriternya
ke diaspora Tiongkok di luar negeri sebagai cara
untuk mendapatkan dukungan atas kebijakannya dan
mengurangi pengaruh lawan-lawannya. Aspek krusial
adalah pertanyaan tentang siapa yang dianggap oleh
negara berpartai tunggal Tiongkok sebagai warga
Tiongkok dan dengan demikian merupakan target
yang sah untuk operasi pengaruhnya. Anggota diaspora
yang dianggap partai dapat diandalkan kadang-kadang
digunakan untuk memengaruhi politik di negara
tempat tinggal mereka demi mendukung kepentingan
PKT. Sebaliknya, musuh PKT berisiko mendapatkan
ancaman atau dalam kasus terburuk diculik. Kegiatan
ekstrateritorial Tiongkok memiliki berbagai konsekuensi
keamanan termasuk pengaruh negara Tiongkok dalam
politik domestik negara asing, ancaman keamanan
terhadap warga negara asing keturunan Tiongkok, dan
pelemahan prinsip kewarganegaraan dalam hukum
internasional.

Diaspora Tiongkok beragam dan mencakup warga
negara RRT di luar negeri serta warga negara asing
keturunan Tiongkok. PKT menganggap diaspora sebagai
hal penting bagi perkembangan Tiongkok dan apa
yang disebut peremajaan besar bangsa Tiongkok yang
diluncurkan di bawah kepemimpinan Sekretaris Jenderal
Xi Jinping. Ambisi Xi adalah agar Tiongkok mengambil
posisi utama dalam kancah politik global.

Upaya PKT untuk memobilisasi warga Tiongkok
perantauan dalam mendukung kebijakannya serta untuk
menekan dan mengancam mereka yang menentangnya
telah memicu kecaman publik dari pemerintah asing. Tentu
saja tidak semua anggota diaspora Tiongkok mengapresiasi
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Penjual buku Hong Kong Lam Wing-kee, yang mengatakan dia

ditahan selama berbulan-bulan oleh otoritas Tiongkok, berdiri di

depan tokonya pada Juni 2016. Plakat di belakangnya bertuliskan
“lepaskan” dalam bahasa Mandarin dan berisi nama serta foto

penerbit lain yang ditahan, termasuk warga Swedia Gui Minhai, Kiri.
THE ASSOCIATED PRESS

upaya Beijing untuk menyertakan mereka dalam proyek
peremajaan yang dipimpin oleh PK'T.

Upaya PK'T untuk memengaruhi dan mengontrol
diaspora Tiongkok di luar negeri merupakan kegiatan
ekstrateritorial yang dalam beberapa kasus melanggar
hukum internasional. Contohnya termasuk penculikan
warga negara Swedia Gui Minhai di Thailand dan kolega
Gui, warga negara Inggris Lee Bo, di Hong Kong, serta
ancaman terhadap warga etnis Uighur dan Tibet yang
mengasingkan diri di luar negeri. Untuk memahami ambisi
kebijakan luar negeri dan kegiatan ekstrateritorial Tiongkok,
penting untuk menyelidiki pandangan yang mendasari
kepemimpinan PKT tentang diaspora Tiongkok.
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PANDANGAN PKT TENTANG

KEWARGANEGARAAN TIONGKOK

Tiongkok tidak mengakui kewarganegaraan ganda.

Oleh karena itu, warga Tiongkok yang memperoleh
kewarganegaraan asing tidak lagi dianggap sebagai warga
negara Tiongkok oleh RRT. Akan tetapi, kepemimpinan
Tiongkok menggunakan referensi etnis dan ras ketika
berbicara tentang warga Tiongkok dan terus menekankan
pentingnya garis darah dan keturunan. Menurut
pandangan ini, semua warga negara asing keturunan
Tiongkok, terlepas dari berapa generasi yang lalu
keluarga mereka meninggalkan Tiongkok, berpotensi
dapat dimasukkan dalam gagasan PK'T tentang bangsa
Tiongkok. Di Konferensi Persahabatan Perhimpunan
Warga Tiongkok Perantauan ketujuh pada tahun 2014, Xi
Jinping mengatakan, “Ada puluhan juta warga Tiongkok
perantauan di dunia, dan setiap orang adalah anggota
keluarga besar Tiongkok. Sudah sejak lama berbagai
generasi warga Tiongkok perantauan telah menjunjung
tinggi tradisi agung bangsa Tiongkok dan tidak melupakan
ibu pertiwi, kampung halaman leluhur mereka, atau darah
bangsa Tiongkok yang mengalir dalam tubuh mereka.”

Gladys Liu, anggota parlemen kelahiran Tiongkok pertama yang
terpilih menjadi anggota Parlemen Australia, berpidato di depan
Dewan Perwakilan Rakyat di Canberra, Australia, pada Juli 2019.
Dia dikritik atas hubungannya dengan jaringan pengaruh luar
negeri Tiongkok. THe ASSOCIATED PRESS

Perspektif ini mengaburkan perbedaan di antara warga
negara Tiongkok di luar negeri (huagiao) dan warga negara
asing keturunan Tiongkok (huaren) yang ditentukan
berdasarkan hukum RRT. PK'T mengharapkan warga
Tiongkok perantauan bersikap patriotik dan setia pada apa
yang dianggapnya sebagai tanah air leluhur mereka.

PKT, seperti rezim otoriter lainnya, memberikan
sedikit ruang bagi pihak yang menentang kebijakan partai,
yang berarti memberangus pandangan di seluruh spektrum
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masalah yang bertentangan dengan garis kebijakan resmi
PKT. Intoleransi ini juga meluas terhadap perbedaan
pendapat dari diaspora Tiongkok di seluruh dunia, yang
sebagian besar mungkin tidak mendukung PK'T. Dari
perspektif Beijing, dukungan bagi Tiongkok sama halnya
dengan dukungan bagi PK'T dan sebaliknya. Meskipun
kombinasi nasionalisme etnis dan sistem otoriter tidak
hanya terjadi di Tiongkok, namun pengaruh globalnya,
ukuran diaspora Tiongkok global, dan tingkat organisasi
struktur propaganda PK'T terhadap warga Tiongkok
perantauan menjadikan kasus Tiongkok bersifat unik.

HUBUNGAN DIASPORA DI BAWAH XI

Di bawah pemerintahan Xi, Tiongkok telah bergerak
menuju kebijakan luar negeri yang lebih agresif. Diaspora
Tiongkok telah dinyatakan sebagai bagian penting dari
proses peremajaan bangsa Tiongkok. United Front
Work Department (UFWD) yang memimpin pekerjaan
dalam menangani warga Tiongkok perantauan telah
meningkatkan upayanya untuk memobilisasi diaspora
Tiongkok, terlepas dari kewarganegaraan mereka, guna
mencapai tujuan PKT.

Anggota diaspora yang dianggap dapat diandalkan
oleh PKT terkadang digunakan untuk memengaruhi
politik negara tempat tinggal mereka ke arah kepentingan
nasional Tiongkok. Aktor Tiongkok dengan tingkat
keterlibatan yang berbeda-beda dengan PKT telah
aktif memengaruhi politik di negara demokrasi Barat
seperti Australia. Di Malaysia, tempat diaspora Tiongkok
merupakan bagian penting dari penduduknya, duta besar
Tiongkok telah beberapa kali dikritik karena mencampuri
urusan internal Malaysia melalui pernyataan mereka yang
mendukung komunitas warga Tiongkok. Dalam pemilihan
umum pada tahun 2018, duta besar Tiongkok secara
terbuka mendukung pencalonan presiden Perhimpunan
Warga Tiongkok Malaysia.

Sebaliknya, diaspora Tiongkok yang dianggap PK'T
sebagai musuh berisiko mengalami ancaman. Kasus warga
negara Swedia Gui Minhai merupakan contoh bentuk
tindakan ekstrateritorial oleh negara Tiongkok yang jelas-
jelas melanggar hukum internasional. Gui, yang memiliki
sebuah perusahaan di Hong Kong yang menerbitkan buku-
buku yang mengkritik para pemimpin politik Tiongkok,
diculik di Thailand pada tahun 2015 dan muncul tiga bulan
kemudian dalam pengakuan paksa di televisi pemerintah
Tiongkok. Pada Februari 2020, pengadilan Tiongkok
menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara terhadap
Gui karena “memberikan informasi intelijen secara
ilegal” kepada pemerintah asing. Sebelum penjatuhan
hukuman, pihak berwenang Tiongkok mengklaim bahwa
kewarganegaraan Tiongkoknya telah dipulihkan. Menurut
hukum Tiongkok, dia bukan lagi warga negara Swedia.
Begitu pula sejak tahun 2016, Tiongkok telah berhasil
meminta ekstradisi warga Taiwan yang diduga melakukan
penipuan di berbagai negara seperti Kenya, Kamboja, dan
Spanyol. Ekstradisi itu merupakan perubahan dari praktik
sebelumnya yang memungkinkan warga Taiwan yang



Seorang pengunjuk rasa berdemonstrasi menentang usulan
undang-undang ekstradisi Hong Kong di Taipei, Taiwan, pada Juni
2019. THE ASSOCIATED PRESS

dinyatakan bersalah atas kejahatan di luar negeri untuk
diekstradisi ke Taiwan. Praktik ini telah memicu kecaman
keras dari pemerintah Taiwan, yang melihat ekstradisi itu
sebagai penculikan di luar proses hukum.

KONSEKUENSI KEAMANAN

Kegiatan ekstrateritorial yang diarahkan pada diaspora
Tiongkok mungkin memiliki berbagai konsekuensi
keamanan. Pertama, PK'T' dapat memengaruhi politik
dalam negeri dan pembuat kebijakan di negara lain
dengan memengaruhi diaspora Tiongkok di luar negeri.
Beberapa warga Tiongkok perantauan sendiri adalah
pembuat kebijakan, sementara yang lain telah mendapatkan
pengaruh atas pembuat kebijakan penting. Apabila
kepentingan PK'T bertentangan dengan kepentingan
nasional negara tuan rumah, pembuat kebijakan tersebut
dapat merongrong keamanan nasional negara itu.

Kedua, karena PK'T khususnya menargetkan diaspora
Tiongkok untuk operasi pengaruhnya, berbagai negara
tidak dapat menjamin bahwa warga keturunan Tiongkok
aman dari sasaran tindakan koersif yang dilakukan oleh
PKT seperti pengawasan dan ancaman. Orang-orang ini
tidak dapat memercayai bahwa kewarganegaraan mereka
akan memberi mereka perlindungan yang sama seperti
yang dinikmati oleh warga negara lain dari negara yang
sama. PK'T telah menunjukkan bahwa pihaknya memiliki
kemampuan dan kemauan untuk menghukum warga

asing keturunan Tiongkok jauh melampaui perbatasan
teritorialnya.

Ketiga, warga keturunan Tiongkok dapat menjadi
mangsa sentimen anti- Iiongkok dalam masyarakat.
Kebijakan PKT untuk memengaruhi warga Tiongkok
perantauan berisiko memperburuk kecurigaan terhadap

mereka di negara tuan rumah, terlepas dari apakah mereka

mendukung PKT atau tidak. Sentimen dan rasisme
anti- Tiongkok merupakan ancaman keamanan terhadap
anggota diaspora Tiongkok dan memiliki konsekuensi
sosial yang negatif. Sejarah terkini, terutama di Asia
"Tenggara, menunjukkan bahwa kekerasan semacam ini
bisa berubah menjadi kejadian yang mengakibatkan
jatuhnya korban jiwa.

Keempat, tindakan ekstrateritorial oleh pemerintah
Tiongkok yang melanggar hukum internasional
mempertanyakan komitmennya terhadap aturan
dan norma internasional. Ketika garis keturunan
dan etnis diizinkan untuk mengesampingkan prinsip
kewarganegaraan sipil berdasarkan kewarganegaraan
resmi, aktivitas ekstrateritorial Tiongkok mengancam
merongrong hukum internasional.

Kelima, penculikan warga negara Inggris dan penjual
buku Lee Bo oleh aparat kepolisian Tiongkok di Hong
Kong pada Desember 2015 dan ekstradisi warga Taiwan
dari negara ketiga menunjukkan kurangnya rasa hormat
Beijing atas independensi peradilan di Hong Kong dan
"Taiwan. Kegiatan semacam itu merupakan perwujudan
dari tujuan PK'T untuk meningkatkan kontrolnya atas
kedua wilayah ini.

PENANGGULANGAN

Penting bagi masyarakat internasional untuk menolak
menerima narasi PK'T bahwa partai itu merupakan
perwakilan dari semua warga Tiongkok. Sebaliknya,
berbagai negara harus menjelaskan bahwa upaya PK'T
untuk menggunakan dan menekan diaspora Tiongkok
menyebabkan meningkatnya ketidakpercayaan terhadap
Beijing.

Pemeriksaan dan pemetaan yang cermat terhadap
hubungan PKT dengan diaspora Tiongkok, termasuk
aktivitas UFWD di luar negeri, merupakan tindakan
penting. Ketika pemetaan seperti itu dilakukan, perhatian
khusus harus diberikan untuk menghindari kecurigaan
yang semakin parah terhadap mayoritas diaspora
Tiongkok, yang tidak bekerja untuk PKT.

Berbagai negara yang terkena dampak kegiatan
ekstrateritorial Tiongkok, seperti Swedia, sebaiknya
membagikan pengalaman dan mengoordinasikan
tindakan dengan negara lain. Untuk menangani
kegiatan ekstrateritorial Tiongkok, Uni Eropa harus
mengoordinasikan kebijakannya di antara negara-negara
anggota. O

Artikel ini disusun berdasarkan laporan penelitian terbaru penulis yang diterbitkan oleh
Badan Penelitian Pertahanan (FOI) Swedia, tersedia di
https://www.foi.se/rapportsammanfattning?reportNo=FOI-R-4933-SE.
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Enerdgi terbarukan
menawarkan
kesempatan

bagi kawasan ini
untuk menjadi
pemimpin
ketahanan enerdgi

STAF FORUM

etika pertumbuhan penduduk dan ekonomi
yang pesat terus berlanjut di Indo-Pasifik,
permintaan energi melonjak lebih cepat
daripada di mana pun di planet ini. Dengan
permintaan yang diperkirakan akan tumbuh lebih dari
60% paling lambat pada tahun 2040, ketahanan energi
akan menjadi tantangan utama dalam beberapa dekade
mendatang, demikian menurut proyeksi Badan Energi
Internasional (International Energy Agency - IEA).

Untuk memenuhi permintaan energi yang terus
meningkat di kawasan ini, negara-negara Indo-Pasifik
sedang mengubah sistem energi mereka. Mereka
berusaha untuk mencapai ketahanan energi dan
melindungi perekonomian dari fluktuasi harga dan
ketidakstabilan pasar serta mengurangi ketergantungan
pada energi impor, demikian yang dilaporkan Komisi
Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa
untuk Asia dan Pasifik (UNESCAP). Selain itu,
negara-negara Indo-Pasifik sedang berjuang untuk
menyediakan akses energi kepada lebih dari 420 juta
orang yang mengalami kekurangan energi dan 2,1
miliar orang lainnya yang bergantung pada biomassa
tradisional untuk memasak dan memanaskan, demikian
ungkap laporan pada tahun 2017 itu.

Peralihan ke sumber daya energi rendah karbon
dan diversifikasi bauran energi akan meningkatkan
ketahanan energi, mengurangi dampak lingkungan,
terutama polusi udara, dan memastikan akses
ke energi yang terjangkau, dapat diandalkan,
berkelanjutan, dan modern bagi semua orang,
demikian ungkap laporan UNESCAP. “Mengatasi
berbagai tantangan terkait energi ini memerlukan
transisi dalam cara energi dihasilkan, ditransmisikan,
dan dikonsumsi,” ungkap laporan itu. “Meskipun
sektor energi di banyak negara diubah secara
perlahan-lahan, laju perubahan itu perlu dipercepat.”

Mengingat waktu kemunculan kuat kawasan ini
di panggung dunia, Indo-Pasifik siap menjadi model
global untuk beralih ke sumber daya terbarukan,

solusi yang diperjuangkan secara luas untuk
mengakhiri ketergantungan pada bahan bakar fosil
dan memastikan sumber daya energi yang memadai
untuk semua penduduk. “Pertumbuhan berkelanjutan
dalam permintaan energi di sektor tenaga listrik,
pemanas dan pendingin, dan transportasi membuka
peluang energi terbarukan multiaspek di kawasan
ini,” demikian menurut “Laporan Status Energi
"Terbarukan Asia dan Pasifik” 2019, yang diterbitkan
oleh REN21, sebuah jaringan kebijakan internasional
yang didedikasikan untuk membangun masa depan
energi berkelanjutan dengan energi terbarukan, dan
didanai oleh Bank Pembangunan Asia (ADB).
‘Transisi ke energi terbarukan membawa berbagai
keuntungan yang di antaranya adalah dapat
mendiversifikasi pasokan energi, meningkatkan akses
energi, mengurangi polusi udara, dan mengentaskan
kemiskinan, demikian pendapat para pendukungnya.
“Sumber daya energi terbarukan dapat memainkan
peran penting dalam mencapai akses universal ke
energi modern,” ungkap laporan itu. Misalnya,
“teknologi tenaga surya, angin, dan air skala kecil,
serta pembangkit listrik pembakaran internal
yang menggunakan biomassa atau biogas, dapat

Panel surya menghadap ke langit di Funafuti, Tuvalu. Negara ini
berupaya membangkitkan 100% tenaga listriknya dari energi
terbarukan paling lambat pada tahun 2025. cerry ivaces

menyediakan sumber listrik yang dapat diandalkan di
berbagai lokasi terpencil.” Para ahli memperkirakan
bahwa lebih dari 750 juta orang di Indo-Pasifik yang
lebih luas masih mengalami kekurangan akses listrik.
“Peningkatan investasi saat ini dalam energi
terbarukan, efisiensi energi, dan jaringan cerdas
(smart grid) dapat menciptakan lebih banyak lapangan
pekerjaan berkualitas tinggi dan jangka panjang, serta
mengurangi polusi udara dan emisi gas rumah kaca,”
ungkap Presiden ADB Masatsugu Asakawa selama
KTT Transisi Energi Bersih IEA pada Juli 2020.
“Perekonomian akan menjadi lebih tahan terhadap
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guncangan di masa depan — karena energi terbarukan
dengan penyimpanan energi tidak bergantung pada
pasokan bahan bakar, dan sistem jaringan cerdas dapat
diaktifkan kembali dengan cepat setelah terjadinya
suatu peristiwa. Energi terbarukan juga dapat
membantu memperkuat fasilitas kesehatan, terutama di
daerah pedesaan — misalnya, rantai pasokan kegiatan
produksi, penyimpanan, dan distribusi berpendingin
berbasis tenaga surya akan sangat penting untuk
menyediakan vaksin,” ungkap Asakawa.

TREN DAN TARGET

Indo-Pasifik telah melampaui Eropa dan Amerika
Serikat dalam beralih ke energi terbarukan,
menyumbang lebih dari 54% pertumbuhan baru dalam
energi terbarukan di seluruh dunia pada tahun 2019,
demikian menurut laporan Badan Energi Terbarukan
Internasional (International Renewable Energy Agency
- IRENA) pada Maret 2020. Para ahli menjelaskan

Tiongkok memimpin kawasan ini dalam investasi
energi terbarukan pada tahun 2019, menyumbang
hampir sepertiga dari total global, dan Australia, India,
dan Jepang juga berada dalam 10 besar pada tahun
itu, demikian menurut data Bloomberg New Energy
Finance. Banyak negara yang terdepan dalam investasi
energi terbarukan juga memiliki beberapa proyek
terbesar dan paling inovatif di kawasan ini.

Australia, misalnya, pada Mei 2020 mengumumbkan
dana sebesar 2,76 triliun rupiah (191 juta dolar A.S.)
untuk memulai proyek hidrogen guna memenuhi
sasaran negara itu untuk membangun industri hidrogen
skala besar paling lambat pada tahun 2030, demikian
yang dilaporkan Reuters. “Dan yang lebih penting lagi,
jika kita bisa memproduksi hidrogen dengan biaya di
bawah 2 dolar Australia [1,47 dolar A.S.] per kilogram,
ini akan dapat memainkan peran dalam bauran energi
domestik kita untuk menurunkan harga energi dan
terus menyalakan penerangan,” ungkap Angus Taylor,

Indo-Pasifik telah melampaui Eropa dan Amerika Serikat
dalam beralih ke energi terbarukan, menyumbang lebih dari
24% pertumbuhan baru dalam energi terbarukan di seluruh

dunia pada tahun 2019. demikian menurut laporan Badan
Energi Terbarukan Internasional (International Renewable

Energy Agency - IRENA) pada Maret 2020.

bahwa kawasan ini telah mengembangkan kapasitas
energi terbarukan yang cukup besar dalam berbagai
teknologi, termasuk fotovoltaik surya (PV), tenaga
angin, tenaga air, bioenergi, dan panas bumi. Tiongkok,
India, Jepang, Korea Selatan, dan Vietnam, misalnya,
memiliki kapasitas surya baru tertinggi pada tahun
2019, sementara itu Tiongkok dan A.S. memimpin di
bidang tenaga angin baru, demikian ungkap laporan
IRENA. Pada tahun yang sama, kawasan yang meliputi
Australia, Selandia Baru, dan negara-negara kepulauan
Pasifik mengalami tingkat pertumbuhan tercepat
dalam energi terbarukan sebesar 18,4%, meskipun
pangsa subkawasan itu relatif kecil dibandingkan
dengan kapasitas global, demikian ungkap laporan itu.
Indo-Pasifik menyumbang lebih dari 52% investasi
baru dalam sektor energi terbarukan di seluruh dunia
pada tahun 2018, demikian menurut laporan REN21.
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menteri energi dan pengurangan emisi Australia.
Reuters melaporkan bahwa per tahun 2018, biaya rata-
rata untuk memproduksi hidrogen mencapai 6 dolar
Australia (4,42 dolar A.S.) per kilogram. Infinite Blue
Energy sedang mengembangkan pabrik besar senilai
3,18 triliun rupiah (220 juta dolar A.S.), 320 kilometer
di utara kantor pusat perusahaan di Perth, Australia,
untuk memproduksi 25 ton hidrogen hijau sehari, yang
ditenagai oleh energi angin dan surya, dengan produksi
pertama ditargetkan pada akhir tahun 2022.

India mengumumkan rencananya pada akhir
tahun 2019 untuk membangun proyek tenaga surya
senilai 86,7 triliun rupiah (6 miliar dolar A.S.) di
distrik Leh dan Kargil di Jammu dan Kashmir.
Wilayah Himalaya itu memiliki potensi tenaga surya
yang sangat besar. Kementerian Energi Baru dan
"Terbarukan merencanakan “proyek pembangkit



Pangsa Energi Terbarukan dalam Total Konsumsi Energi Final
di Negara Asia dan Indo-Pasifik Tertentu, 2018
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listrik tenaga surya dengan kapasitas kumulatif
sekitar 14 MW [megawatt] dengan kapasitas
penyimpanan baterai 42 MWh [megawatt-jam]
di Leh dan Kargil,” ungkap Raj Kumar Singh,
menteri negara India di bidang tenaga listrik,
energi baru dan terbarukan, saat mengumumkan
proyek itu. Sementara itu, Adani Group India, yang
berkantor pusat di Ahmedabad, bertujuan untuk
menjadi perusahaan pembangkit listrik tenaga surya
terbesar di dunia paling lambat pada tahun 2025
dan perusahaan energi terbarukan terbesar di dunia
paling lambat pada tahun 2030, demikian menurut
laporan industri pada Juli 2020. India telah membuat
kemajuan pesat dalam menciptakan kota pertama
yang 100% ditenagai oleh energi terbarukan. Diu,
di ujung timur pulau Diu di negara bagian Gujarat,
menjadi kota pertama di India yang menggunakan
100% energi terbarukan selama siang hari pada
tahun 2016, sebagai peserta prakarsa Kota Cerdas
Perdana Menteri Narendra Modi. Kota seluas
42 kilometer persegi dan berpenduduk lebih dari
52.000 jiwa itu menciptakan taman surya 9 MW,
memasang panel surya di atap gedung pemerintah,
dan membantu penduduk memasang unit PV surya
di atap, demikian ungkap laporan REN21.

Pemerintah Jepang juga telah menjadikan
investasi dalam energi surya sebagai prioritas. Jepang
memperkenalkan undang-undang pada tahun 2017
untuk membantu transisi ke tenaga listrik terbarukan
bagi 24% bauran energinya paling lambat pada
tahun 2030, lebih dari dua kali lipat produksinya saat
ini. Jepang mengoperasikan hampir tiga perempat
dari 100 pembangkit listrik tenaga surya terapung
terbesar di dunia, demikian menurut situs web
Power Technology. Fasilitas terbesar Jepang di
Bendungan Yamakura mencakup daerah seluas 18
hektare dan memberi daya listrik pada sekitar 5.000
rumah setahun.

Banyak negara Indo-Pasifik lainnya telah
menetapkan target ambisius untuk energi terbarukan
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dan beberapa negara telah membuat kemajuan

pesat dalam mencapai sasaran tersebut. Misalnya,
pada tahun 2019, Selandia Baru menetapkan target
100% pembangkit listrik terbarukan paling lambat
pada tahun 2035. Negara itu, yang juga bercita-cita
untuk membangun pembangkit listrik tenaga air
pompa-tandon senilai miliaran dolar, sudah hampir
setengah jalan dalam mencapai sasarannya dengan
tenaga air dan sumber daya panas bumi yang ada.
“Kami dapat memiliki sasaran yang ambisius sekaligus
bersikap pragmatis,” ungkap Dr. Megan Woods,
menteri energi dan sumber daya Selandia Baru,

saat mengumumkan target tersebut. “Kami akan
melakukan penilaian lima tahunan untuk memastikan
trilema energi yaitu keterjangkauan, keberlanjutan,
dan ketahanan dikelola dengan baik.”

KISAH SUKSES

Banyak keberhasilan terbesar di kawasan ini dalam
beralih ke energi terbarukan dapat ditemukan di Asia
"Tenggara dan Asia Selatan, yang memiliki penetrasi
energi terbarukan tertinggi masing-masing sebesar
45,7% dan 42%, demikian menurut laporan REN21.
Berbagai negara dengan pangsa energi terbarukan
tertinggi di kawasan ini dalam total konsumsi energi
final (total final energy consumption - TFEC)
termasuk Myanmar, 68%; Sri Lanka, 51,3 %; Filipina,
47,5%; dan Indonesia, 47%. Laporan itu menemukan
bahwa persentase itu dicapai melalui pemanfaatan
tenaga air dan bioenergi.

Indonesia sedang mempertimbangkan
untuk membangun ibu kota “cerdas dan bersih”
yang mengandalkan energi terbarukan untuk
kelistrikannya. Pada Agustus 2019, pemerintah
Indonesia mengungkapkan rencana pemindahan
ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur di pulau
Kalimantan guna mengatasi urbanisasi yang cepat
dan kelebihan penduduk di Jakarta, tetapi sejak itu
menunda pelaksanaan rencana senilai 477,1 triliun
rupiah (33 miliar dolar A.S.) karena perlambatan




ekonomi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19.
Membangun infrastruktur energi terbarukan untuk
kota baru itu akan menawarkan peluang investasi
energi terbarukan. Sementara itu, Departemen Energi
Filipina berencana untuk mengadopsi teknologi
jaringan cerdas di banyak pulau di negara itu.
Jaringan listrik itu menggunakan teknologi digital
untuk memantau dan mengelola pergerakan listrik
dari pembangkitan ke berbagai beban permintaan di
daerah layanan dan meningkatkan keandalan jaringan.
Perusahaan distribusi tenaga listrik terbesar di negara
itu, Meralco, dengan lebih dari 5 juta pelanggan, juga
berencana untuk mengintegrasikan platform jaringan
cerdas canggih bagi konsumen untuk mengelola
konsumsi listrik mereka dengan lebih baik, dengan
pengukuran cerdas prabayar sebagai salah satu layanan
pertamanya, demikian menurut laporan REN21.
Negara-negara seperti Bangladesh dan Vietnam
juga muncul sebagai pemimpin dalam mengembangkan
dan menerapkan teknologi energi terbarukan di
Indo-Pasifik. Bangladesh membuat program tenaga
surya dalam negeri yang dikenal sebagai Infrastructure
Development Co. Ltd. IDCOL), yang memberikan
daya listrik kepada lebih dari 12% penduduknya.
Bangladesh, melalui kemitraan dengan Bank Dunia,
mendirikan IDCOL pada tahun 1997 untuk mendanai
proyek infrastruktur energi terbarukan. Dengan
investasi senilai 10,1 triliun rupiah (700 juta dolar
A.S.), program tersebut telah memasang 4,2 juta sistem
rumah bertenaga surya yang memberikan manfaat
bagi 18 juta jiwa hingga pertengahan tahun 2019.
Selain itu, IDCOL telah memasang 1.000 pompa
irigasi tenaga surya, 13 jaringan mini, 1 juta kompor
masak, dan 46.000 fasilitas biogas untuk memberikan
solusi memasak bersih bagi lebih dari 200.000 orang.
Dalam lima tahun ke depan, IDCOL menargetkan
untuk melipatgandakan jumlah sistem tenaga surya dan
memasak, dengan sasaran mengganti setiap kompor
masak tradisional di negara itu paling lambat pada
tahun 2030.

TANTANGAN KE DEPAN

Masih ada banyak tantangan untuk mengadopsi energi
terbarukan dan praktik hemat energi. “Meskipun
kawasan Asia Pasifik adalah pemimpin dalam energi
terbarukan di seluruh dunia, penggunaan energi
terbarukan terus tertinggal dari sumber energi
tradisional dalam memasok kebutuhan energi
kawasan ini yang meningkat pesat,” ungkap laporan
REN21. Kawasan ini memiliki enam penghasil emisi
gas rumah kaca terbesar di dunia, Tiongkok, India,
Indonesia, Jepang, Korea Selatan, dan A.S. Selain itu,
sebagian besar pertumbuhan penduduk di kawasan ini
terjadi di kota-kota, dan sudah menampung 93 dari

Turbin berputar di ladang angin di dekat Canberra,
Australia. reuters

PEMIMPIN

Kerja Sama Energi
di Indo-Pasifik

rganisasi dan prakarsa terkemuka yang
mempromosikan energi terbarukan dan efisiensi
energi di Indo-Pasifik mencakup Komisi Ekonomi
dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa
untuk Asia dan Pasifik, Kelompok Kerja Energi Kerja
Sama Ekonomi Asia-Pasifik, Pusat Energi Perhimpunan
Kerja Sama Regional Asia Selatan, Program Kerja
Sama Ekonomi Regional Asia Tengah, Pusat Energi
Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, dan Pusat
Pasifik untuk Energi Terbarukan dan Efisiensi Energi,
sebagaimana diidentifikasi dalam laporan REN21.

ASIA SELATAN

Pusat Energi Perhimpunan Kerja Sama Regional Asia
Selatan (SAARC)

Perhimpunan Kerja Sama Regional Asia Selatan (South
Asian Association for Regional Cooperation - SAARC)
didirikan pada tahun 2006 dengan program kerja sama
energi yang bertujuan untuk mengubah tantangan energi
menjadi peluang pembangunan. Platform ini melibatkan
para pejabat, ahli, akademisi, aktivis lingkungan, dan
lembaga swadaya masyarakat untuk memanfaatkan
potensi di berbagai bidang termasuk pengembangan
tenaga air, energi terbarukan lainnya, dan energi
alternatif. Pusat Energi ini mempromosikan transfer
teknologi, perdagangan energi, konservasi energi, dan
peningkatan efisiensi, sehingga memungkinkan para
pemangku kepentingan untuk memenuhi tantangan

energi yang dihadapi oleh negara-negara anggota SAARC.

Badan Pembangunan Internasional A.S. (USAID)

Pada tahun 2000, USAID meluncurkan program Prakarsa
Regional Asia Selatan untuk Integrasi Energi, meliputi
Afganistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maladewa,
Nepal, Pakistan, dan Sri Lanka. Tiga tahap pertama
berfokus pada perdagangan energi lintas perbatasan,
pembentukan pasar energi, dan pengembangan energi
bersih, sedangkan tahap terbaru sebagian besar
berfokus pada memajukan integrasi pasar regional.

ASIA TENGGARA

Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN)
Pusat Energi ASEAN didirikan pada tahun 1999 sebagai
organisasi antarpemerintah untuk mempercepat
integrasi strategi energi di negara-negara anggota
ASEAN. Pusat ini memberikan informasi dan keahlian
untuk memastikan bahwa kebijakan dan program energi
selaras dengan pertumbuhan ekonomi dan kelestarian
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lingkungan kawasan ini. Rencana Aksi Kerja Sama
Energi ASEAN 2016-2025 berisi prakarsa kerja sama
dalam transisi menuju sistem energi yang bersih dan
terjangkau. Misalnya, jaringan Kota Cerdas ASEAN
bertujuan untuk menyinergikan upaya pembangunan kota
cerdas dan berkelanjutan. Jaringan 26 kota percontohan
itu berbagi praktik terbaik, memfasilitasi proyek dengan
sektor swasta, dan mendapatkan pendanaan dari

mitra eksternal seperti Bank Pembangunan Asia (Asian
Development Bank - ADB).

Subkawasan Mekong Raya

Negara-negara yang termasuk dalam subkawasan ini

— Myanmar, Kamboja, Laos, Republik Rakyat Tiongkok,
Thailand, dan Vietham — sebagian besar berkolaborasi
berdasarkan perdagangan listrik dari potensi pembangkit
listrik tenaga air yang tersedia di sepanjang Sungai
Mekong. ADB dan sponsor lainnya, misalnya, berupaya
untuk: meningkatkan konektivitas melalui pembangunan
infrastruktur berkelanjutan dan transformasi koridor
transportasi menjadi koridor ekonomi transnasional;
meningkatkan daya saing melalui fasilitasi pergerakan
orang dan barang lintas perbatasan secara efisien dan
integrasi pasar, proses produksi, dan rantai nilai; dan
membangun rasa kebersamaan yang lebih besar melalui
proyek dan program yang menangani masalah sosial dan
lingkungan bersama.

NEGARA KEPULAUAN PASIFIK

Sekretariat Komunitas Pasifik

Sekretariat ini adalah platform utama untuk kerja
sama pembangunan regional lintas sektor di Pasifik
dan merupakan anggota pendiri Dewan Organisasi
Regional Pasifik. Program Sumber Daya Bumi dan
Energi berupaya memanfaatkan penggunaan sumber
daya energi Pasifik untuk memastikan keberlanjutan
dan mengurangi dampak lingkungan. Program ini
berkomitmen untuk mengurangi dampak karbon dari
jaringan dan penggunaan energi yang ada, dan berfokus
pada tata kelola, penilaian teknis, dan pengembangan
kemampuan. Bersama dengan pemerintah Tonga,
sekretariat ini menjadi tuan rumah Pusat Pasifik untuk
Energi Terbarukan dan Efisiensi Energi.

Perhimpunan Tenaga Listrik Pasifik

Badan antarpemerintah ini mempromosikan kerja sama
perusahaan tenaga listrik kepulauan Pasifik dalam
pelatihan teknis, pertukaran informasi, pembagian
keahlian teknik dan manajemen senior serta kegiatan
lainnya.

Universitas Pasifik Selatan

Universitas yang dimiliki oleh 12 negara anggota ini
bertanggung jawab untuk menyediakan pendidikan tinggi
dan penelitian keberlanjutan untuk kawasan Pasifik serta
memiliki kegiatan yang mendukung perluasan energi
terbarukan.

Sumber: “Laporan Status Energi Terbarukan Asia dan Pasifik,” REN21, 2019

Meningkatkan kerja sama
regional dapat membantu
meningkatkan akses enerdgi
di antara negara-negara
berkembang yang mengalami
defisit energi di Asia dan
dapat menguntungkan
kawasan ini dalam hal
pelestarian aset alam,
produksi pertanian, dan
ketahanan pangan.

— Laporan tentang Asia Selatan yang diterbitkan oleh para
peneliti di Asian Development Bank Institute pada April 2020

100 kota paling tercemar di dunia, dengan 56 kota di
Tiongkok dan 17 kota di India.

“Masih ada kesenjangan besar di antara ambisi
mitigasi perubahan iklim dan kecepatan tindakan
untuk mengurangi emisi,” ungkap laporan itu.

Konsumsi bahan bakar fosil konvensional terus
tumbuh lebih cepat daripada penggunaan tenaga
listrik terbarukan di kawasan ini. Secara keseluruhan,
energi terbarukan modern menyumbang kurang
dari 10% dari total konsumsi energi di kawasan ini,
demikian perkiraan para ahli.

Sebagian besar negara Indo-Pasifik belum
mencapai swasembada energi. Indonesia, yang
merupakan pengekspor batu bara terbesar di dunia,
dan Mongolia, yang merupakan pengekspor batu
bara terbesar kesembilan di dunia, merupakan
pengecualian yang patut diperhatikan, demikian
menurut laporan REN21. Banyak negara Indo-Pasifik,
termasuk Jepang dan Korea Selatan, mengimpor lebih
dari 50% energi mereka.

Selain itu, beberapa negara terbesar dalam ukuran
dan potensi energi terbarukan masih memiliki
pangsa energi terbarukan yang relatif rendah di
TFEC mereka, demikian ungkap laporan itu.
Bersama-sama, India dan Tiongkok menyumbang
28% dari konsumsi energi primer dunia, namun pada
tahun 2016, India memiliki kurang dari 40% pangsa
energi terbarukan di TFEC-nya, sementara itu
pangsa energi terbarukan Tiongkok di bawah 20%,
demikian ungkap laporan itu.

Hambatan lain untuk mengadaptasi energi
terbarukan termasuk pembiayaan, transisi ke
dukungan pemerintah yang lebih canggih untuk
energi terbarukan, dinamika industri yang berubah
dalam menanggapi permintaan yang tumbuh pesat,
kendala perubahan iklim, dan urbanisasi yang
meningkat, demikian ungkap laporan itu.



Asap dan uap mengepul dari pembangkit listrik tenaga batu
bara di Hejin, Tiongkok. Tiongkok membakar sekitar setengah
dari batu bara yang digunakan secara global setiap tahun.
Sebagian besar pembangkit listrik tenaga batu bara yang
direncanakan, sedang dibangun, atau dioperasikan di dunia
berada di Asia. THE ASSOCIATED PRESS

Seorang pekerja memeriksa panel di pembangkit listrik tenaga
surya di provinsi Phetchaburi, Thailand. reuters

Memenuhi permintaan energi Indo-Pasifik
akan membutuhkan investasi senilai triliunan dolar
paling lambat pada tahun 2040, demikian menurut
proyeksi IEA. “Bagaimana berbagai negara memenuhi
permintaan yang meningkat akan berdampak
signifikan terhadap ketahanan energi dan stabilitas
ekonomi di seluruh kawasan,” ungkap Francis R.
Fannon, asisten menteri di biro sumber daya energi
A.S., dalam lokakarya pada Juni 2020 untuk prakarsa
Meningkatkan Pembangunan dan Pertumbuhan
melalui Energi Asia (Asia Enhancing Development
and Economic Growth through Energy - Asia
EDGE). “Itu memiliki konsekuensi global.”

Diluncurkan pada tahun 2018 dengan investasi
awal sebesar 2,03 triliun rupiah (140 juta dolar A.S.),
Asia EDGE mendukung ketahanan, diversifikasi,
akses, dan perdagangan energi di seluruh Indo-
Pasifik. Di bawah program itu, India bermitra dengan
Komisi Pengaturan Energi Federal A.S. pada Oktober
2019 untuk membentuk Prakarsa Sumber Daya
Fleksibel guna memperkuat kemampuan India untuk
meningkatkan modal swasta, membiayai kebutuhan
keamanannya, dan meningkatkan peluang bagi
perusahaan A.S. dalam sistem tenaga listrik, demikian
ungkap Fannon.

UPAYA KERJA SAMA UTAMA

Kerja sama regional sangat penting untuk
meningkatkan praktik energi bersih dan ketahanan

energi, demikian ungkap laporan REN21.
Perdagangan tenaga listrik lintas perbatasan,
misalnya, terbukti sangat bermanfaat di wilayah
Mekong di Asia Tenggara. Melalui investasi Asia
EDGE, Jepang dan Departemen Luar Negeri A.S.
dan Badan Pembangunan Internasional A.S. (USAID)
membentuk Kemitraan Tenaga Listrik Jepang-A.S.-
Mekong untuk menargetkan jaringan listrik regional
guna mendukung perusahaan A.S. dalam membangun
jalur transmisi lintas perbatasan.

“Meningkatkan kerja sama regional dapat
membantu meningkatkan akses energi di antara
negara-negara berkembang yang mengalami defisit
energi di Asia dan dapat menguntungkan kawasan ini
dalam hal pelestarian aset alam, produksi pertanian,
dan ketahanan pangan,” tulis laporan tentang Asia
Selatan yang diterbitkan oleh para peneliti di ADB
Institute pada April 2020. Selain itu, “meningkatkan
kerja sama regional dan integrasi dalam berbagai
lapisan pembagian, produksi, dan perdagangan
sumber daya dapat menyatukan berbagai negara
ke dalam jaringan saling ketergantungan untuk
memastikan penggunaan maksimum sumber daya
energi terbarukan dan tidak terbarukan.” O

IPD FORUM

35






STABILITAS

Vietnam
menghentikan
sementara

ekspor beras

pada Maret 2020
karena ketakutan
berjangkitnya wabah
COVID-19. Pasar
eksportir beras
terbesar ketiga
dunia itu meliputi
Tiongkok, Malaysia,
dan Filipina.

AFP/GETTY IMAGES

NEGARA-NEGARA INDO-PASIFIK
MEMPERKUAT
MELALUI KEMITRAAN DAN TEKNOLOGI

STAF FORUM

Dalam 55 tahun kemerdekaannya, negara pulau Singapura telah
tumbuh dari pos terdepan kolonial menjadi kekuatan utama
perdagangan dan keuangan global yang makmur — keberhasilan
yang dimanifestasikan dalam kaki langitnya yang dipenuhi gedung
pencakar langit.

Secara reguler berada dalam peringkat 10 teratas di dunia untuk
produk domestik bruto per kapita, negara kota ini adalah lokasi
pelabuhan terbesar di Asia Tenggara dan mengekspor berbagai
macam barang mulai dari produk elektronik hingga obat-obatan
dan perangkat medis. Penduduknya yang terpelajar dan produktif,
yang telah meningkat tiga kali lipat menjadi 5,7 juta jiwa sejak
tahun 1965, menikmati standar hidup yang tinggi.

Akan tetapi hal yang sebagian besar tetap tidak berubah selama
setengah abad terakhir adalah sifat daratan itu sendiri — lahan
seluas 720 kilometer persegi dengan sebagian besar medan tandus
yang tidak cocok untuk tanaman.

“Singapura tidak pernah benar-benar menjadi negara agraris
karena keterbatasan lahan pertanian kami,” tulis Kee Ai Nah,
direktur eksekutif badan pembangunan pemerintah, Enterprise
Singapore, pada tahun 2019. “Saat ini, hanya 8% dari sayuran yang
kami konsumsi diproduksi di pertanian lokal, membuat kami sangat
bergantung pada impor pangan.”

Bahkan bagi negara banyak akal ini yang menghasilkan keajaiban
ekonomi, memastikan bahwa pihaknya dapat memberi makan
rakyatnya masih menjadi pekerjaan yang sangat besar, upaya
yang berimplikasi tidak hanya bagi ketahanan pangan tetapi juga
keamanan nasional.

Inilah kenyataan yang dihadapi di seluruh Indo-Pasifik,
kebenaran yang diperburuk oleh penyebaran pandemi parah yang
telah membuat tanaman layu dan rantai pasokan terhenti di tengah
penutupan akses menyeluruh yang mengakibatkan masyarakat
kehilangan pekerjaan dan jatuh miskin — serta kemungkinan
mengalami kelaparan.

Misalnya pada Maret 2020, Vietnam menghentikan sementara
ekspor beras karena ketakutan berjangkitnya wabah COVID-19.
Vietnam yang hanya tertinggal dari India dan Thailand dalam
ekspor beras secara global mengekspor 6,37 juta ton makanan
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pokok ini senilai 40,5 triliun rupiah (2,8 miliar dolar
A.S.) pada tahun 2019 ke berbagai pasar termasuk
Tiongkok, Malaysia, dan Filipina, demikian yang

dilaporkan surat kabar Vietnam VaExpress International.

Dalam menghadapi dilema ketahanan pangan,
banyak negara, seperti Singapura, menemukan
jawaban dalam kemitraan regional dan janji
teknologi yang berkembang pesat.

“Salah satu tantangan pembangunan global terbesar
yang dihadapi secara bersama-sama oleh negara-
negara kaya dan miskin adalah meningkatkan produksi
pertanian untuk memenuhi
bergesernya preferensi konsumen
dan penduduk yang terus
meningkat sembari menggunakan
lebih sedikit air dan lebih sedikit
lahan serta mengelola efek
perubahan iklim yang tidak
dapat diprediksi,” tulis Kimberly

Pertanian vertikal di
kawasan industri Kyoto,
Jepang, ini menghasilkan
30.000 selada

setiap hari dengan
menggunakan cahaya
buatan dan campur
tangan manusia yang
terbatas. arp/GETTY IMAGES

Flowers, direktur Proyek Ketahanan Pangan Global di
Center for Strategic and International Studies, dalam

sebuah esai untuk kelompok cendekiawan yang berbasis
di Washington, D.C. itu.

BENIH KERUSUHAN
Di seluruh dunia, hampir 690 juta orang, atau sekitar
9% dari penduduk bumi, mengalami kelaparan pada
tahun 2019, lebih dari setengahnya berada di Asia,
demikian menurut laporan yang diterbitkan oleh
Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Juli 2020. Wabah
virus korona dapat mendorong angka itu melampaui
820 juta paling lambat pada tahun 2021, sehingga
semakin menimbulkan keraguan pada sasaran P.B.B.
untuk “mengakhiri kelaparan, kerawanan pangan, dan
semua bentuk kekurangan gizi” paling lambat pada
tahun 2030.

“Laporan itu memperingatkan bahwa jika tren
dalam beberapa tahun terakhir ini terus berlanjut, kita




akan menjauh dari nol kelaparan alih-alih mendekati ke
arah itu. Ini sangat mengkhawatirkan,” ungkap Johan
Swinnen, direktur jenderal Institut Penelitian Kebijakan
Pangan Internasional (International Food Policy Research
Institute - IFPRI), dalam sebuah artikel di situs web badan
tersebut. “Yang lebih mengkhawatirkan adalah... bahwa
COVID-19 memperburuk keadaan bagi orang-orang
termiskin di dunia.”

"Telah lama dipandang sebagai katalisator kuat untuk
kerusuhan sipil dan konflik, kerawanan pangan mungkin
menjadi salah satu masalah paling sulit pada abad ke-

21, yang telah diperburuk oleh pertumbuhan penduduk
dan migrasi manusia massal bahkan jauh sebelum virus
mematikan itu menyerang.

Berbagai faktor seperti produksi dan transportasi
yang terganggu serta daya beli yang lemah kemungkinan
besar akan meningkatkan risiko kerawanan pangan
hingga pertengahan tahun 2020-an, demikian ramalan
Kantor Direktur Intelijen Nasional (Director of National
Intelligence - DNI) A.S. dalam penilaian komunitas
intelijen tahun 2015-nya yang berjudul “Ketahanan
Pangan Global.”

“Di beberapa negara, penurunan ketahanan pangan
hampir pasti akan menyebabkan gangguan sosial dan
ketidakstabilan politik,” ungkap DNI.

Kekurangan makanan dapat mendorong relokasi
massal, baik di dalam atau di luar perbatasan negara, saat
warga yang kelaparan mencari mata pencaharian. Dalam
hal menabur perselisihan dan ketidakpuasan di kalangan
penduduk, kelaparan mungkin menjadi akar masalah
ekstremisme dan kekerasan. Kerusuhan semacam itu,
yang berada dalam lingkaran setan, semakin merongrong
ketahanan pangan dengan menghambat perdagangan dan
membuat otoritas sipil kewalahan.

Dalam sebuah penelitian yang diterbitkan di Stability:
International Journal of Security and Development, para
peneliti menemukan bahwa peningkatan besar dalam
jumlah dan tingkat keparahan konflik bersenjata di
seluruh dunia pada tahun 2011 “mengikuti dengan erat
lonjakan harga pangan internasional — pada akhir tahun
2010 dan awal tahun 2011.”

Di seluruh dunia, Flowers mencatat dalam esainya
pada tahun 2016, “harga pangan yang meningkat dan
tidak menentu telah mengakibatkan kerusuhan di
perkotaan, pemerintah yang digulingkan, dan kerusuhan
regional.”

Pergeseran demografis yang dinamis dan disparitas
gender, terutama di Indo-Pasifik, meningkatkan risikonya,
demikian menurut Dewan Intelijen Nasional A.S.

“Sumber daya alam yang tidak mencukupi — seperti
air dan tanah subur — di banyak negara yang sama
yang akan memiliki tingkat laki-laki muda yang tidak
proporsional meningkatkan risiko pecahnya konflik di
dalam negeri, terutama di negara-negara Afrika Sub-
Sahara, Asia Selatan, dan Asia Timur, termasuk Tiongkok
dan India,” demikian yang dilaporkan dewan itu dalam
“Iren Global 2030: Dunia Alternatif.”

Upaya memerangi kelaparan di Indo-Pasifik
membutuhkan proyek kolaboratif dan pengeluaran
substansial di berbagai bidang seperti infrastruktur
pedesaan, irigasi, serta penelitian dan pengembangan
pertanian, demikian menurut laporan IFPRI pada
Oktober 2019. Selama dekade mendatang, investasi
pertanian tahunan harus dilipatgandakan, menjadi
hampir 1,14 kuadriliun rupiah (79 miliar dolar A.S.), jika
kawasan ini ingin mencapai ambang batas kelaparan per
kapita P.B.B. sebesar 5%, demikian yang ditemukan oleh
laporan yang diminta untuk dibuat secara resmi oleh Bank
Pembangunan Asia.

Biaya kegagalan juga akan sangat besar.

Di negara kepulauan Indonesia yang memiliki jumlah
penduduk terbesar keempat di dunia, hampir sepertiga
dari 267 juta penduduknya bekerja di sektor pertanian,
yang sangat penting bagi perekonomian terbesar di Asia
"Tenggara itu. Meskipun Indonesia telah membuat langkah
signifikan dalam meningkatkan produksi melalui berbagai
langkah seperti pupuk dan varietas padi yang memberikan
hasil panen tinggi, besarnya skala pertumbuhan
penduduknya terus melampaui ketersediaan sumber daya,
demikian menurut IFPRI.

“Ketahanan pangan adalah salah satu prioritas
pembangunan nasional,” catat para peneliti dalam analisis
tambahan untuk laporan institut itu pada tahun 2019,
yang merekomendasikan berbagai langkah mulai dari
mendorong partisipasi pemuda dan petani wirausaha
hingga adopsi yang lebih besar terhadap “pertanian
presisi” melalui penggunaan satelit, sensor, dan teknologi
digital.

Upaya regional untuk meningkatkan ketahanan
pangan semakin meningkat di awal milenium, ketika
10 negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia
Tenggara (ASEAN) bergabung dengan Jepang, Republik
Rakyat Tiongkok, dan Korea Selatan untuk membentuk
Sistem Informasi Ketahanan Pangan ASEAN (ASEAN
Food Security Information System - AFSIS).

Prakarsa ini berupaya meningkatkan pengumpulan,
analisis, dan penyebaran data untuk membangun jaringan
informasi yang memberikan peringatan dini dan proyeksi
komoditas sehingga negara-negara anggota dapat
mengelola ancaman ketahanan pangan dan cadangan
darurat dengan lebih baik.

Berfokus pada lima tanaman utama di kawasan ini —
singkong, jagung, beras, kedelai, dan tebu — database
AFSIS memantau berbagai variabel yang di antaranya
adalah produksi, harga grosir, partisipasi angkatan kerja,
hasil panen, kalender tanaman, dan penggunaan lahan.

Pertempuran untuk memberantas kelaparan di Indo-
Pasifik diperkuat oleh sumber daya dan keahlian A.S.
Sejak awal era Perang Dingin, Amerika Serikat telah
menjadi penyedia bantuan makanan terbesar di dunia,
melayani lebih dari 4 miliar orang di lebih dari 150
negara melalui Kantor Pangan untuk Perdamaian Badan
Pembangunan Internasional A.S. (USAID).
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USAID menyediakan anggaran lebih dari 63,6 triliun
rupiah (4,4 miliar dolar A.S.) di bidang pembangunan dan
bantuan pangan darurat pada tahun fiskal 2019, termasuk
sumbangan makanan, voucer, uang tunai, dan komoditas
yang dibeli secara lokal, demikian menurut situs webnya.
Jaringan Sistem Peringatan Dini Kelaparan lembaga itu
dapat memprediksi kebutuhan bantuan makanan hingga
delapan bulan sebelum terjadinya keadaan darurat,
sehingga mempercepat tanggapan bantuan kemanusiaan.

Upaya semacam itu yang dilakukan oleh A.S., ASEAN;
dan mitra yang berpandangan serupa menyelamatkan
nyawa dan menabur benih perdamaian.

“Jika kerawanan pangan menjadi ancaman
pengganda konflik, meningkatkan ketahanan pangan
dapat mengurangi ketegangan dan berkontribusi pada
lingkungan yang lebih stabil,” tulis peneliti Cullen
Hendrix dari Korbel School of International Studies
di University of Denver dan Henk-Jan Brinkman dari
Kantor Dukungan Pembangunan Perdamaian P.B.B.
dalam studi mereka pada tahun 2013 yang diterbitkan di
jurnal Stability.

MEMBINGKAI ULANG PERTANIAN

Di ladang dan sawah di seluruh Indo-Pasifik, kemajuan
ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan para
petani dan penanam untuk menata kembali pekerjaan
mereka dari musim tanam hingga waktu panen, sembari
mendukung ketahanan pangan lokal dan regional.

* Di Bangladesh barat laut, prakarsa Feed the Future
USAID bekerja sama dengan berbagai mitra
termasuk Cornell University untuk memperkenalkan
varietas terong tahan hama yang secara drastis
mengurangi infestasi tanaman dan penggunaan

Di Papua Nugini, lembaga pemerintah dan Institut Penelitian
Kebijakan Pangan Internasional menganalisis produksi, harga, dan
konsumsi stroberi dan tanaman lain untuk membantu masyarakat
menanggapi pasokan makanan yang berfluktuasi. arp/GerTy IMAGES
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pestisida beracun. Pada tahun 2018, petani terong
mendapatkan lonjakan hasil panen hingga 42% dan
keuntungan per hektare mereka meningkat sebesar
5,8 juta rupiah (400 dolar A.S.).

* Di distrik rawan kekeringan di Kalahandi, India, para
ilmuwan dari International Crops Research Institute
for the Semi-Arid Tropics bermitra dengan Power
Grid Corp. of India Ltd. untuk menerapkan sistem
pengelolaan air hujan, termasuk pembangunan 32
kolam pertanian di tujuh desa per pertengahan tahun
2020. Pemetaan kesehatan tanah mengungkapkan
degradasi dan kekurangan yang diatasi oleh tim
peneliti dengan pemberian nutrisi dan varietas
tanaman yang lebih baik, sehingga menghasilkan
hasil panen yang lebih besar, demikian yang
dilaporkan lembaga itu.

* Lembaga penelitian tanaman itu juga bekerja sama
dengan para ilmuwan di Australia dan India dalam
proyek pengurutan genom untuk meningkatkan
toleransi kekeringan pada buncis, makanan yang
mengandung banyak nutrisi yang di antaranya adalah
protein, serat, dan zat besi.

* Di Papua Nugini, para peneliti IFPRI bekerja sama
dengan lembaga pemerintah untuk mengembangkan
database digital guna menganalisis produksi,
harga, dan konsumsi pangan, yang memungkinkan
masyarakat menanggapi dengan lebih baik pasokan
makanan yang berfluktuasi.

¢ Institut Penelitian Padi Internasional (International
Rice Research Institute - IRRI) yang berbasis di
Filipina, melalui kerja sama dengan konsorsium
ilmuwan dari Amerika dan Eropa, sedang
mengembangkan varietas padi tahan penyakit.
Kemitraan ini juga mengarah pada pembuatan
kit diagnostik untuk deteksi cepat patogen seperti
penyakit hawar daun bakteri yang berpotensi
merusak tanaman.

Investasi dalam penelitian dan pengembangan
semacam itu meningkatkan hasil panen dan produksi
pertanian, demikian yang dicatat IFPRI dalam laporannya
pada tahun 2019. Upaya itu, pada gilirannya, menurunkan
harga pangan, meningkatkan pendapatan rumah
tangga, meningkatkan ketersediaan pangan “dan alhasil
mengurangi jumlah anak-anak yang kekurangan gizi dan
orang-orang yang kelaparan.”

MENATAP LANGIT
Bagi banyak warga Singapura, tingkat kehidupan tinggi
yang mereka nikmati di pulau yang padat penduduknya
itu juga membawa mereka tinggal di tempat yang tinggi.
Negara kota yang menempati peringkat ke-191 secara
global berdasarkan luas daratan itu telah membangun
ribuan blok rusun tingkat tinggi untuk memaksimalkan
luas lahannya yang terbatas; saat ini, unit rusun yang
ditempati oleh pemilik ini adalah tempat tinggal bagi
sekitar 80% penduduknya.

Dalam beberapa tahun terakhir, Singapura telah



Sasaran “30x30” Singapura
menyerukan agar negara-kota
berpenduduk 5,7 juta jiwa itu
memenuhi 30% kebutuhan
nutrisinya dengan makanan yang
diproduksi secara lokal paling
lambat pada tahun 2030. reuters
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mulai mengambil pendekatan yang sama terhadap
pertanian seperti halnya dengan perumahan: Singapura
melakukannya secara vertikal.

Sky Greens yang menggambarkan dirinya sebagai
pertanian vertikal rendah karbon yang digerakkan oleh
hidraulik di dunia mulai beroperasi secara komersial
pada tahun 2012 dengan sasaran “memastikan ketahanan
pasokan makanan ... ke lokasi yang langka lahan” seperti
Singapura. Usaha publik-swasta pemenang penghargaan
ini menanam kubis, selada, bayam, dan sayuran lainnya
di atas rangka aluminium berbentuk huruf A hingga
setinggi 9 meter. Setiap rangka memiliki lusinan
rak susun berputar yang memungkinkan tanaman
mendapatkan cukup cahaya, air, dan nutrisi di dalam
ruangan sepanjang tahun.

Aliran air yang dikombinasikan dengan gaya gravitasi
menghasilkan putaran itu, sehingga memangkas
kebutuhan listrik setiap menara hingga setara dengan
satu bola lampu, demikian menurut situs web Sky
Greens. Air yang menggerakkan sistem hidrolik itu
didaur ulang untuk irigasi.

Lebih dari 30 pertanian vertikal dalam ruangan
telah tumbuh di sekitar pulau itu, peningkatan lima kali
lipat hanya dalam beberapa tahun, demikian menurut
Enterprise Singapore. Dengan kemajuan dalam
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kecerdasan buatan, sensor cerdas, dan teknologi digital
lainnya — ditambah investasi oleh perusahaan rintisan
teknologi pertanian dan konglomerat multinasional
— industri pertanian dalam ruangan negara itu
diproyeksikan melonjak hampir 20% setiap tahun
hingga 2023.

Seperti yang telah dilakukan di bidang perdagangan
dan keuangan, Singapura berupaya menjadi pusat
pertanian perkotaan besar di masa mendatang.

Pada September 2020, Badan Pangan Singapura
mengumumkan dana hibah senilai hampir 578,3 miliar
rupiah (40 juta dolar A.S.) untuk sembilan pertanian
perkotaan berteknologi tinggi sebagai bagian dari
sasaran “30x30” negara itu untuk memenuhi 30%
kebutuhan nutrisinya dengan makanan yang diproduksi
secara lokal paling lambat pada tahun 2030.

“Ada urgensi bagi kami untuk mempercepat produksi
lokal untuk mengurangi ketergantungan kami pada
impor dan menyediakan penyangga selama gangguan
pasokan, di tengah pandemi COVID-19,” ungkap CEO
lembaga itu Lim Kok Thai dalam sebuah pernyataan.
“Kami akan terus bekerja sama dengan industri
agropangan dan mendukung mereka untuk menanam
lebih banyak dan lebih cepat guna meningkatkan
ketahanan pangan kami.” O

IPD FORUM

41



42

PENGALIHAN KEMAMPUAN PADA

GOVID-18

Pembelajaran awal RedR Australia
dan tantangan yang akan dibadapi

KIRSTEN SAYERS/REDR AUSTRALIA

andemi COVID-19 telah mendefinisikan
ulang era kita. Pandemi ini telah menantang
cara kita berpikir dan berperilaku di seputar
masalah kesehatan masyarakat. Pandemi ini
telah memperparah masalah kesenjangan
ekonomi dan kemiskinan serta mengacaukan
pergerakan manusia di dalam dan melintasi
perbatasan. Yang terpenting, pandemi ini telah
memberikan dampak terhadap seluruh umat manusia
tanpa memandang perbedaan ras, kelas, dan gender.

RedR Australia — badan tanggapan
kemanusiaan internasional yang menyediakan
karyawan terampil dan pelatihan untuk membantu
masyarakat merencanakan, mempersiapkan,
membangun kembali, dan memulihkan sebelum,
selama, dan setelah krisis dan konflik — dengan
bangga memberikan dukungan kemanusiaan
kepada organisasi mitra kami secara global. Produk
eksklusif kami adalah karyawan kami. Karyawan
kami menawarkan kemuliaan, kasih sayang,
dan dorongan semangat yang melimpah kepada
mereka yang paling rentan. Mereka mewujudkan
semangat pelayanan demi kebaikan bersama. Kami
menganggap diri kami mendapatkan hak istimewa
ketika diundang untuk bekerja bersama-sama
dengan masyarakat setempat.

Seperti kebanyakan industri di dunia ini, saat
COVID-19 muncul, kemampuan kami untuk
memberikan bantuan kemanusiaan tambahan
kepada masyarakat yang menghadapi krisis dengan
seketika mengalami keterbatasan. Meskipun
memiliki karyawan dengan keterampilan yang
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dibutuhkan — seperti pemulihan dan manajemen
risiko bencana, kesehatan, dan perlindungan —
kami tidak dapat bergerak dalam sebagian besar
kasus ketika rute transportasi global ditutup.

Ketidakmampuan untuk memindahkan
karyawan dan aset kami diperburuk oleh
ketidakmampuan penyedia asuransi di dunia untuk
menjamin evakuasi medis atau pembebasan darurat.
Ketika pergerakan kami di dunia ini terhenti, kami
menyadari bahwa kami perlu mengubah pendekatan
kami; jika tidak, kami hanya mampu mengamati
semata saat kerentanan semakin dalam.

RedR Australia telah menanggapi berbagai
pandemi, termasuk Ebola, flu burung, dan
SARS, dengan mengirimkan pakar teknis untuk
memberikan bantuan selama masa krisis. Kami
berkomitmen untuk bekerja melalui kemitraan
guna membantu memerangi penyebaran global
COVID-19. Berikut ini adalah garis besar bagaimana
RedR Australia telah menyesuaikan operasinya dan
mengatasi tantangan di sepanjang pelaksanaan upaya
kami, dengan berfokus pada dua bencana di Pasifik
Selatan dan krisis pengungsi Suriah dan Rohingya.

INOVASI DAN KETANGKASAN

Larangan perjalanan, penutupan wilayah udara,

dan pembatasan pasar asuransi yang berkembang
dengan cepat membutuhkan penyelesaian masalah
operasional yang inovatif sejak tahap awal pandemi.
RedR Australia melibatkan perantara spesialis untuk
membuka jalan bagi pengadaan asuransi tambahan
guna mengamankan operasi dan bekerja sama



dengan pemerintah Australia untuk mengidentifikasi
jalur prospektif dalam mengatasi larangan perjalanan
negara itu.

Pengurangan signifikan dalam penerbangan
global adalah salah satu kendala logistik terbesar
RedR Australia. Melalui pendaftaran dalam
proyek Layanan Umum Program Pangan Dunia,
jaringan penerbangan terjadwal bagi para pekerja
kemanusiaan menawarkan janji akses. Dalam semua
kasus, penugasan yang jelas terhadap individu dan
kelompok kerja internal, ditambah dengan laporan
kemajuan rutin ke organisasi yang lebih luas,
menjamin ketangkasan selama terjadinya gangguan
yang signifikan.

PASIFIK: KESIAPSIAGAAN

DAN PELOKALAN

Meskipun negara-negara kepulauan Pasifik sebagian
besar terhindar dari tingkat kematian dan infeksi
COVID-19 tinggi yang ditemukan di negara lain,
mereka harus mengelola krisis kesehatan itu di dalam
krisis kemanusiaan baru dan yang sudah ada.

PENGURANGAN
SIGNIFIKAN DALAM
PENERBANGAN
GLOBAL ADALAH
SALAH SATU KENDALA
LOGISTIK TERBESAR
RedR AUSTRALIA.
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Pada awal April 2020, Topan Tropis Kategori
5 Harold mengakibatkan kehancuran di seluruh
Pasifik, memengaruhi 30% penduduk Vanuatu. Pada
saat itu, Vanuatu belum mendapatkan laporan adanya
kasus COVID-19 dan memberlakukan pengendalian
perbatasan yang ketat. Meskipun upaya itu mungkin
telah melindungi negara itu dari COVID-19,
pengendalian perbatasan mengurangi jalur yang
tersedia untuk memberikan bantuan kemanusiaan.
Bagi RedR Australia dan banyak organisasi lain
dalam sektor ini, hal ini menekankan perlunya
kesiapan operasional yang kuat untuk mendukung
solusi yang dipimpin secara lokal. Pemerintah
Vanuatu memimpin tanggapan terhadap Topan
Harold, didukung oleh rencana tanggapan dan
kesiapsiagaan yang baru saja diimplementasikan serta
infrastruktur tahan topan yang dibangun setelah
"Topan Pam pada tahun 2015.

Melalui Program Australia Assists, yang
didanai oleh pemerintah Australia, kami bekerja
berdampingan dengan setidaknya tujuh pemerintah
Pasifik, masyarakat mereka, serta organisasi lokal
dan regional untuk meningkatkan kemampuan
tanggapan dan kesiapsiagaan bencana nasional.
Pekerjaan ini mendukung pembuatan rencana
dan prosedur manajemen bencana nasional,
memperkuat kemampuan banyak negara Pasifik
Selatan untuk menangani keadaan darurat yang
beragam dan kompleks.

RedR Australia memiliki 20 karyawan yang
dikerahkan di Pasifik sebelum berjangkitnya
COVID-19. Kami memiliki 17 karyawan yang
masih berada di lokasi dan 18 karyawan yang
bekerja dari jarak jauh selama pandemi. Kami
memutuskan sejak awal untuk mendukung
karyawan kami agar tinggal dan bekerja
bersama-sama dengan mitra Pasifik kami jika

Daniel Noriega, kanan, dari Australia Assists, dan anggota
tim tanggapan kemanusiaan lokal memeriksa kerusakan
yang disebabkan oleh Topan Tropis Harold di Nambukalevu-i-
Ra, Fiji. repr ausTRALIA

memungkinkan. Ini termasuk menemukan dan

melibatkan warga kepulauan Pasifik yang berbakat

dan berpengalaman untuk bekerja bersama-sama

dengan kami guna meningkatkan keahlian yang

tersedia di negara itu.

Berikut ini adalah beberapa contoh solusi lokal

dan pragmatis:

® Perekrutan ahli lokal secara aktif menghasilkan
akses dan dampak yang cepat. Pemahaman
mereka tentang konteks dan jaringan tempat
mereka beroperasi sangat penting selama
terjadinya bencana. Salah satu karyawan RedR
Australia di Vanuatu memfasilitasi pergerakan
pasokan kemanusiaan dengan memastikan
pasokan itu memenuhi peraturan impor
internasional dan nasional serta didistribusikan
dengan tepat.

® Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa
(United Nations Population Fund - UNFPA)
memproyeksikan peningkatan tahunan sebesar
20% dalam kekerasan berbasis gender sebagai
akibat dari pembatasan COVID-19, termasuk
penutupan akses menyeluruh. Bagi beberapa
negara Pasifik, proyeksi ini mungkin bersifat
konservatif. Perempuan dan anak perempuan juga
dirugikan karena sistem kesehatan mengalihkan
sumber daya dari perawatan kesehatan seksual dan
reproduksi (sexual and reproductive health - SRH)
untuk menanggapi keadaan darurat. Penutupan
klinik kesehatan dan penundaan atau pembatalan
layanan berbasis masyarakat menempatkan
perempuan dan bayi dalam risiko yang meningkat.



Melalui kemitraan dengan International Planned
Parenthood Federation (IPPF) dan UNFPA,
spesialis pemantauan dan evaluasi (monitoring

and evaluation - M&E) RedR Australia membantu
memantau aktivitas kesiapsiagaan dan tanggapan
dalam hal pencegahan dan pengendalian infeksi. Ini
termasuk mempersiapkan alat bantu M&E spesifik
untuk negara tertentu dan mendukung anggota
untuk memberikan layanan SRH penyelamat
kehidupan jika sistem kesehatan mengalami

SIAPA KAMI

RedR Australia adalah organisasi kemanusiaan
yang memberikan pelatihan dan karyawan
terampil untuk bekerja bersama-sama dengan
masyarakat dalam merencanakan, mempersiapkan,
membangun kembali, dan memulihkan sebelum,

selama, dan setelah terjadinya bencana dan
konflik. RedR Australia memiliki lebih dari 750
spesialis teknis dalam 76 profil keterampilan,
termasuk manajemen risiko bencana, tanggapan
kemanusiaan, perlindungan, dan stabilisasi. RedR
Australia didirikan pada tahun 1992 oleh insinyur
Jeff Dobel, yang meminta rekan-rekannya untuk
menerapkan keterampilan mereka dalam bantuan
bencana. Visi Dobel — untuk mengerahkan para
insinyur guna mendukung masyarakat yang terkena
dampak bencana selama krisis internasional —
diwujudkan dengan dukungan dari empat badan
pendiri: Engineers Australia, Institute of Public
Works Engineering Australasia, Consult Australia,
dan Professionals Australia. RedR Australia
mengandalkan sumbangan publik dan dukungan
dari badan pendiri, mitra perusahaan, dan donor
pemerintah.

kewalahan akibat berjangkitnya COVID-19.

KRISIS ROHINGYA:

KOORDINASI DAN AKSES

Diperkirakan 1 juta warga etnis Rohingya yang
telah melarikan diri dari Myanmar tinggal di

kamp pengungsi terbesar di dunia di Cox’s Bazar,
Bangladesh, dengan kepadatan pengungsi sebanyak
60.000 hingga 90.000 jiwa per kilometer persegi.
Pembatasan jarak sosial selama pandemi tidak
mungkin dilakukan. Kepadatan yang berlebihan,
sanitasi yang terbatas, dan sistem kesehatan yang

Litiana Mana, kiri, petugas kesehatan subdivisi untuk Kadavu,
Fiji, dan Daniel Noriega dari Australia Assists menjadwalkan
kunjungan yang dilakukan oleh tim tanggapan Asosiasi

Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Fiji ke desa-desa pulau di L ‘
Kadavu. ReDRr AUSTRALIA
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PELAJARAN YANG DIPETIK

meningkatkan pembelajaran waktu-nyata kami terhadap

peristiwa yang telah menjadi krisis kemanusiaan yang belum
pernah terjadi sebelumnya, yaitu pandemi COVID-19. Inilah yang
telah kami pelajari sejauh ini.

¢ Tidak melakukan apa pun bukanlah pilihan. Kami membuat
keputusan strategis sejak dini — selama tidak ada gangguan
terhadap keselamatan karyawan yang kami kerahkan,
kami akan melakukan semua yang kami bisa untuk
mempertahankan mereka jika mereka memilih untuk tetap
tinggal. Kami memulangkan hanya mereka yang memilih
untuk pulang, berisiko lebih tinggi, atau yang lembaga
induknya didemobilisasi.

e Berinvestasi dalam kemitraan kami dan menanggapi dengan
kesatuan upaya dan semangat. Kemitraan ini terikat oleh
kepercayaan yang terbentuk di antara karyawan kami dan
masyarakat serta para pemimpin yang bekerja bersama-sama
dengan mereka. Berdiri bersama untuk menghadapi tantangan
kemanusiaan global ini adalah janji kami.Tidak ada negara
yang kebal.

e Aturan pertama dalam pertolongan pertama adalah
memastikan keselamatan diri Anda sendiri. Bagi kami, kami
menanggapi krisis internasional pada saat masyarakat
kami sendiri bergumul dengan kecemasan, ketakutan, dan
ketidakpastian. Kami mengaktifkan tim yang memastikan
kantor pusat di Melbourne dan kantor regional di Fiji dan
Yordania serta staf kami aman, terlindungi, dan memiliki
sumber daya yang sesuai untuk bekerja dari jarak jauh dan
dengan cara baru.

¢ Di saat krisis, komunikasi yang penuh kasih dan akurat
mendorong pencapaian tujuan bersama dan mengarahkan
sumber daya ke arah sasaran organisasi. Untungnya, masalah
jejak global dan penyewaan tempat dapat diatasi dengan
meminta staf kami untuk bekerja dari jarak jauh. Kami
membuat check-in komunikasi terstruktur dengan staf dan
mengerahkan personel melalui telepon, email, dan video.
Kami mengakui bahwa keragaman staf kami berarti akan ada
keragaman dalam kebutuhan mereka. Pada akhir Maret 2020,
semua staf kami dan banyak personel yang kami kerahkan
bekerja dari rumah dan masih terlibat dengan donor kami
serta mengoperasionalkan tanggapan kami.

e Komitmen kami untuk meningkatkan pelokalan telah
berkembang. Kami berfokus pada penguatan kemampuan
sistem operasional dan organisasi di Pasifik, mencari cara
untuk memberikan kesiapsiagaan dan pelatihan regional dan
terlokalisasi serta memperdalam kemitraan RedR Internasional
kami — termasuk program dan pengerahan bersama dengan
RedR Indonesia dan RedR India.

e Sangat penting bahwa masyarakat dapat memimpin
tanggapan manajemen bencana mereka sendiri dan
memenuhi permintaan bantuan mereka. Pemulihan Vanuatu
dariTopan Pam memungkinkan negara itu membangun
sistem dan arsitektur kesiapsiagaan dan tanggapan lebih kuat
yang terbukti penting bagi tanggapannya terhadap pandemi
COVID-19 danTopan Tropis Harold.

HedR Australia melibatkan tim pemantauan dan evaluasi untuk

IPD FORUM

terlalu terbebani membuat persiapan untuk

menangani wabah COVID-19 menjadi

tantangan. Pengungsi Rohingya pertama
kalinya dinyatakan positif COVID-19 pada

14 Mei 2020, dan kematian pertama akibat

virus itu dilaporkan pada 30 Mei 2020.

Meskipun kamp itu mempersiapkan diri

dalam menghadapi krisis kesehatan yang

akan memperburuk krisis kemanusiaan yang
berkepanjangan, jumlah keseluruhan kasus
yang dilaporkan di kalangan pengungsi tetap
relatif rendah hingga Oktober 2020. Akan
tetapi, tingkat pengujian yang lebih rendah
mungkin menjadi salah satu penyebabnya.
RedR Australia telah mengerahkan 52
spesialis kemanusiaan untuk mendukung

krisis pengungsi sejak tahun 2017.

Koordinasi dan kolaborasi multisektor

dan multimitra tetap menjadi kunci

sukses. Personel RedR Australia dengan

cepat mengalihkan kemampuan untuk
berfokus pada kesiapsiagaan dan tanggapan

COVID-19 di Cox’s Bazar.

Dibandingkan dengan konteks

Pasifik, ketika kontrol sipil tetap ada

untuk mendukung koridor kemanusiaan,

peningkatan pengawasan militer

atas pergerakan kargo di Myanmar

memengaruhi secara signifikan akses

dan rantai pasokan kemanusiaan yang

penting. Ini mungkin telah meningkatkan

risiko COVID-19 dan hilangnya nyawa.

Kepemimpinan sipil dan politik — dan

hubungan di antara keamanan dan layanan

perlindungan hukum dan keadilan — tetap
menjadi kunci untuk memungkinkan atau
melumpuhkan bantuan kemanusiaan.

RedR Australia berfokus pada dampak
yang dapat ditimbulkannya meskipun
adanya tantangan, termasuk:

* Insinyur hidrolik kami yang bekerja
dengan Badan Pengungsi P.B.B. di
Bangladesh mengalihkan pekerjaannya
pada pemodelan banjir monsun di
Cox’s Bazar menjadi pengadaptasian
fasilitas kamp untuk isolasi dan karantina
COVID-19.

* Koordinator Pencegahan Pelecehan dan
Eksploitasi Seksual UNFPA-Myanmar
kami membantu mengarusutamakan
penyampaian pesan pencegahan di pusat
karantina, termasuk secara virtual.

* Penasihat akses urusan kemanusiaan
kami bersama dengan Kantor P.B.B.
untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan
(OCHA)-Myanmar membantu
membentuk operasi, menilai kebutuhan,



dan memindahkan persediaan, personel, dan
layanan kemanusiaan ke penduduk yang terkena
dampak.

* Penasihat Perlindungan dan Akuntabilitas bagi
Populasi Terdampak Program Pangan Dunia
(WFP)-Myanmar kami memberikan nasihat dan
pelatihan tentang gender dan perlindungan yang
menjelaskan terjadinya perubahan kebutuhan
akibat berjangkitnya COVID-19.

KRISIS SURIAH: AKSES DAN PERLINDUNGAN
Krisis COVID-19 menandai tahun kesembilan
konflik Suriah. Lebih dari 13,2 juta orang
membutuhkan bantuan kemanusiaan, termasuk 6,2
juta pengungsi internal dan 5 juta orang dengan
kebutuhan akut. Memastikan kemauan politik

dan kemampuan untuk mengoordinasikan aksi
kemanusiaan telah lama menjadi tantangan krisis
Suriah, dan COVID-19 semakin memengaruhi
situasi, sehingga hampir tidak mungkin bagi

aktor kemanusiaan untuk beroperasi. Tanpa
kemauan politik, kepemimpinan lokal yang kuat,
dan koordinasi multilateral yang terpadu, krisis
kemanusiaan akan semakin dalam, yang semakin
merongrong stabilitas kawasan maupun pemulihan
ekonomi dan sosial.

Jumlah orang yang terinfeksi COVID-19
(termasuk pengungsi Suriah dan pengungsi
internal) di Irak, Lebanon, Suriah, dan Turki
kemungkinan melebihi jumlah resminya, dengan
pelacakan kontak dan pengujian yang terbatas.
Wabah COVID-19 bisa menjadi bencana tidak
hanya bagi populasi pengungsi Suriah tetapi juga
bagi sistem dan layanan kesehatan yang sudah
sangat lemah. Seperti yang sering kali terjadi, risiko
terhadap perempuan, anak perempuan, dan warga
lanjut usia sangatlah akut.

Memahami hal ini, RedR Australia
memprioritaskan karyawan yang memiliki
keterampilan dan pengalaman yang tepat untuk
menemukan solusi langsung atas tantangan yang
ditimbulkan oleh COVID-19, termasuk:

* Petugas koordinasi sipil-militer OCHA-Seluruh
Suriah kami bertindak sebagai penghubung
di antara P.B.B. dan semua pemangku
kepentingan yang diperlukan untuk memfasilitasi
perlindungan fasilitas dan pergerakan
kemanusiaan yang vital. Ini membantu menjaga
integritas rantai pasokan kemanusiaan ke Suriah
timur laut, dan mendukung implementasi
Rencana Tanggapan Kemanusiaan Global
COVID-19. Ini termasuk jaminan koridor
evakuasi medis bagi personel kemanusiaan dari
Suriah timur laut ke Erbil, Irak, jika diperlukan.

* Penasihat gender WFP-Yordania kami
mendukung program pelatihan, mengembangkan
jaringan berkelanjutan, dan menanamkan

I

i

Neil Doherty, kiri, seorang insinyur hidrolik di RedR Australia, merayakan
pengiriman oksigen ke rumah sakit yang direnovasi sebagai pusat isolasi dan
pengobatan untuk pasien COVID-19 di Cox's Bazar, Bangladesh. Rrepr austrALIA

peningkatan kesadaran gender ke dalam berbagai
program untuk mencegah pelecehan seksual,
eksploitasi dan gangguan, yang sangat kritis pada
saat kekerasan berbasis gender meningkat.

¢ Petugas tempat penampungan Komisioner
Tinggi P.B.B. untuk urusan Pengungsi-Turki
memperbarui perencanaan lokasi untuk
memastikan infrastruktur mendukung kebutuhan
para pengungsi internal yang berpotensi terkena
COVID-19, termasuk para lansia dan penyandang
disabilitas. Petugas itu juga memimpin dan
mendukung berbagai kegiatan pelatihan
perencanaan lokasi dan desain perkotaan yang
difokuskan pada aktor-aktor lokal.

BELAJAR DAN MELIHAT KE DEPAN
Tantangan dan peluang unik yang dihadirkan oleh
pandemi COVID-19 terus menampakkan diri.
Krisis global ini memaksa RedR Australia untuk
dengan cepat dan tegas mengamanatkan dua jalur
paralel: untuk memastikan kesejahteraan personel
kami di seluruh dunia sekaligus menjunjung tinggi
komitmen kami kepada mitra kami dan, dalam
arti yang lebih luas, prinsip-prinsip kemanusiaan,
netralitas, ketidakberpihakan, dan kemandirian.
Dalam banyak hal, krisis ini memvalidasi
upaya kami dalam beberapa tahun terakhir untuk
memosisikan sebelumnya dukungan kesiapsiagaan
bencana kepada masyarakat. Krisis ini juga
mempercepat tekad kami untuk mendorong
reformasi kemanusiaan dengan mencari solusi lokal
untuk masalah lokal selama terjadinya bencana.
Kami terdorong oleh kesuksesan kami dan merasa
menjadi lebih peduli oleh pekerjaan yang masih
harus kami lakukan. Dalam kedua kasus itu, kami
sedang belajar. O

Kirsten Sayers adalah CEO RedR Australia. Versi artikel ini pertama kali diterbitkan
di Liaison, jurnal setengah tahunan di bidang kolaborasi manajemen bencana

dan bantuan kemanusiaan yang diproduksi oleh Center for Excellence in Disaster
Management & Humanitarian Assistance. Artikel ini telah diedit agar sesuai
dengan format FORUM.
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HUBUNGAN,
KETAHANAN, DAN
TANGGAPAN

Kemitraan Di Antara Lembaga

Pemerintah A.S. dan Entitas Indo-Pasifik
Membantu Peralihan ke Tanggapan Virus Korona

STAF FORUM

i tengah kerugian besar yang ditimbulkannya
D terhadap kehidupan dan mata pencaharian,

pandemi virus korona juga mengungkapkan
ketangguhan. Pandemi ini menyoroti kekuatan dan
ketahanan di antara masyarakat yang mengakui
keterhubungan mereka dan memupuk hubungan
yang kaya.

Badan Pembangunan Internasional A.S. (USAID),
program Bantuan Kemanusiaan, Bencana, dan Sipil
Luar Negeri (Overseas Humanitarian, Disaster, and
Civic Aid - OHDACA) Departemen Pertahanan A.S.,
dan Komando Indo-Pasifik A.S. (USINDOPACOM)
memberikan kesaksian terhadapnya. Kemitraan di antara
mereka dan berbagai negara serta organisasi Indo-Pasifik
memungkinkan pengalihan kemampuan yang berjalan
dengan hampir tanpa hambatan untuk memenuhi
tantangan regional dan tanggapan terhadap pandemi
virus korona.

Perwakilan pemerintah A.S. memuji peralihan fokus
dan sumber daya yang cepat pada kehadiran abadi
mereka di kawasan ini dan latihan tanggap bencana serta
pertukaran dengan negara-negara mitra yang telah lama
terjalin. Tingkat kepercayaan dan pemahaman tentang cara
setiap komponen berkomunikasi telah ditetapkan, sehingga
memudahkan negara tuan rumah untuk meminta bantuan
dari USAID, OHDACA, dan USINDOPACOM.

“Melalui koordinasi dengan pejabat negara mitra,
upaya tanggapan virus korona USAID dibangun
berdasarkan investasi puluhan tahun dalam bantuan
kesehatan dan kemanusiaan yang menyelamatkan
nyawa,” ungkap Paige Miller, wakil penasihat
pembangunan USAID untuk USINDOPACOM, kepada
FORUM. Miller berkoordinasi dengan Departemen
Pertahanan (Department of Defense - DOD) A.S,,
bekerja secara erat dengan koordinator militer sipil
USAID di kawasan ini, untuk menyinkronkan dan
memajukan tujuan bersama guna memenuhi banyak
permintaan bantuan dari negara mitra.
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Saat virus korona menyebar, USAID pada Februari
2020 melakukan analisis terhadap berbagai negara di
seluruh dunia untuk memutuskan negara mana yang
paling berisiko dan mulai mendapatkan pendanaan untuk
memberikan bantuan. “Seiring berjalannya waktu, kami
menyadari semua negara akan terpengaruh oleh pandemi
ini,” ungkap Miller. Koordinasi dengan komponen
USINDOPACOM yaitu Angkatan Darat A.S. di Pasifik
(US Army Pacific - USARPAC) dan Komando Operasi
Khusus Pasifik (Special Operations Command Pacific -
SOCPAC) membantu USAID meningkatkan misinya dan
memperluas kemampuannya untuk menanggapi virus itu.

“Melalui koordinator militer sipil USAID di kawasan
ini, USAID telah memiliki hubungan yang alami dan
efektif dengan tim USARPAC dan SOCPAC, yang
dibangun atas dasar kepercayaan dan komunikasi
terbuka,” ungkap Miller. “Hubungan ini memfasilitasi
identifikasi cepat dari kebutuhan prioritas serta desain
dan implementasi menyeluruh dari proyek-proyek yang
didanai OHDACA dalam menanggapi kebutuhan kritis
yang tidak dapat dipenuhi oleh pendanaan USAID.”

PENINGKATAN KOORDINASI DAN DISTRIBUSI BANTUAN
Keterlibatan efektif di kalangan badan pemerintah A.S.
memungkinkan mereka untuk meningkatkan upaya satu
sama lain dalam mendistribusikan bantuan virus korona.
Ini adalah upaya kolaboratif yang juga mencakup tim di
negara kedutaan, petugas kerja sama keamanan kedutaan,
dan pejabat negara tuan rumah.

USAID tetap berkomitmen untuk membantu negara-
negara paling rentan di dunia, termasuk 28 negara di
kawasan Indo-Pasifik dengan bantuan senilai lebih dari
2,1 triliun rupiah (145 juta dolar A.S.) dalam bentuk dana
dukungan kesehatan, kemanusiaan, dan ekonomi, selain
lebih dari 2.000 ventilator.

SOCPAC, melalui Elemen Dukungan Militer
Sipilnya (Civil Military Support Element - CMSE) di
Bangladesh, Myanmar, Indonesia, Maladewa, Mongolia,



Nepal, Filipina, Sri Lanka, dan Thailand, bekerja sama
secara erat dengan USAID dan mitra DOD untuk
mengidentifikasi kebutuhan dan menanggapi secara cepat
dengan alat pelindung diri (APD), kit uji diagnostik cepat,
persediaan medis, dan tempat cuci tangan yang dipasok
secara regional.

USARPAC melaksanakan proyek OHDACA di
Bangladesh, Laos, Mongolia, Nepal, Papua Nugini,
dan Timor-Leste untuk menyediakan APD, tempat
cuci tangan, persediaan medis, produk pembersih,
generator, toilet portabel, dan pengumuman pelayanan
publik edukasional. Di Timor-Leste, USARPAC juga
melaksanakan proyek OHDACA senilai 18,6 miliar rupiah
(1,29 juta dolar A.S.) di Pasifik, termasuk satu-satunya
proyek OHDACA yang mendukung upaya komunikasi
risiko melalui enam papan reklame dan delapan
pengumuman pelayanan publik yang disiarkan televisi.
Upaya ini melengkapi upaya komunikasi risiko USAID.

“Kami melibatkan pejabat negara mitra untuk
mengidentifikasi kebutuhan dan untuk mengoordinasikan
upaya tanggapan,” catat Miller, menekankan pentingnya
mengikuti petunjuk negara mitra dalam upaya tanggapan.

‘BUKAN BISNIS SEPERTI BIASA’

Implementasi tindakan pembatasan jarak sosial berarti
menemukan kembali bagaimana lembaga pemerintah
A.S. beroperasi di kawasan ini dalam jangka pendek dan
jangka panjang.

“Ini bukan bisnis seperti biasa,” ungkap Letnan
Kolonel Mark Mudrinich, seorang pemimpin tim Oseania
USARPAC, kepada FORUM. “Kami sedang mencari cara
inovatif untuk melakukan pelatihan. Banyak keterlibatan
yang akan dilakukan USARPAC di masa depan dibuat
secara virtual. Kami terus membantu dengan mengerjakan
berbagai proyek dan bekerja sama dengan USAID. Kami
memastikan bahwa kami sangat berhati-hati dengan mitra
dan sekutu kami.”

Itu termasuk periode karantina untuk memastikan
Prajurit A.S. yang dikerahkan ke kawasan ini bebas virus
sebelum melibatkan diri dengan penduduk setempat.

“Begitu COVID melanda, pandemi itu membatasi
kemampuan kami untuk bekerja sama dengan mitra
negara tuan rumah,” ungkap Letnan Kolonel Jason
Hanson, kepala cabang urusan sipil di SOCPAC, kepada
FORUM. “Pertukaran latihan dan pertukaran pelatihan
yang biasanya berlangsung harus dihentikan. Itu membuat
kami mengalami kesulitan untuk melibatkan diri dengan
mitra kami.”

Dalam banyak situasi, sulit bagi penyedia pasukan dan
militer untuk mempertahankan kontinuitas secara efisien
di negara itu, demikian ungkap Hanson. Itulah mengapa
CMSE di lapangan sangat penting, demikian ungkapnya,
karena memastikan posisi itu tidak kosong ketika rotasi
rutin terjadi di tengah berlangsungnya pandemi.

“Jika posisi itu mengalami kekosongan, risiko
kelambanan akan tinggi dan akan mengkhawatirkan,”
ungkap Hanson.

Personel Angkatan Udara Filipina dan anggota Tim Augmentasi
Pasifik Komando Indo-Pasifik A.S. menurunkan persediaan bantuan
virus korona di Rumah Sakit Regional Jose B. Lingad Memorial di
Filipina. komANDO INDO-PASIFIK A.S.

“Melalui koordinasi dengan
pejabat negara mitra, upaya
tanggapan virus korona USAID
dibangun berdasarkan investasi
puluhan tahun dalam bantuan
kesehatan dan kemanusiaan
yang menyelamatkan nyawa.”

~ Puige Miller, wakil penasibat pembangunan USAID
untuk USINDOPACOM

Akan sulit bagi personel A.S. untuk dikerahkan ke
negara tuan rumah dan mencoba membangun hubungan
yang telah terputus untuk sementara waktu. “Tapi karena
kami memiliki rotasi efektif di sana, kemitraan ini terawat
dengan baik,” ungkap Hanson.

Prajurit dan personel A.S. melakukan kunjungan
virtual harian atau mingguan karena pertemuan tatap
muka telah dibatasi.

“Mereka tahu wajah CMSE bisa berubah, tapi mereka
tahu CMSE akan selalu ada,” ungkap Hanson. “Hal
tersebut memperkuat pesan tidak hanya kepada tim negara
kita sendiri, tetapi kepada negara mitra bahwa kemitraan
selalu ada, dan hubungan akan selalu terus diperkuat
selama kita memiliki kesempatan untuk terus bekerja sama
dengan negara mitra kita.”

Untuk mencegah kesenjangan dalam hubungan
tersebut, tim rotasi memperpanjang pengerahan dalam
suatu negara selama dua hingga tiga bulan karena adanya
keterbatasan dalam mendapatkan penggantinya.

“Alih-alih mengirim tim pulang dan menciptakan
kekosongan posisi, yang merupakan risiko terbesar
bagi kami, kami ingin memperpanjang penugasan tim
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Anggota keluarga mendiskusikan
tes COVID-19 yang akan mereka
jalani dengan seorang dokter

di Rumah Sakit dan Perguruan
Tinggi Medis Mugda di Dhaka,
Bangladesh. A.S. mendukung
upaya Bangladesh dalam melawan
COVID-19. ReuTERS

-

yang sudah ada di negara itu,” ungkap Hanson. “Kami
menyadari pentingnya melanjutkan hubungan.”

USAID mengevakuasi setidaknya 50% petugas layanan
luar negerinya di kawasan ini karena berjangkitnya virus
korona, dan “itu merupakan tantangan,” ungkap Miller.
Akan tetapi, karena perwakilan USAID memiliki kehadiran
yang lebih permanen di kawasan itu — dan kemitraan
yang kuat dengan lembaga swadaya masyarakat yang tetap
berada di negara itu — USAID mempertahankan tingkat
efektivitas yang tinggi meskipun ada peralihan dalam
kehadiran personel.

PERJALANAN MENUJU KEMANDIRIAN
Mudrinich mengatakan bahwa terkait terjadinya
bencana di Indo-Pasifik, “masalahnya bukan apakah,
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tetapi kapan mereka mengalaminya.” Pola pikir itu telah
membantu ketahanan di kawasan itu dalam menghadapi
tantangan yang ditimbulkan oleh virus korona.
Semangat ketahanan itulah yang juga akan membantu
upaya pemulihan jangka panjang.

Para pejabat A.S. telah mulai mengalihkan bantuan
pandemi menjadi pemulihan yang pada akhirnya
mengubah pengendalian penuh terhadap tindakan di masa
depan ke tangan negara tuan rumah.

“USAID sedang bekerja untuk mencapai hasil
pembangunan yang lebih baik sehingga suatu saat nanti
bantuan luar negeri tidak lagi diperlukan. Ini disebut
perjalanan menuju kemandirian,” jelas Miller. Sebagai
mitra dalam perjalanan ini, USAID dan pemerintah negara
tuan rumah berupaya untuk memperkuat kemampuan



negara itu dalam merencanakan,
mendanai, dan menerapkan solusi
terhadap berbagai tantangan. Bahkan
selama berlangsungnya pandemi,
upaya ini tetap sama pentingnya
seperti sebelumnya.

USAID, OHDACA, dan
USINDOPACOM telah memberikan
perhatian khusus selama tanggapan
virus korona untuk memajukan
perdamaian, keamanan, dan kesetaraan
gender. Di Timor-Leste, misalnya,
lembaga A.S. menyediakan pendanaan
untuk APD yang diproduksi oleh
bisnis milik perempuan setempat.
Selain mencari penerima pendanaan
di pedesaan, lembaga ini juga
menyuntikkan uang ke dalam
perekonomian dan memberi para
perempuan keterampilan yang dapat
ditransfer, demikian menurut Miller dan Mudrinich.

Tim OHDACA J91 (Penjangkauan Militer-Sipil)
USINDOPACOM mengoordinasikan, menyediakan staf,
dan menyetujui 165 nominasi proyek senilai lebih dari
173,5 miliar rupiah (12 juta dolar A.S.) dengan USAID,
tim negara A.S., petugas kerja sama keamanan (security
cooperation officer - SCO), USARPAC, SOCPAC, Badan
Kerja Sama Keamanan Pertahanan (Defense Security
Cooperation Agency - DSCA), dan Kantor Wakil Asisten
Menteri Pertahanan untuk Stabilitas dan Bantuan
Kemanusiaan guna mendukung upaya negara mitra
dalam memitigasi dan menanggapi dampak COVID-19.
Personel militer A.S. yang ditempatkan di dalam negara
itu, termasuk tim urusan sipil dan SCO, secara khusus
menargetkan proyek-proyek ini dengan bekerja bersama-
sama dan melalui lembaga sipil negara mitra untuk
melaksanakan proyek berdampak tinggi dengan biaya
yang relatif rendah guna memerangi COVID-19 di
medan itu.

Komando itu disinkronkan di seluruh direktorat staf
USINDOPACOM, termasuk ahli bedah komando, J44
(insinyur), kerja sama keamanan J55, petugas kantor
negara J5, USAID, petugas urusan publik, dan oditur
staf komando untuk meninjau dan menyinkronkan
semua proyek. Tim OHDACA juga bekerja sama dengan
koordinator Militer-Sipil USAID pada nominasi proyek
dari SOCPAC, USARPAC, dan SCO. Tim Perencanaan
Urusan Sipil Medan ]9 bekerja sama dengan ahli bedah
komando dan Kelompok Perencanaan Operasional
USINDOPACOM untuk mengidentifikasi negara-negara
prioritas COVID-19, termasuk Bangladesh, Indonesia,
Filipina, dan Sri Lanka. Pusat Bencana Pasifik, bersama
dengan J9 (Penjangkauan Pasifik), menggunakan sains
big data untuk menentukan di mana mereka harus
memberikan bantuan DOD.

“Upaya ini jelas menunjukkan nilai dan kemampuan
tim J9 dan antarlembaga untuk menyinkronkan dan

Seorang petugas kesehatan mengambil sampel dari Prajurit Nepal untuk tes
COVID-19 di Kathmandu, Nepal, pada Juli 2020. 1He ASSOCIATED PRESS

melaksanakan prioritas komando dari tingkat taktis hingga
USINDOPACOM dan DSCA,” ungkap Mayor Jim
"Towle, manajer program OHDACA.

"Terkait dengan semua ini adalah penyampaian pesan
— pesan bahwa A.S. memiliki kepentingan di kawasan
ini sebagai mitra abadi dan pihak yang menghargai
kedaulatan. Oleh karena itu, penting agar paket bantuan
A.S. membawa bendera negara mitra, demikian ungkap
Hanson. “Jika sumbangan ini hanya memiliki bendera
A.S., saya kira kita tidak akan mencapai target kita,”
ungkap Hanson.

Dia mengatakan bahwa sasarannya adalah selalu
mengedepankan kemitraan. Tindakan ini akan
membangun kepercayaan masyarakat terhadap
pemerintah dan militernya. “Itu merupakan penyampaian
pesan yang sangat bagus,” ungkap Hanson. “Hal itu
menunjukkan kepada masyarakat bahwa tidak hanya
negara kita yang menjaga kita, tetapi mereka juga
memiliki kemitraan yang kuat.”

Hanson mengingat pusat distribusi bantuan virus
korona di Nepal, ketika di satu sisi ruangan, 100 kotak
sumbangan membawa bendera A.S. dan Nepal secara
berdampingan. “Dan di sisi lain ruangan itu, tiga atau
empat kotak dari Tiongkok,” ungkap Hanson kepada
FORUM. “Itu langsung memberikan pengaruh terhadap
banyak orang. Hal itu memberikan pengaruh terhadap
negara mitra.”

Selain tanggapan langsung terhadap pandemi, Hanson
mengatakan penting untuk memiliki dampak yang
bertahan lama. Menyediakan APD seperti masker sekali
pakai yang mungkin dipakai selama sehari adalah satu hal.
A.S. juga menyediakan tempat tidur dan ventilator rumah
sakit, barang-barang yang membantu negara tuan rumah
dalam perjalanan menuju pemulihan dan mengingatkan
penerima akan komitmen jangka panjang pemerintah
A.S. di kawasan ini. “Kami ingin menjadi mitra pilihan,”
ungkap Hanson. O
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WING CMDR. JENNIFER ATKINSON/ANGKATAN UDARA SELANDIA BARU;
PEMIMPIN SKUADRON LIBBY REARDON/ANGKATAN UDARA SELANDIA BARU;
KATE MCMORROW/DEPARTEMEN PERTAHANAN AUSTRALIA; DAN

SHARON GOUVEIA FEIST/KOMANDO INDO-PASIFIK A.S.

Berbagai masyarakat di seluruh dunia telah merasakan efek
COVID-19, tetapi perempuan yang paling terpukul oleh efek
samping budaya dari pandemi itu. Kebijakan penutupan akses
menyeluruh dan perintah tinggal di rumah yang diberlakukan
oleh pemerintah telah mengakibatkan “pandemi bayangan”
kekerasan yang tidak diinginkan terhadap perempuan dan
anak perempuan. Harapan peran gender terhadap perempuan
sebagai pengasuh utama dan manajer rumah tangga telah
memperburuk beban pekerjaan rumah tangga yang tidak setara.
Perempuan sering kali mewakili sebanyak 70% dari pekerja
perawatan kesehatan garis depan dan, karena itu, menghadapi
peningkatan paparan infeksi. Jumlah perempuan yang terlalu
banyak dalam industri jasa dan sebagai penyedia perawatan
menempatkan mereka pada posisi yang tidak aman, membuat
mereka sering kali menjadi kelompok pertama yang kehilangan
pekerjaan. Mata pencaharian dalam sektor perekonomian
informal, seperti pekerjaan rumah tangga, pertanian, dan
industri tekstil, menghalangi perempuan untuk berpartisipasi
dalam program stimulus ekonomi pemerintah. Jelas terlihat
bahwa pandemi dan tanggapan pemerintah memiliki dampak
yang berbeda pada perempuan karena peran gender mereka
dalam masyarakat.

Akan tetapi, peran yang sama ini menggarisbawahi
pentingnya partisipasi perempuan yang bermakna dalam
strategi pemulihan berkelanjutan apa pun. Apa yang kita
saksikan dalam krisis kesehatan masyarakat saat ini menegaskan
kembali kenyataan yang diakui secara internasional lebih dari
20 tahun lalu dengan disahkannya Resolusi Dewan Keamanan
Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Security Council
Resolution - UNSCR) 1325 tentang Perempuan, Perdamaian,
dan Keamanan (Women, Peace and Security - WPS) —
pertama, bahwa konflik dan krisis berdampak secara tidak
proporsional terhadap perempuan dan anak perempuan, dan
kedua, bahwa kontribusi mereka sering kali diremehkan dan
kurang dimanfaatkan, yang menyebabkan ketidakstabilan dan
ketidakamanan secara lebih lanjut.

Dikarenakan besarnya ukuran dan dampak destabilisasi
pandemi virus korona, berbagai negara di seluruh dunia telah
melibatkan sektor pertahanan dan keamanan mereka dalam
upaya tanggapan dan pemulihan. Banyak juga yang telah
menerapkan perspektif gender dan prinsip WPS dalam upaya
mereka, seperti Pasukan Pertahanan Selandia Baru (New
Zealand Defence Force - NZDF), Departemen Pertahanan
(Department of Defence - DOD) Australia, Pasukan Militer
Republik Fiji (Republic of Fiji Military Force - REMF), dan
Komando Indo-Pasifik A.S. (U.S. Indo-Pacific Command -
USINDOPACOM). Perspektif gender berarti memahami
bagaimana perbedaan berbasis gender membentuk kebutuhan
segera dan kepentingan jangka panjang laki-laki, perempuan,
anak laki-laki, dan anak perempuan selama krisis. Hal itu
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mengemukakan pertanyaan yang
relevan dan menyelamatkan nyawa
bagi militer untuk lebih memahami
gender dan menginformasikan
tanggapan yang efektif:

Kebutuhan dan minat siapa yang
terpenuhi? Siapa yang memiliki
akses ke sumber daya? Laki-

laki dan perempuan mana yang
terpengaruh?

Implementasi WPS sektor
pertahanan setiap negara, bersama
dengan tanggapannya masing-
masing terhadap pandemi, harus
mempertimbangkan kompleksitas
demografi global dan kebutuhan
penduduknya sendiri. Cuplikan
berikut ini menyoroti bagaimana
empat negara menyertakan
perspektif gender dalam upaya
COVID-19 sektor pertahanan
mereka, yang mencerminkan
pengalaman serupa namun
pendekatan unik karena masing-
masing negara terus memajukan
implementasi WPS.

Pasukan Pertahanan Selandia Baru

Pemerintah Selandia Baru mengembangkan Rencana
Tindakan Nasional WPS-nya pada tahun 2015, dan
NZDF adalah mitra utama dalam pengembangan dan
implementasinya. NZDF ditugaskan untuk delapan

dari 17 keluaran rencana, yang termasuk meningkatkan
jumlah perempuan berseragam yang dikerahkan dan
menanamkan perspektif gender ke dalam pelatihan dan
operasi. NZDF memiliki petugas implementasi WPS
penuh waktu yang mengawasi pekerjaan ini, selain petugas
yang mendukung upaya WPS di kepulauan Pasifik secara
paruh waktu. Pengawasan mereka telah terbukti penting
terhadap kesuksesan mitigasi, pengelolaan, dan tanggapan
COVID-19.

Pada Maret 2020, NZDF meluncurkan Operation
Protect untuk mengoordinasikan tanggapan internalnya
dan kontribusi pada tanggapan menyeluruh di semua
kalangan pemerintah terhadap COVID-19. Sejak awal,
sejumlah kecil personel NZDF yang berpengalaman
dikerahkan untuk mendukung pusat manajemen
tanggapan pemerintah, dengan memanfaatkan keahlian
perencanaan, analisis, dan logistik NZDF. Babak pertama
pelatihan prapengerahan bagi personel militer mencakup
uraian singkat tentang aspek gender COVID-19, dengan
materi yang diambil dari penelitian internasional dan
berdasarkan data penduduk Selandia Baru. Uraian
singkat itu mencatat efek yang tidak proporsional pada
perempuan akibat COVID-19 dan penutupan akses
menyeluruh, kebutuhan untuk mengatasi dampak ini
dalam perencanaan dan pentingnya tim NZDF untuk
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Kapten Nicole Maroske dari Angkatan Udara
Australia bersiap untuk melakukan tes COVID-19
di klinik lintas kendara di Victoria.

DEPARTEMEN PERTAHANAN AUSTRALIA

menyertakan perempuan.

Ketika pandemi ini meluas,
personel NZDF semakin
banyak mendapatkan tugas
untuk mendukung fasilitas
isolasi dan karantina terkelola
(managed-isolation and
quarantine facility - MIQF),
yang pada awalnya berbasis
di sebuah hotel di satu kota
tetapi segera berkembang
menjadi lebih dari 30 fasilitas
di berbagai penjuru negara itu.
MIQF menampung beragam
warga Selandia Baru, masing-
masing selama 14 hari, dengan
mayoritas baru saja kembali
dari luar negeri. Personel
NZDF mengoordinasikan
upaya di antara pemilik hotel
dan penyedia layanan lainnya,
termasuk keamanan, kepolisian,
kesejahteraan, dan staf hotel.
Per September 2020, lebih dari
250 personel terus mendukung
tanggapan COVID-19 pada satu waktu, dengan sebagian
besar mendukung MIQF.

Hasilnya, uraian singkat perspektif gender itu
diadaptasi untuk menyertakan pertimbangan gender yang
spesifik untuk situasi MIQF. Dengan mengambil pelajaran
dari kamp pengungsi internal dan diskusi dengan
personel yang mendukung MIQE, uraian singkat yang
disempurnakan itu menyoroti wawasan yang berharga.
Pertama, di dalam MIQE, kekerasan berbasis gender
muncul dalam berbagai bentuk: kekerasan dalam rumah
tangga di dalam lingkaran keluarga, tuduhan pelecehan
seksual di antara para tamu, potensi eksploitasi seksual
terhadap perempuan yang berisiko, dan penempatan tamu
yang tidak disengaja berada di dekat tamu dengan catatan
kriminal atau pelanggaran seksual. Hal lain yang patut
dicatat adalah gangguan terhadap kesehatan seksual dan
reproduksi di dalam MIQEF, menyoroti kebutuhan untuk
mempertimbangkan perempuan hamil, terutama mereka
yang membutuhkan manajemen klinis di tempat atau
harus meninggalkan MIQF untuk bersalin.

Selain itu, pertimbangan perencanaan perlu mencakup
cara perempuan mengakses produk pembersih area
kewanitaan jika tidak dapat keluar dari MIQF. Uraian
singkat yang disempurnakan itu juga menekankan potensi
tantangan yang dihadapi orang tua tunggal (biasanya
perempuan) di MIQEF, terutama mereka yang memiliki
banyak anak atau berkebutuhan khusus. Terakhir, uraian
singkat itu menyoroti bahwa personel harus mengenali
peluang untuk melibatkan diri dengan tamu MIQF yang
berpengaruh dalam kelompok lebih besar dan meminta
mereka menyebarkan informasi dan umpan balik,
terutama jika bahasa menjadi penghalang.



Personel NZDF memberikan umpan balik yang berharga
tentang dampak gender dari pengalaman MIQF. Informasi
ini terus meningkatkan MIQF dan mempersiapkan rotasi
personel berikutnya dengan lebih baik.

Pasukan Militer Republik Fiji

Pelaksanaan WPS di REMF melibatkan pengembangan
kebijakan dan pelatihan, termasuk pelatihan kesadaran
gender di seluruh pangkalan dan kursus penasihat gender
multilembaga untuk anggota pemerintah dan militer Fiji.
Sebuah komite WPS dibentuk untuk bekerja bersama-sama
dengan mitra hukum guna menyesuaikan kebijakan yang
berdampak secara tidak proporsional terhadap perempuan
dan memastikan adanya mekanisme dukungan.

Ketika COVID-19 mengancam kesehatan dan
kesejahteraan warga Fiji, im RFMF dibentuk untuk
mendukung tanggapan tersebut. Ini termasuk menyiapkan
rencana kontingensi, mendukung penegakan karantina, dan
memberikan pengarahan kepada para menteri dari seluruh
portofolio infrastruktur, kesehatan, dan pertahanan. Sejak
tahap awal, seorang penasihat gender menjadi bagian tim
dan bertanggung jawab untuk menyoroti aspek gender
dari krisis ini (seperti menganalisis demografi penduduk,
pergerakan, dan tingkat risiko) dan mengidentifikasi
rencana tanggapan kemanusiaan. Pendekatan multilembaga
digunakan karena adanya kompleksitas ancaman, ditambah
dinamika tambahan dalam menanggapi Topan Tropis
Harold pada April 2020.

Meskipun ancaman COVID-19 telah berkurang secara
signifikan pada Mei 2020, kerja sama multilembaga terus
berlanjut, baik sebagai tanggapan langsung terhadap
pandemi maupun terhadap efek tindakan penutupan
akses menyeluruh. Ketika merefleksikan tren global,
pemerintah Fiji melihat peningkatan panggilan ke hotline
kekerasan dalam rumah tangga — dari 87 panggilan
pada Februari 2020 menjadi lebih dari 500 panggilan
pada April 2020. Pendekatan multilembaga kembali
dimobilisasi melalui aliansi lembaga nonpemerintah di
bawah arahan Kementerian Perempuan, Anak-Anak, dan
Pengentasan Kemiskinan. Bersamaan dengan pelatihan
pelecehan seksual yang disampaikan oleh Gerakan Hak
Perempuan Fiji kepada Angkatan Laut Republik Fiji
dan dukungan penegakan karantina REMF yang sedang
berlangsung terhadap Kementerian Kesehatan, kerja sama
lintas lembaga telah menjadi ciri khas keberhasilan Fiji
dalam memerangi COVID-19 dan dampak gendernya.

Departemen Pertahanan Australia

Pada ulang tahun ke-20 UNSCR 1325, Australia
mempertahankan tempo tinggi untuk melaksanakan
agenda WPS melalui personel dan sumber daya
yang berdedikasi untuk meningkatkan kemampuan.
DOD Australia membuat kemajuan signifikan

dalam mengimplementasikan agenda WPS dan
mengarusutamakan kesadaran di seluruh departemen
melalui enam jalur upaya: memastikan pengaturan

Seorang perawat melakukan tes swab COVID-19 di klinik lintas kendara di Caloundra, Australia, pada April 2020. rcuters
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strategis tersedia melalui integrasi perspektif
gender ke dalam kebijakan dan doktrin;
melatih banyak orang di seluruh organisasi;
mendedikasikan personel untuk melaksanakan
agenda WPS; menjaga kesiapan misi melalui
pengerahan penasihat gender dalam operasi
dan latihan; mendukung mitra internasional
melalui prakarsa dan program peningkatan
kemampuan; dan mengembangkan kerangka
pelaporan dan tata kelola yang tangguh untuk
memastikan Australia memenuhi kewajiban
UNSCR 1325.

Sejak tahun 2012, DOD telah membangun
keahlian dalam menilai dampak gender dari
bencana dan konflik, yang menjadi dasar
untuk berkontribusi pada tanggapan pandemi.
Dampak gender dari COVID-19 telah
didokumentasikan dengan baik. Menurut
organisasi bantuan nirlaba CARE Australia,
80% warga Australia bekerja dalam industri
yang menyediakan jasa seperti perawatan
kesehatan, pendidikan, dan ritel, yang
telah menjadi sektor yang paling terpukul.
Perempuan menghadapi ketidakamanan
yang lebih besar karena mereka merupakan
mayoritas pekerja lepas dan paruh waktu, serta
mengambil peran pengasuhan tidak berbayar.
Selain itu, para ahli melaporkan peningkatan
frekuensi kekerasan terhadap perempuan.

Ini mengikuti tren global, dengan Dana
Kependudukan P.B.B. memperkirakan bahwa
untuk setiap tiga bulan penutupan akses
menyeluruh, 15 juta kasus kekerasan dalam

rumah tangga lainnya akan terjadi di seluruh
dunia. Berawalnya pandemi yang terjadi setelah musim
kebakaran semak yang menghancurkan di Australia,
menambah tekanan pada banyak keluarga dan bisnis.
Per Agustus 2020, lebih dari 3.000 anggota Pasukan
Pertahanan (Australian Defence Force - ADF)
dikerahkan dalam berbagai peran untuk mendukung
tanggapan COVID-19 negara itu. Ini termasuk
pengujian, logistik, pelacakan kontak, dan mengelola
penutupan perbatasan. Mengingat interaksi masyarakat
ADFE, jaringan penasihat gender dan pusat penghubung
gender ditanamkan sebagai bagian dari tanggapan
tersebut. Sistem berjenjang ditetapkan, mulai dari
markas besar strategis hingga ke tingkat unit, sehingga

memungkinkan aliran informasi dan siklus umpan balik.

Paket dan video pelatihan online, berjudul Gender,
Indigenous and Culture Awareness, dikembangkan untuk
semua anggota yang dikerahkan dan bekerja dengan
masyarakat. Daftar periksa “Kartu Cerdas Prajurit” bagi
komandan dan keluarga serta uraian singkat tentang
kekerasan dalam rumah tangga dikembangkan sebagai
panduan untuk mengintegrasikan pertimbangan gender
selama perencanaan dan pelaksanaan. DOD diposisikan
dengan baik dalam menangani dampak gender selama
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Dua perempuan memakai masker wajah untuk membatasi
penyebaran COVID-19 saat mereka berjalan melintasi stasiun
kereta bawah tanah di Seoul, Korea Selatan. THe AssociaTeD PRess

terjadinya pandemi dan juga dalam mengatasi ancaman
yang muncul, kebutuhan tanggapan kemanusiaan, dan
situasi krisis atau konflik lainnya melalui pendekatan
WPS-nya.

Komando Indo-Pasitik A.S.
Departemen Pertahanan A.S. telah mendukung
WPS sejak peluncuran Rencana Tindakan Nasional
A.S. pertama pada tahun 2011. Ini selanjutnya
dikodifikasikan dengan pengesahan Undang-Undang
WPS pada tahun 2017, Strategi A.S. pada tahun
2019, dan Kerangka Kerja Strategis dan Rencana
Implementasi Departemen Pertahanan pada tahun
2020. USINDOPACOM mendirikan Kantor
Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan dengan
menyertakan tiga posisi penting bagi implementasi
WPS: penasihat gender komando, pengembang
kurikulum WPS, dan analis gender.

Ketika pandemi global melonjak pada awal tahun
2020, kantor WPS mengidentifikasi dua bidang utama



struktural dan sistem sosial seperti
kurangnya akses ke perawatan kesehatan,
kondisi kehidupan yang padat dari
perumahan multigenerasi, dan pekerjaan
informal dan formal dalam industri garis
depan. Pelatihan gender dan COVID-19
berfokus pada pendekatan keamanan
yang inklusif, memahami bahwa laki-

laki, perempuan, anak laki-laki, dan anak
perempuan mengalami krisis kesehatan
publik ini secara berbeda; bahwa peran
gender mereka dapat membuat mereka
mengalami kerugian atau membuat mereka
mengambil risiko untuk bertahan hidup
dengan cara yang berbeda; dan bahwa
akses mereka ke sumber daya bantuan dan
pemulihan mungkin berbeda.

Masih ada kesenjangan data gender
yang besar terkait COVID-19 secara
global, dan kantor WPS USINDOPACOM
mengembangkan pelaporan dan analisis
yang menekankan perlunya lebih banyak
data untuk pengambilan keputusan yang
efektif. Ini termasuk tren sosial ekonomi
gender regional, dampak kesehatan gender,
artikel tentang pentingnya pandangan
gender dalam perencanaan, serta studi
yang meninjau data terkait gender yang
ada tentang COVID-19 dan memberikan
rekomendasi kebijakan.

Upaya Pemulihan
Upaya jangka pendek dan jangka panjang

untuk meningkatkan perencanaan dan tanggapan
USINDOPACOM: pertama, melalui pelatihan
prapengerahan gender dan COVID-19 terhadap unit
Garda Nasional Hawaii yang bersiap untuk membantu
tanggapan masyarakat dan kedua, melalui mengumpulkan
data regional yang relevan dan mengembangkan analisis
gender untuk memberikan informasi yang lebih baik
dalam pengambilan keputusan. USINDOPACOM

juga menggunakan artikel digital dan video pelatihan
untuk menyoroti efek keamanan gender regional
COVID-19.

Pelatihan prapengerahan harus memiliki konteks
spesifik dan disesuaikan dengan demografi penduduk,
tetapi ada pertimbangan gender tingkat makro
yang berlaku untuk masyarakat setempat, misalnya:
peningkatan kekerasan dalam rumah tangga selama
penutupan akses menyeluruh, terputusnya akses ke
perawatan kesehatan seksual dan reproduksi, perempuan
sebagai mayoritas petugas perawatan kesehatan, dan
dampak yang tidak proporsional terhadap masyarakat
rentan lainnya. Di Hawaii, komunitas Masyarakat Adat
Hawaii dan Kepulauan Pasifik mengalami penderitaan
terparah. Pandemi telah memperburuk ketidakadilan

pemerintah untuk pulih dari COVID-19
harus mempertimbangkan kerentanan unik yang dihadapi
perempuan dan anak perempuan selama krisis ini dan
memastikan mereka dilindungi serta memiliki akses yang
aman ke layanan pendampingan pemulihan dan bantuan.
Strategi pemulihan mereka harus menyertakan perspektif
gender. Agenda WPS melengkapi sektor pertahanan
dan keamanan untuk terlibat secara lebih baik dengan
penduduk mereka dan menyediakan solusi yang inklusif.
Sektor pertahanan harus terus membangun kemampuan
penasihat gender, yang akan sangat meningkatkan
interoperabilitas dan koordinasi, serta meningkatkan
efektivitas misi.

Dampak gender dari pandemi ini akan terungkap
selama bertahun-tahun. Sektor pertahanan dan keamanan
negara kita akan terus mempelajari dan menggunakan
pelajaran ini untuk melatih departemen kita masing-
masing; memastikan bahwa kebutuhan perempuan,
laki-laki, anak perempuan, dan anak laki-laki terpenuhi
selama misi kita; meningkatkan pembagian informasi
tentang implementasi WPS; dan memperkuat ketahanan
nasional dan regional untuk melawan tantangan kompleks
keamanan abad ke-21 yang sering kali tak terduga secara
efektif. O
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DR. ANDREW OROS

epang adalah salah satu negara besar pertama di

dunia kontemporer yang mengalami penurunan

jumlah penduduk. Saat ini jumlah penduduk Jepang

sekitar 1,5 juta lebih sedikit daripada satu dekade

lalu, penurunan yang akan meningkat secara
dramatis pada beberapa tahun mendatang — sekitar 8 juta
pada tahun 2020-an dan 10 juta pada tahun 2030-an.

Beberapa pengamat, seperti Brad Glosserman
dalam bukunya Peak Fapan: The End of Great Ambitions,
menegaskan bahwa perubahan demografi Jepang akan
mengarah pada negara yang lebih mementingkan urusan
dalam negeri pada beberapa tahun mendatang. Sejauh
ini catatan yang ada tidak mendukung wacana ini.

Jepang mengalami dekade pertama penurunan jumlah
penduduknya dan apa yang oleh para ahli demografi
sekarang disebut “penuaan super” (ketika lebih dari 20%
penduduknya berusia lebih dari 65 tahun) pada tahun
2010-an. Tapi seperti yang saya bantah dalam Fapan’s
Security Renaissance: New Policies and Politics for the 21st
Century, pasukan militer Jepang tumbuh menjadi lebih
mampu daripada sebelumnya selama periode ini. Diskusi
pertahanan baru-baru ini di Jepang membayangkan
peningkatan lebih lanjut dalam kemampuan, termasuk
mungkin mengembangkan rudal pemukul untuk
meningkatkan upaya penangkalan.

Para ahli lainnya, termasuk Sheila Smith, penulis 7zpan
Rearmed: The Politics of Military Power, dan analis Rand
Corp. Jeffrey Hornung, juga telah menulis karya penting
yang menggambarkan militer Jepang yang semakin
tangguh. Konversi kapal perusak kelas Izumo untuk
mengangkut pesawat jet tempur F-35 dan pengerahan
kapal perusak tambahan yang dilengkapi sistem Aegis
(sehingga totalnya menjadi delapan) adalah dua dari banyak
contoh berkembangnya kemampuan Jepang — sekali lagi,
terlepas dari tantangan demografis yang dialaminya. Berapa
lama tren ini bisa berlanjut? Perencana pertahanan Jepang
perlu mempertimbangkan pertanyaan ini dengan hati-hati
saat mereka merevisi strategi keamanan nasional. Meskipun
kemampuan militer Jepang mungkin telah meningkat
walaupun demografinya menurun, ukuran militernya
tampaknya lebih terpengaruh secara langsung, dan prospek
pendanaan militer masih belum jelas.

Pasukan Bela Diri Jepang (Japan Self-Defense Forces
- JSDF) belum memenuhi target perekrutan mereka
sejak tahun 2014. Pada tahun 2018, JSDF menetapkan
sasaran pasukan permanen sebanyak 247.000 prajurit
tetapi hanya berhasil merekrut 227.000 prajurit —

mengalami kekurangan 8% secara keseluruhan tetapi
diyakini mengalami kekurangan sekitar 25% di kalangan
prajurit dengan pangkat yang lebih rendah. Hal ini tidak
mengherankan karena jumlah warga Jepang yang berusia
18 hingga 26 tahun, target usia perekrutan militer,
mencapai puncaknya pada tahun 1994. Jepang belum
memperoleh angka kelahiran pengganti sejak tahun 1974.
Kementerian Pertahanan Jepang telah
mempertimbangkan banyak cara untuk mengatasi
kekurangan jumlah pasukan yang direncanakan, yang
digambarkan oleh Pedoman Program Pertahanan
Nasional 2019 sebagai “tantangan mendesak.” Pada
tahun 2018, JSDF menaikkan usia maksimum untuk
rekrutan baru dari 26 tahun menjadi 32 tahun,
peningkatan pertama sejak tahun 1990. Pada tahun
2020, usia pensiun aparat senior mulai meningkat
secara bertahap. Kementerian Pertahanan Jepang
juga menetapkan sasaran untuk meningkatkan jumlah
perempuan di JSDF menjadi 9% paling lambat pada
tahun 2030. Proporsi perempuan mencapai 7% dari
anggota JSDF pada tahun 2018, dibandingkan dengan
rata-rata 11% di antara negara-negara NATO. Ide-ide
lain termasuk melakukan pengalihdayaan beberapa
fungsi JSDF, seperti pemeliharaan dan, yang lebih
kontroversial, kegiatan bantuan bencana, dan realokasi
personel Pasukan Bela Diri Darat (yang menyusun lebih
dari setengah dari total pasukan Jepang) ke Pasukan Bela
Diri Maritim dan Udara.

Letnan Satu Misa Matsushima dari Pasukan Bela Diri Udara
Jepang menyelesaikan pelatihan awalnya untuk menerbangkan
F-15 dan diangkat sebagai pilot pesawat tempur perempuan
pertama negara itu pada 24 Agustus 2018. arp/GeTTY IMAGES
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Konversi kapal perusak kelas Izumo untuk
mengangkut pesawat jet tempur F-35 dan
pengerahan kapal perusak tambahan yang
dilengkapi sistem Aegis (sehingga totalnya
menjadi delapan) adalah dua dari banyak contoh
berkembangnya kemampuan Jepang.

Kapal-induk_pengangkut helikopter Pasukan Bela Diri Maritim

Jepang-JS zumo, kedua dari-kanan, kapal-perusak-3S Akebono dan
JS Murasame,-serta-BRP Davao del Sur-dari Angkatan-Laut Flllpma
berpartisipasi-dalan latihan-di Laut Sulu Filipina.neassociatep press
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Akan tetapi, ada gambaran lebih besar yang perlu
dipertimbangkan: Tidak hanya Jepang yang mengalami
penuaan dan penyusutan penduduk. Pada kenyataannya,
semua negara tetangga Jepang — calon mitra dan juga
pemicu masalah keamanan — menghadapi masa depan
yang serupa, meskipun pada lini masa yang berbeda. Itu
termasuk sekutu Amerika Serikat lainnya di kawasan ini
(Korea Selatan dan Thailand, meskipun bukan Filipina),
mitra keamanan lainnya bagi Jepang dan A.S. (Singapura,
"Taiwan, dan Vietnam) dan, yang terpenting, pemicu
masalah keamanan utama (Tiongkok, Korea Utara, dan
Rusia). Jumlah penduduk usia kerja di Tiongkok, Korea
Selatan, dan Taiwan sudah menyusut, dengan total jumlah
penduduk mereka diproyeksikan menurun pada dekade ini.

Sementara itu, mitra keamanan potensial bagi
Jepang akan tumbuh jumlah penduduknya dan juga
mempertahankan populasi generasi muda yang kuat.
India dan Indonesia adalah dua dari 10 negara teratas
untuk pertumbuhan penduduk hingga tahun 2050. Bukan
kebetulan, kedua negara ini — dan Filipina yang sedang
tumbuh jumlah penduduknya — termasuk di antara
negara-negara yang hubungan keamanannya sedang
diupayakan untuk diperdalam oleh Jepang. Demografi
saja tidak mendorong Jepang untuk menjalin hubungan
ini; berbagai faktor lain, seperti kekhawatiran bersama
tentang Tiongkok, lokasi geografis, dan konvergensi pada
kepentingan maritim, juga menjadi faktor penting.

"Teknologi baru juga akan memainkan peran penting
dalam cara Jepang dan negara lain mengelola efek
perubahan demografis pada strategi keamanan mereka.
Robotika dan sistem tak berawak lainnya, termasuk
kecerdasan buatan, dapat membantu mengimbangi jumlah

Personel Pasukan Bela Diri Darat Jepang
menghadiri latihan penembakan dengan
amunisi aktif tahunan di lapangan
tembak Higashi-Fuji di Gotemba, barat
daya Tokyo. . THE ASSOCIATED PRESS

penduduk yang menyusut. Pada saat yang sama, teknologi
semacam itu mengubah sifat lanskap keamanan regional.
Seperti yang ditulis Christian Brose dalam majalah Foreign
Affairs: “Kecerdasan buatan, sistem otonom, sensor di
mana-mana, manufaktur canggih, dan sains kuantum
akan mengubah peperangan seradikal teknologi” pada
awal abad ke-20. Munculnya ranah keamanan baru di
ruang siber dan ruang angkasa menciptakan beban baru.
Kita tidak dapat mengharapkan teknologi baru saja

untuk mengimbangi tantangan yang dihadapi berbagai
negara dengan perubahan demografis. Pilihan yang sulit
terbentang di depan mata.

Singkatnya, akan ada lanskap keamanan regional yang
berubah sebagai akibat dari perubahan demografis di
Indo-Pasifik dalam beberapa tahun mendatang — dan ahli
strategi militer Jepang dan A.S. perlu lebih memusatkan
perhatian untuk menghadapi hal ini. Dampak perubahan
demografis terhadap keamanan nasional bergantung
pada sejumlah faktor. Ini termasuk sifat dari ancaman
keamanan spesifik yang dihadapi setiap negara; beberapa
ancaman dapat lebih siap diatasi dengan alternatif yang
tidak terlalu padat karya. Ketersediaan solusi teknologi,
dan apakah sistem politik dan sosial bersedia dan mampu
mengadopsinya atau pilihan lain, juga merupakan variabel
yang besar. Demografi bukanlah takdir — tetapi lebih perlu
diperhitungkan daripada yang telah dilakukan hingga saat
ini, di Jepang dan di tempat lain di kawasan ini. O

Dr. Andrew Oros adalah profesor ilmu politik dan studi internasional di Washington College
di Chestertown, Maryland, dan penulis buku Japan’s Security Renaissance: New Policies and
Politics for the 21st Century. Artikel ini pada awalnya diterbitkan pada edisi Agustus 2020
Asia Pacific Bulletin, publikasi East-West Center, dan telah diedit agar sesuai dengan format
FORUM. Pandangan yang diungkapkan oleh Oros tidak mencerminkan kebijakan atau posisi
East-West Center atau organisasi mana pun yang berafiliasi dengan Oros.
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Kanjuro Kiritake, seorang dalang
“Bunraku, duduk di depan lukisan
‘almarhum ayahnya, juga seorang

dalang, di rumahnya di Osaka, Jepang.




Dalang Jepang Melestarikan Tradisi,
Membuat Boneka Bunraku untuk Anak-Anak

KISAH DAN FOTO OLEH REUTERS

’ I \erjebak di rumah selama berminggu-minggu saat
Jepang berada dalam keadaan darurat karena
berjangkitnya virus korona, dalang terkenal

Bunraku Jepang Kanjuro Kiritake mengalami kecemasan

yang mendalam.

Karya seninya, sebuah teater boneka Jepang tradisional
khusus laki-laki, muncul di Osaka pada akhir tahun 1600-
an, tetapi keberadaannya terancam pada tahun 2020,
demikian ungkapnya. Semua penampilannya dibatalkan
selama berbulan-bulan.

“Banyak hal yang terlintas dalam benak saya: Kapan
pandemi akan berakhir? Kapan pertunjukan akan
dilanjutkan?” ungkap Kanjuro, 67 tahun, di rumahnya,
yang memiliki ruangan khusus untuk pedalangan. Dia
juga bertanya-tanya apakah gurunya yang berusia 87
tahun akan pernah tampil lagi.

Solusinya adalah menghabiskan waktunya di rumah
membuat boneka untuk anak-anak. Tindakan ini
merupakan upaya yang jarang dilakukan oleh seorang
dalang Bunraku. Baginya, hal itu terkait dengan pekerjaan
yang telah dilakukannya selama puluhan tahun. Pemerintah
Jepang menetapkannya sebagai Harta Karun Nasional
Hidup untuk pertunjukan drama boneka tradisionalnya.

Hampir 30 murid kelas enam mengambil bagian
dalam kelas baru-baru ini, dengan anak-anak melatih
kemampuan pedalangan mereka di gimnasium di tengah
panas terik, seperti yang diinstruksikan oleh Kanjuro yang
mengenakan kaus lengan pendek.

Di Bunraku, setiap boneka dioperasikan oleh
tiga orang: kepala dalang dan dua dalang lainnya,
berpakaian hitam dengan wajah tertutup. Kepala dalang
mengendalikan gerakan kepala dan tangan kanan,
sementara seorang dalang mengendalikan gerakan tangan
kiri dan dalang lainnya mengendalikan gerakan kedua kaki
boneka. Pertunjukan itu diiringi dengan pembawa cerita,
atau tayu, dan alat musik tradisional.

Kelima boneka buatan Kanjuro memiliki wajah lucu
yang dihiasi dengan rambut benang. Boneka itu juga
mengenakan kaus kaki neon yang dibelinya secara online.

DARI KAKI KE ATAS

Mengikuti jejak ayahnya, Kanjuro memulai kariernya
sebagai dalang pada usia 14 tahun, menjadi murid
Minosuke Yoshida, yang pada usia 87 tahun menjadi
dalang tertua yang masih hidup. Seperti dalang lainnya,
Kanjuro memulainya dengan mengendalikan gerakan
kaki boneka, lalu pindah ke tangan kiri. Diperlukan waktu
lebih dari 30 tahun sampai seorang dalang diizinkan untuk
mengendalikan gerakan kepala. “Peran itu tidak terlihat
dan sulit,” ungkapnya tentang mengoperasikan anggota
badan. “Penonton tidak tahu siapa Anda dan tepuk tangan

Kanjuro Kiritake memberikan pelajaran drama boneka tradisional

Bunraku di sebuah sekolah dasar di Osaka di tengah pandemi
virus korona pada Agustus 2020.

diberikan kepada dalang utama.”

Sangat penting untuk memahami cara mengendalikan
gerakan kaki; pemain yang melakukannya menyentuh
pinggang dalang utama, merasakan bagaimana dia
bergerak. Itulah pelajaran yang dipelajari Kanjuro dari
almarhum ayahnya, yang bahkan setelah jatuh sakit hingga
kurus kering menggunakan seluruh tubuhnya untuk
menghidupkan gerakan boneka sebagai kepala dalang.

“Saya belajar darinya bahwa Anda harus
menggunakan seluruh tubuh — dari jari kaki hingga
ujung jari tangan — untuk membuat boneka menjadi
hidup,” kenang Kanjuro. “Dan bagaimana dalang
bertubuh kecil dan kurus dapat mengendalikan gerakan
boneka besar dengan melakukan hal itu.”

Kanjuro adalah salah satu dalang Bunraku paling
terkenal di Jepang, tetapi dia masih mengkhawatirkan
masalah regenerasi di kalangan generasi muda.

"Teater Bunraku Nasional di Osaka menyediakan
kursus pelatihan gratis selama dua tahun. Lebih dari
setengah dari 83 dalang yang ada saat ini merupakan
lulusan kursus itu. Popularitas seni ini memudar bahkan
sebelum berjangkitnya pandemi, dan hanya dua peserta
yang mengikuti pelatihan per September 2020.

Mungkin, Kanjuro merenung, orang-orang yang
disewa untuk membuka tirai atau membagikan properti
panggung mungkin jatuh cinta pada Bunraku dan ingin
mempelajarinya. Pertunjukan di Tokyo dilanjutkan pada
bulan September.

“Seperti sumo dan rakugo yang banyak digemari orang
asing, suatu saat kami mungkin memiliki dalang asing,”
ungkap Kanjuro, mengacu pada bentuk gulat dan dongeng
tradisional Jepang. “Dan hanya masalah waktu sebelum
perempuan ikut ambil bagian.”
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Benua Afrika Bebas Virus Polio
Liar, Tapi Ancaman Polio Tetap Ada

toritas kesehatan pada Agustus 2020 menyatakan benua
OAfrika bebas dari virus polio liar setelah melakukan upaya

pemberantasan selama puluhan tahun, meskipun kasus
polio yang diturunkan dari vaksin masih memicu wabah penyakit yang
melumpuhkan itu di lebih dari selusin negara.

Deklarasi tersebut membuat Pakistan dan negara tetangganya Afganistan
sebagai satu-satunya negara yang diperkirakan masih terjangkit virus
polio liar, dengan upaya vaksinasi terhadap penyakit sangat menular yang
ditularkan lewat air itu dipersulit oleh ketidakamanan dan serangan terhadap
petugas kesehatan.

Komisi Sertifikasi Regional Afrika untuk Pemberantasan Polio membuat
deklarasi itu setelah tidak ada kasus yang dilaporkan selama empat tahun.
Polio pernah melumpuhkan 75.000 anak setahun di seluruh Afrika.

Otoritas kesehatan melihat seruan itu sebagai secercah kabar baik yang
langka di Afrika di tengah pandemi virus korona, wabah Ebola di Republik
Demokratik Kongo barat, dan tantangan mematikan yang terus-menerus
terjadi dari malaria, HIV, dan tuberkulosis.

“Hari ini sungguh luar biasa dan emosional,” ungkap direktur Organisasi
Kesehatan Dunia [WHO] Afrika Matshidiso Moeti, tetapi dia mendesak
adanya kewaspadaan ketika pandemi virus korona mengancam upaya
vaksinasi dan pengawasan.

Inilah untuk kedua kalinya virus dibasmi di Afrika, setelah virus
cacar empat dekade lalu, demikian ungkap WHO. Pengawasan
tidak merata di seluruh benua yang berpenduduk 1,3 miliar jiwa itu
meningkatkan kemungkinan tetap adanya beberapa kasus virus polio
liar yang tidak terdeteksi.

Dorongan terakhir untuk memerangi virus polio liar sebagian besar
difokuskan di Nigeria utara, tempat kelompok ekstremis Islam Boko
Haram telah melakukan pemberontakan mematikan selama lebih dari
satu dekade. Petugas kesehatan sering kali melakukan vaksinasi di tengah
kondisi yang tidak aman, sehingga membahayakan nyawa mereka. Kasus
virus polio liar terakhir yang dilaporkan di Afrika terjadi di Nigeria pada
tahun 2016.

Deklarasi tersebut tidak berarti Afrika bebas polio. Masih ada kasus
dari apa yang disebut sebagai virus yang diturunkan dari vaksin, bentuk
mutasi langka dari virus hidup tetapi telah dilemahkan yang terkandung
dalam vaksin polio oral. Virus yang bermutasi itu dapat memicu wabah
polio, dan 16 negara Afrika mengalaminya per Agustus 2020: Angola,
Benin, Burkina Faso, Kamerun, Republik Afrika Tengah, Cad, Pantai Gading,
Republik Demokratik Kongo, Etiopia, Guinea, Ghana, Mali, Niger, Nigeria,
Togo, dan Zambia. The Associated Press
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MENGHALANGI PENYEBARAN

BERITA PALSU

Dua tahun setelah menyetujui pedoman
praktik pengaturan mandiri untuk mengatasi
disinformasi, Facebook, Google Alphabet,
"Twitter, dan pesaing teknologi lainnya harus
berusaha lebih keras untuk menjadi lebih
efektif, demikian ungkap Komisi Eropa.

Berita palsu terkait COVID-19
mempercepat seruan agar perusahaan media
sosial menjadi lebih proaktif. Berbagai
perusahaan, termasuk Mozilla dan badan
perdagangan untuk industri periklanan,
menyetujui pedoman tersebut pada tahun
2018 untuk mencegah regulasi yang lebih
ketat. Microsoft dan Tik'Tok juga bergabung
dengan kelompok itu.

Pedoman itu memiliki beberapa
kekurangan, demikian menurut penilaian
Komisi Eropa pada tahun pertama pelaksanaan
pedoman itu. “Ini dapat dikelompokkan dalam
empat kategori besar: penerapan pedoman
yang tidak konsisten dan tidak lengkap
di seluruh platform dan negara anggota,
kurangnya definisi yang seragam, adanya
beberapa celah dalam cakupan komitmen
pedoman, dan pembatasan intrinsik pada sifat
pengaturan mandiri dari pedoman itu,” ungkap
laporan itu.

Vera Jourova, wakil presiden Komisi Eropa
untuk nilai dan transparansi, menyerukan lebih
banyak tindakan untuk melawan risiko baru.

“Ketika kita juga menyaksikan ancaman
dan aktor baru, waktunya sudah matang
untuk melangkah lebih jauh dan mengusulkan
langkah-langkah baru. Platform-platform
itu harus lebih akuntabel dan transparan.
Berbagai langkah perlu diambil yang
di antaranya adalah membuka diri dan
menyediakan akses data yang lebih baik,”
ungkap Jourova, yang sedang menyusun
rencana untuk membuat demokrasi lebih
tahan terhadap ancaman digital.

Komisi Eropa juga mengembangkan
aturan untuk meningkatkan tanggung jawab
dan kewajiban perusahaan media sosial atas
konten platform. Reuters



Helm Memungkinkan Pekerja Garis
Depan Tetap Produktif Lebih Lama

memungkinkan petugas kesehatan garis depan untuk
menikmati camilan atau bahkan menggaruk hidung
tanpa membuat diri mereka berisiko terinfeksi virus korona.

Pandemi telah menyoroti kompromi di antara kenyamanan
dan keselamatan alat pelindung diri (APD), terutama bagi
pekerja yang diharuskan mengenakan pakaian semacam itu
selama berjam-jam.

Untuk mengatasi masalah ini, para pelajar diberi tantangan
untuk merancang helm yang terhubung ke respirator yang tidak
hanya melindungi tetapi juga memungkinkan pekerja garis
depan tetap produktif lebih lama.

Kelompok itu menemukan Vihelm, paduan kata antara
Vietnam dan helm. Helm ini memiliki akses kotak sarung
tangan sehingga pemakainya dapat memasukkan tangan
mereka ke dalam helm dan, misalnya, menyeka keringat
atau membersihkan kaca pelindung sembari menjaga helm
tetap tersegel.

“Perbedaan besar pada helm ini adalah kotak sarung
tangannya. ... Anda dapat menggunakannya untuk berinteraksi
secara aman dengan wajah Anda,” ungkap Tran Nguyen

Tiga pelajar Vietnam telah merancang helm yang

Negara Bertempur Melawan Rekor
Wabah Demam Berdarah

Dengan Lebih Banyak Nyamuk

Dari balkon tinggi blok perumahan umum Singapura,
seorang petugas lingkungan menyiapkan peluncur
nyamuknya, alat terbaru yang dibuat oleh pihak
berwenang untuk memerangi rekor wabah penyakit
demam berdarah tropis.

Dengan satu klik tombol dan desiran kipas, palka
terbuka dan 150 ekor nyamuk jantan yang dibesarkan di
laboratorium dilepaskan, mencari pasangan betina yang
dapat dikawini tetapi tidak dapat bereproduksi.

Virus demam berdarah, yang dalam kasus yang
jarang terjadi bisa berakibat fatal, disebarkan ke

Khanh An, 14 tahun, salah satu pelajar yang memenangkan
Penghargaan Desain Penemuan Terbaik pada Kompetisi Inovasi
Penemuan Internasional di Kanada pada Agustus 2020.

Helm futuristik itu juga memiliki kompartemen internal
yang dapat menampung makanan ringan dan dihubungkan
dengan selang ke respirator pemurni udara bertenaga mesin.

Walaupun respirator semacam itu dianggap jauh lebih aman
daripada masker standar, namun bisa jadi jauh lebih tidak
nyaman daripada bentuk APD lainnya.

Vihelm, yang biaya pembuatannya kurang dari 4,3 juta
rupiah (300 dolar A.S.), bahkan memiliki kantong di sekitar
kepala sehingga pengguna bisa menggaruk bagian wajah yang
terasa gatal.

Vingroup, konglomerat terbesar di Vietnam, mengatakan
dalam sebuah pernyataan bahwa perusahaan itu telah
mengevaluasi helm tersebut dan menawarkan umpan balik
teknis mengenai desainnya. Vingroup telah memproduksi
ventilator selama berjangkitnya pandemi. Reuters

manusia oleh nyamuk yang terinfeksi.

Nyamuk yang dibiakkan secara khusus di Singapura
membawa bakteri yang mencegah telur menetas, yang
mengarah pada “pengurangan populasi nyamuk secara
bertahap,” ungkap Ng Lee Ching, pejabat kepala proyek
Wolbachia, yang namanya diambil dari nama bakterinya.

Dia menambahkan beberapa daerah dengan populasi
nyamuk tinggi telah mengalami penurunan populasi
nyamuk hingga 90% dengan menggunakan teknik ini.

Singapura telah mencatat lebih dari 26.000 kasus
demam berdarah per September 2020, melampaui rekor
tahunan sebelumnya sekitar 22.000 kasus pada tahun
2013. Hingga Agustus 2020, 20 orang telah meninggal
karena penyakit tersebut, yang dapat menyebabkan
demam ekstrem yang mengarah pada pendarahan
internal dan syok.

Jenis baru penyakit ini, dikombinasikan dengan
cuaca basah di luar musimnya dan penutupan akses
menyeluruh akibat berjangkitnya wabah virus
korona yang membuat lokasi konstruksi dan tempat
berkembang biak nyamuk lainnya tidak terganggu,
dipandang sebagai faktor di balik berjangkitnya wabah
demam berdarah itu.

Strategi yang digunakan proyek Wolbachia telah
berhasil diterapkan di Australia tetapi beberapa ahli
mengatakan strategi itu mungkin memiliki keterbatasan
di daerah perkotaan yang padat seperti Singapura. Reuters
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PEMINDAIAN TERHADAP 10,3 JUTA
BINTANG BELUM MENGUNGKAPKAN
TANDA-TANDA ADANYA ALIEN

ara ilmuwan telah

menyelesaikan

pencarian peradaban

luar angkasa terluas

hingga saat ini dengan
memindai sekitar 10,3 juta
bintang menggunakan teleskop
radio di Australia, tetapi mereka
belum menemukan apa pun —
sejauh ini.

Para peneliti yang mencari
bukti kemungkinan adanya
kehidupan di luar tata surya kita
memburu “ciri khas teknologi”
seperti sinyal komunikasi yang
mungkin berasal dari makhluk
asing yang cerdas.

Dengan menggunakan
teleskop Murchison Widefield
Array di pedalaman Australia
Barat, mereka mencari emisi
radio frekuensi rendah,
frekuensi yang mirip dengan
radio FM, dari bintang-bintang
di konstelasi Vela. Temuan itu
muncul di Publications of the
Astronomical Society of Australia
pada September 2020.

“Tidaklah mengherankan jika

kami tidak menemukan sesuatu.

Masih banyak variabel yang
belum diketahui,” ungkap pakar
astrofisika Chenoa Tremblay
dari divisi Sains Ruang Angkasa
dan Astronomi badan sains
nasional Australia, Organisasi
Riset limiah dan Industri
Persemakmuran.

“Pencarian kehidupan di
luar tata surya kita merupakan
tantangan besar,” tambah
Tremblay. “Kami tidak tahu
kapan, bagaimana, di mana, atau
apa jenis sinyal yang mungkin
kami terima untuk mendapatkan
indikasi bahwa kita tidak
sendirian di galaksi ini.”

Meskipun pencarian itu
100 kali lebih dalam dan lebih
luas dari sebelumnya, demikian
menurut pakar astrofisika
Steven Tingay dari Curtin
University di Australia dan Pusat
Internasional untuk Penelitian
Astronomi Radio, pencarian itu
melibatkan relatif sedikit bintang
dalam pemahaman kosmis.

“Sepuluh juta bintang
sepertinya banyak. Akan tetapi,
evaluasi terbaik kami adalah

bahwa ada sekitar 100 miliar
bintang [di galaksi Bima Sakti].
Jadi kita hanya melihat sekitar
0,001% dari galaksi kita,”
ungkap Tremblay. “Anggaplah
samudra hanya berisi 30

ekor ikan dan kita mencoba
mencarinya dengan menguji area
seukuran kolam renang halaman
belakang. Kecil kemungkinannya
untuk menemukan salah satu
ikan itu.”

Murchison Widefield
Array adalah pendahulu dari
instrumen lain, Square Kilometer
Array, yang menjanjikan untuk
segera meningkatkan pencarian
ciri khas teknologi.

“Yang penting adalah terus
meningkatkan teknik dan selalu
melangkah lebih dalam dan
lebih jauh,” ungkap Tingay.
“Selalu ada kemungkinan bahwa
pengamatan berikutnya adalah
pengamatan yang menghasilkan
sesuatu, bahkan jika Anda tidak
mengharapkan apa pun. Sains
bisa jadi mengejutkan, jadi
yang terpenting adalah terus
mencari.” Reuters
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Pelaut Angkatan Laut Australia terlibat dalam pelatihan naik ke atas kapal
selama Latihan Rim of the Pacific (RIMPAC) 2020 untuk meningkatkan
interoperabilitas dan memperkuat kemitraan maritim strategis. Sepuluh negara,
22 kapal, satu kapal selam, dan lebih dari 5.300 personel berpartisipasi dalam
latihan dua tahunan pada 17-31 Agustus di perairan sekitar Kepulauan Hawaii.
RIMPAC, dalam iterasi ke-27-nya, membangun hubungan kerja sama untuk
mendukung Indo-Pasifik yang Bebas dan Terbuka. Untuk memitigasi ancaman
COVID-19, personel melakukan RIMPAC 2020 secara eksklusif di laut.

FOTO DARI: ANGKATAN LAUT AUSTRALIA
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